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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia-Nya Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2025
dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan laporan ini merupakan pertanggungjawaban kinerja yang telah
dilakukan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025. Laporan ini juga disusun untuk memenuhi
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan kepada setiap
instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahunnya.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 telah selesai disusun,
semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan
membutuhkannya. Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya,
untuk itu kritik dan saran yang membangun diharapkan demi kesempurnaannya. Tidak
lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Tahun 2025.
Trenggalek, Februari 2026
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlIP) Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 menyajikan
capaian Kinerja tujuan dan sasaran serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam
rangka mencapai kinerja tersebut. Berdasarkan PK Tahun 2025, Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek memiliki 18
(delapan belas) indikator kinerja sasaran. Tahun 2025 merupakan tahun kelima dalam
upaya pencapaian sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Tahun
2021-2026. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator
menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan sasaran sebagaimana yang tertuang
dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun
2021-2026 dan PK Tahun 2025.

Disamping itu, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, maka setiap PD/instansi waijib
mengiintegrasikannya dalam seluruh siklus pembangunan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan
pengawasan.

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 dengan rata-rata capaiannya dari
target. Capaian tersebut turut didukung oleh capaian indikator kinerja sasaran yang
telah ditetapkan dalam PK Tahun 2025, serta merupakan kesinambungan substansi
program/kegiatan yang sudah berjalan pada periode sebelumnya. Adapun capaian 18
(delapan belas) indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2025, meliputi :

1. Prevalensi Balita Stunting, pada Tahun 2025 mencapai 5.83 dari target sebesar

5.85 maka capaian kinerja mencapai 100.34% sehingga mencapai target.

2. Indeks Keluarga Sehat, pada Tahun 2025 mencapai 0.441 dari target sebesar

0.39 maka capaian kinerja mencapai 113.08% sehingga mencapai target.

3. Angka Harapan Hidup, pada Tahun 2025 mencapai 75.63 dari target sebesar

75.35 maka capaian kinerja mencapai 100.37% sehingga mencapai target.



4. Angka Kematian Ibu, pada Tahun 2025 mencapai 77.64 dari target sebesar
31.8 maka capaian kinerja mencapai 40.95% sehingga tidak mencapai target.

5. Angka Kematian Bayi, pada Tahun 2025 mencapai 3.80 dari target sebesar
2.65 maka capaian kinerja mencapai 69.74% sehingga tidak mencapai target.

6. Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Nakes Sesuai Standar, pada Tahun
2025 mencapai 95.45 dari target sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai
95.45% sehingga tidak mencapai target.

7. Persentase Puskesmas Terakreditasi , pada Tahun 2025 mencapai 100 dari
target sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 100% sehingga mencapai
target.

8. Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten Yang Terakreditasi, pada
Tahun 2025 mencapai 100 dari target sebesar 100 maka capaian kinerja
mencapai 100% sehingga mencapai target.

9. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta Sesuai Standar, pada
Tahun 2025 mencapai 100 dari target sebesar 100 maka capaian kinerja
mencapai 100% sehingga mencapai target.

10. Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Item Obat Esensial, pada Tahun
2025 mencapai 100 dari target sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai
100% sehingga mencapai target.

11.Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) Yang
Memenuhi Standar, pada Tahun 2025 mencapai 100 dari target sebesar 90
maka capaian kinerja mencapai 111.11% sehingga mencapai target.

12.Persentase Alat Kesehatan Yang Memenuhi Standar, pada Tahun 2025
mencapai 52.72 dari target sebesar 88 maka capaian kinerja mencapai 72.50%
sehingga tidak mencapai target.

13.Persentase Green Hospital Yang Terpenuhi, pada Tahun 2025 mencapai 60
dari target sebesar 20 maka capaian kinerja mencapai 300% sehingga
mencapai target.

14. TFR (Total Fertility Rate) , pada Tahun 2025 belum release dari BKKBN

15.Angka Prevalensi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR,
pada Tahun 2025 mencapai 70.92 dari target sebesar 77.22 maka capaian

kinerja mencapai 91.89% sehingga belum mencapai target.



16.Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) , pada Tahun 2025 mencapai 76.98
dari target sebesar 76.87 maka capaian kinerja mencapai 100.14% sehingga
mencapai target.

17.Nilai (Kategori Nilai) SAKIP, pada Tahun 2025 mencapai 94.606 dari target
sebesar 86.66 maka capaian kinerja mencapai 109.24% sehingga mencapai
target.

18.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, pada Tahun 2025 mencapai 99.18 dari
target sebesar 98 maka capaian kinerja mencapai 101.20% sehingga

mencapai target.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, tidak seluruh indikator kinerja dapat
dicapai sesuai target, masih terdapat persentase capaian indikator kinerja kurang dari
100%. Namun dengan membandingkan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya
terlihat adanya perbaikan kinerja yang terus berjalan. Pencapaian indikator sasaran
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Trenggalek Tahun 2025 didukung sumber daya termasuk sumber daya keuangan.
Pagu anggaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 sebesar Rp. 186.121.898.859,-. Dari penggunaan
anggaran, realisasi anggaran yang digunakan pada Tahun 2025 sebesar Rp.
172.853.606.948,71,- atau 92.87%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Dinas
Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek
Tahun 2025 sudah efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki
untuk mencapai kinerja Perangkat Darah, serta sejalan dengan prinsip pengelolaan
anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah
pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan terdapat beberapa yang hal perlu menjadi perhatian Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek dalam
menyikapi hasil pencapaian akuntabilitas kinerja pada masa mendatang.

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Trenggalek, memiliki peran sangat penting dalam menentukan
keberhasilan pembangunan di wilayah Kabupaten Trenggalek dalam bidang
kesehatan dan pengendalian penduduk. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek berperan dalam pencapaian sasaran
strategis daerah, yaitu meningkatnya status kesehatan masyarakat secara optimal

\



dan meningkatnya keluarga yang berkualitas. Dalam rangka peningkatan kinerja

secara berkesinambungan perlu dilakukan upaya dalam menyikapi tantangan

kedepannya diantaranya melalui:

1. Pegawai Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Trenggalek agar lebih memberikan perhatian terhadap capaian
indikator kinerja dalam sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Perlu dilakukan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala, termasuk menilai
rasionalisasi dan merekomendasikan terget kinerja yang memenuhi kriteria dapat
dicapai (achievable).

3. Peningkatan kapasitas Pegawai Dinas Kesehatan PPKB

4. Perlunya menerapkan manajemen kinerja ASN secara baik.

5. Menyusun pohon kinerja dan cascading.

Untuk itu pada Tahun 2025 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Trenggalek akan terus berupaya lebih keras untuk

meningkatkan kinerja hasil dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan

sesuai dengan arah kebijakan pembangunan.

Vi
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah
satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di
daerah, termasuk Perangkat Daerah (PD) dalam meningkatkan akuntabilitas,
transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Publik, Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, serta pengaturan terbaru yakni Permen PAN-RB Nomor 18
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun
2019Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Wujud
pertanggungjawaban PD atas pencapaian sasaran strategis Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LK|jIP) telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Laporan
perjanjian kinerja merupakan upaya perbaikan dan penyempurnaan tahun
sebelumnya, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata
pemerintahan yang baik (good governance).

Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
khususnya Pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan
Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah kesehatan
merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek menjadi semakin
strategis. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Trenggalek adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Trenggalek di
bidang kesehatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024
tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Trenggalek.

Oleh karenanya, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam

Laporan Kinerja Dinkes PPKB




meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pemenuhan upaya
kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia kesehatan, pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan
makanan minuman, serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan untuk
memenuhi peningkatan status kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas
layanan kesehatan.

.2 Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas

Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek

Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Pengarusutamaan Gender Nomor 2

tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender.

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 ini bertujuan untuk
melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan
bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP. Penyusunan LK]jIP Tahun
2025 menggunakan data per Desember 2025.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 sebagai berikut:
1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan

Pemerintahan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pengendalian

Laporan Kinerja Dinkes PPKB




Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 dalam
pencapaian target sasaran pada kurun waktu Tahun Anggaran 2025 secara jelas,
transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan;

3. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan Program dan
Kegiatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Trenggalek pada tahun yang akan datang.

1.4 Gambaran Umum Organisasi
Adapun kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja di atur pada

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Trenggalek dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam

melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek. Tugas Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan pelaksana Urusan

Pemerintahan bidang kesehatan dan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

2. penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang
kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

3. pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan
Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

5. koordinasi dan sinkronisasi Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

6. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan

dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

7. pembinaan UPTD;
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8. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

9. penyusunan perjanjian kinerja;

10. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional
prosedur;

11. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;

12. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan,
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan,
kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;

13. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

14. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

1.4.1 Struktur Organisasi
Susunan organisasi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Trenggalek terdiri atas :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri atas :
a) Sub bagian umum dan kepegawaian
b) Sub bagian perencanaan dan pelaporan
Bidang Pelayanan Kesehatan
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Bidang Sumber Daya Kesehatan
Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

@ ™ o a o

Kelompok jabatan fungsional
UPTD/UOBK/Unit Fungsional

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Trenggalek dapat digambarkan dalam Bagan Struktur

organisasi sebagai berikut:
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KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL AHLI l—

MADYA DAN AHLI UTAMA

SUB BAGIAN SUB BAGIAN KELOMPOK JABATAN
UMUM DAN PERENCANAAN FUNGSIONAL AHLI
KEPEGAWAIAN DAN PELAPCRAN PERTAMA, AHLI MUDA
DAN KETERAMPILAN

BIDANG PENCEGAHAN
BIDANG PELAYANAN DAN PENGENDALIAN BIDANG SUMBER DAYA BIDANG PENGENDALIAN

BIDANG KESEHATAN
2 PENYAKIT DAN
KESEHATAN A A
PENYEHATAN KESEHATAN MASYARAKAT

LINGKUNGAN

PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KELOMPOK JABATAN A A » A A A
FUNGSIONAL AHLI KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN

PERTAMA, AHLI MUDA FUNGSICNAL AHLI FUNGSICNAL AHLI FUNGSIONAL AHLI FUNGSIONAL AHLI
DAN Ké'ERAMP.ILAN PERTAMA, AHLI MUDA PERTAMA, AHLI MUDA PERTAMA, AHLI MUDA PERTAMA, AHLI MUDA
: DAN KETERAMFILAN DAN KETERAMFILAN DAN KETERAMPILAN DAN KETERAMPILAN

UPTD/UOBK!Unit
Fungsionsl

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

1.4.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek per 31 Desember 2025 berjumlah 1.456
orang, terdiri dari dukungan pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak
1.456 orang,dengan kuantitas dan kualitas sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No Golongan / Pendidikan / Eselon / Diklat Jumlah Satuan
MenurUt GOIongan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 202

1 Golongan | 1 Orang

2 Golongan I 352 Orang

3 Golongan lli 970 Orang

4 Golongan IV 133 Orang

Jumlah Total 1.456 Orang

Menurut Pendidikan

1 Pasca Sarjana 111 Orang

2 Sarjana 437 Orang

3 Diploma (D-I) 1 Orang
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No Golongan / Pendidikan / Eselon / Diklat Jumlah Satuan

4 Diploma (D-IlI) 732 Orang
5 Diploma (D-IV) 100 Orang
6 SLTA/SMA/SMK 62 Orang
7 SLTP/SMP 8 Orang
8 SD 5 Orang

Jumlah Total 1.456 Orang

Menurut Jenis Kelamin

1 Laki - Laki 380 Orang
2 Perempuan 1076 Orang

Jumlah Total 1.456 Orang

Sumber : Simpeg Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan data komposisi pegawai menurut golongan dan jenis kelamin,
jumlah keseluruhan pegawai tercatat sebanyak 1.456 orang, yang terdiri dari 380
pegawai pria dan 1.076 pegawai wanita. Ditinjau dari golongan kepangkatan, jumlah
pegawai terbanyak berada pada Golongan lll/d dengan total 423 orang, yang terdiri
dari 119 pria dan 304 wanita. Selanjutnya, golongan dengan jumlah pegawai relatif
besar adalah Golongan lll/b sebanyak 245 orang dan Golongan ll/c sebanyak 185
orang. Sementara itu, jumlah pegawai pada golongan tinggi relatif lebih sedikit,
khususnya pada Golongan IV/c dan IV/d, yang masing-masing berjumlah 23 orang
dan 2 orang. Berdasarkan data tingkat pendidikan pegawai, jumlah keseluruhan
pegawai tercatat sebanyak 1.456 orang. Pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma
[ll/Sarjana Muda merupakan kelompok terbesar, yaitu sebanyak 732 orang, diikuti
oleh pegawai berpendidikan S-1/Sarjana sebanyak 437 orang, serta Diploma IV
sebanyak 100 orang. Pegawai berpendidikan pasca sarjana sebanyak 111 orang
dengan S-2 sebanyak 110 orang dan S-3 sebanyak 1 orang. Jumlah pegawai dengan
tingkat pendidikan dasar hingga menengah relatif kecil, yaitu Sekolah Dasar sebanyak

5 orang, SLTP sebanyak 8 orang, SLTA sebanyak 62 orang.

1.4.3 Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah
maupun menjadi peluang suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis juga dapat
berupa potensi daerah, yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang jika dikelola
secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis

pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun 2025 yang berkaitan dengan
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permasalahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Trenggalek sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 1.2
Isu strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Trenggalek

No. Permasalahan Isu Strategis Tahun 2025
Rasio SDM kesehatan Dokter
dibanding jumlah penduduk | Rasio Dokter Spesialis terhadap 100.000 Penduduk: 6 (sesuai
belum terpenuhi; standar : 12)
Rasio Dokter Umum terhadap 100.000 Penduduk : 22 ( sesuai
standar 50)

Rasio Dokter Spesialis dan Dokter Umum terhadap 100.000
Penduduk: 28 (sesuai standar 62)

Rasio Dokter Gigi terhadap 100.000 Penduduk 5 (sesuai standar :
14)

Rasio Perawat terhadap 100.000 Penduduk: 148 (sesuai standar :
200)

Rasio Bidan terhadap 100.000 Penduduk: 70 (sesuai standar 130)

Tenaga Kesehatan Lainnya

Rasio Kesehatan Masyarakat terhadap 100.000 Penduduk: 13
(sesuai standar : 18)

Rasio Kesehatan Lingkungan terhadap 100.000 Penduduk: 9
(sesuai standar : 20)

Rasio Gizi terhadap 100.000 Penduduk: 13 (sesuai standar : 18)

Rasio Ahli Laboraturium Medik terhadap 100.000 Penduduk: 18
(sesuai standar 35)
Rasio Teknik Biomedika Lainnya terhadap 100.000 Penduduk: 3

Rasio Keterapian Fisik terhadap 100.000 Penduduk: 1 (sesuai
standar 6)

Rasio Keteknisan Medis terhadap 100.000 Penduduk: 15 (sesuai
standar 18)

Rasio Teknik Kefarmasian terhadap 100.000 Penduduk: 14
(sesuai standar : 30)

Rasio Apoteker terhadap 100.000 Penduduk: 11 (sesuai standar
15)

Rasio Teknik Kefarmasian dan Apoteker terhadap 100.000
Penduduk: 25 (sesuai standar 45)

Rasio dokter (spesialis & umum) per 100.000 penduduk : 28
(sesuai standar 62)

Rasio Dokter Gigi terhadap 100.000 Penduduk 5 (sesuai standar :
14)

Rasio Perawat terhadap 100.000 Penduduk: 148 (sesuai standar :
200)

Rasio Bidan terhadap 100.000 Penduduk: 70 (sesuai standar 130)

Rasio Kesehatan Masyarakat terhadap 100.000 Penduduk: 13
(sesuai standar : 18)

Rasio Kesehatan Lingkungan terhadap 100.000 Penduduk: 9
(sesuai standar : 20)

Rasio Gizi terhadap 100.000 Penduduk: 13 (sesuai standar : 18)

Rasio tenaga ATLM per 100.000 18 : (sesuai standar 35)
Rasio Teknik Kefarmasian dan Apoteker terhadap 100.000

Penduduk: 25 (sesuai standar 45)
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No.

Permasalahan

Isu Strategis Tahun 2025

Masih adanya kesenjangan
antara nakes/named yang
wajib memiliki SIP dengan
kepemilikan SIP

Nakes/named yang wajib memiliki SIP : 2.310, sedangkan yang
memiliki SIP : 2.118

Belum semua fasilitas
kesehatan (Puskesmas)
menempati tanah milik
Pemda

Sebanyak 4 Puskesmas (Puskesmas Bodag, Suruh, Watulimo,
Pucanganak), 60 Puskesmas Pembantu dan 81 Ponkesdes yang
belum menempati tanah milik Pemda

Masih adanya sarana dan
prasarana fasilitas
kesehatan belum sesuai
standar;

Nilai Aplikasi Sarana dan Prasarana Kesehatan (ASPAK)
puskesmas Tahun 2023 masih 75,14%.

Masih adanya angka
penyakit menular dan tidak
menular;

Jumlah kasus DBD tahun 2023 sebanyak 129 kasus atau angka
kesakitan DBD sebesar 18,4 per 100.000 penduduk
Jumlah Kasus TBC tahun 2023 sebanyak : 676 kasus.

Jumlah penderita malaria positif pada tahun 2023 sebanyak 99
Orang

Jumlah penderita diare pada tahun 2023 sebanyak 11.252 Orang
Jumlah kasus pneumonia balita pada tahun 2023 sebanyak :
1.580 kasus

Jumlah Penderita Hipertensi yang pada Tahun 2023 sebesar
210.663 kasus.

Jumlah penderita DM pada tahun 2023 ada 9.829 orang.

Jumlah ODGJ berat pada tahun 2023 ada 1.396 orang.

Belum semua desa menjadi
desa cakupan Universal
Child Immunisation (UCI);

Tahun 2023 cakupan Desa UCI (Universal Child Immunisation)
sebesar 81,5% (128 desa)

Belum semua desa
melaksanakan STBM ( 5
pilar ) secara optimal;

Pada Tahun 2023 desa yang sudah STBM masih sebanyak 36
desa( 22,93%), meskipun apabila dibandingkan dengan target
Nasional sudah terpenuhi 24 desa (15% dari 157 desa yang ada).

Masih adanya kematian ibu
dan bayi;

Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2023 mengalami
peningkatan jika dibandingkan tahun 2022, yaitu dari 67,49 per
100.000 kelahiran hidup menjadi 117 per 100.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2023 mengalami
peningkatan jika dibandingkan tahun 2022, yaitu dari 2,15 per
1.000 kelahiran hidup menjadi 6 per 1.000 kelahiran hidup

Masih ditemukannya kasus
balita gizi buruk dan
stunting;

Tahun 2023 persentase balita stunting 6,2 berdasarkan Bulan
Timbang sedangkan berdasarkan data SKI sebesar 15,8

Rasio jumlah RS
dibandingkan jumlah
penduduk kabupaten
Trenggalek masih belum
memenuhi (1 : 100.000)

Rasio jumlah RS terhadap 0,57 : 100.000

Masih adanya penyehat
tradisional yang belum
memiliki ijin;

Jumlah penyehat tradisional yang ada saat ini 487

Jumlah penyehat tradisonal yang memiliki ijin ada 128

Rasio jumlah Tempat Tidur
dibandingkan jumlah
penduduk kabupaten
Trenggalek masih belum
memenuhi (1 : 1.000)

Rasio jumlah Tempat Tidur 0,63 : 1.000
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1.5 Sistematika Penyusunan LkjIP Tahun 2025

Sebagaimana telah diatur dalam Permepan Nomor 53 Tahun 2014, penyajian
LKjIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Trenggalek Tahun2025 disusun dengan sistematika adalah sebagai berikut:
Bab | Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab Il Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.
Bab lll Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan Kkinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran Kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, yaitu:

1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;

4. membandingkan realisasi kinerja tahunini dengan standar nasional (jika
ada);

5. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen
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Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

2. Penghargaan Tahun 2025

3. Dokumentasi Kinerja Tahun 2025
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Trenggalek membahas rencana-rencana strategis yang akan
dicapai pada berkenaan dan rencanakinerja yang menjadi target Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek dalam
perencanaan pembangunan Tahun 2025. Rencana tersebut merupakan penjabaran
arah kebijakan dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD
periode Tahun 2021 — 2026, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2021
— 2026 sebagai acuan untuk pencapaian kinerja. Untuk pengukuran dan peningkatan
kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Trenggalek maka diuraikan sasaran-sasaran strategis dalam Renstra ke

dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dirinci kembali ke dalam Perjanjian Kinerja.

1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek berdasarkan perjanjian
kinerja serta diselaraskan dengan dokumen Renstra 2021-2026 dan Perda Kabupaten
Trenggalek Nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021-
2026 Sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen tersebut Visi Kabupaten
Trenggalek adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif,
Sumber Daya Manusia Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development)”.

Terhadap Misi Kabupaten Trenggalek, Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek mendukung pada misi
berikut :

Misi ke 3, yaitu :
“Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam
Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk,

Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)”
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Berdasarkan penetapan tujuan dan sasaran RPJMD maka dalam perencanaan

strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Trenggalek ini meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah

semua program dan aktifitas Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Trenggalek Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan

misinya. Tujuan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

*Meningkatkan
derajat kesehatan
masyarakat

melalui
pendekatan
siklus hidup

*Meningkatkan
Kualitas
Penyelenggaraan
Program Bangga
Kencana Dalam
Peningkatan
Kualitas Sumber
Daya Manusia

*Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah yang
bersih, efektif,
efisien, produktif
dan profesional

Adapun sasaran strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :

1. Meningkatnya Status Kesehatan

o &~ 0N

Meningkatnya Angka Kelahiran Total
Meningkatnya Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern

Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien

Adapun Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah strategi organisasi, yakni

Perangkat Daerah (PD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai

upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan

ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan

dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan terdiri atas :

N o o bk~ wDdhd =

Penguatan sistem Kesehatan

Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak

Peningkatan upaya promotive dan preventif

Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan sarana Kesehatan

Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan pendistribusian secara merata

Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan Kesehatan

Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana
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8. Peningkatan pengendalian kualitas penduduk
9. Peningkatan advokasi dan penggerak program bangga kencana
10.Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai salah
satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien.
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai maka ditetapkan arah
kebijakan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek 2021-2026 yaitu :
1. Penguatan pelayanan kesehatan primer
2. Peningkatan Pemenuhan fasilitas upaya kesehatan perorangan dan upaya
kesehatan masyarakat
3. Standarisasi pelayanan kesehatan
4. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi yang bermutu
dan efisien
5. Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasrana fasilitas
kesehatan
6. Perluasan Akses Sistem Kegawatdaruratan melalui peningkatan akses sistem
kegawatdaruratan
7. Peningkatan mutu dan pemerataan SDM kesehatan
8. Peningkatan promotif dan preventif di daerah dengan melibatkan seluruh
elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha dan organisasi masyarakat
9. Meningkatkan cakupan promosi kesehatan fasilitas kesehatan
10.Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang
bermutu dan efisien
11.Masyarakat mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan.
12.Peningkatan kualitas manajemen, pembiayaan dan sistem informasi
kesehatan.
13.Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.
14.Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi
15.Penguatan pembangunan berwawasan kependudukan
16.Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan
masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD

17.Peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan, pengukuran, pelaporan,
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18.Menyelenggarakan dan menganalisa Survei Kepuasan Masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik urusan kesehatan

19. Monitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran untuk

program dan kegiatan.

Secara rinci target serta indikator dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tujuan dan Sasaran Renstra Peran

Tujuan / Sasaran

Indikator Kinerja

Tabel 2.1
gkat Daerah Tahun 2021-2026

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2022

2023

2024

2025

Meningkatkan Capaian Indikator IKS (Index

derajat kesehatan | Keluarga Sehat) mencapai 80 85 90 95 100 100

masyarakat melalui | target

pendekatan siklus | Capaian indikator SPM

hidup (Standart Pelayanan 100 100 100 100 100 100
Minimal) 12 indikator

Meningkatnya Akses | preyajensi Balita Stunting 11.36 11.35 11.34 11.33 11.32 11.31

dan Mutu Pelayanan

Kesehatan Indeks Keluarga Sehat 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.24
Angka Harapan Hidup 73.94 74.13 74.31 74.50 74.69 74.88
Angka Kematian Ibu 166 166 160 155 150 120
Angka Kematian Bayi 4.29 417 417 417 417 417
Persentase Puskesmas
Dengan 9 Jenis Nakes Sesuai 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Standar
Persentase Puskesmas o o o o o o
Terakreditasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Persentase Rumah Sakit
Rujukan Tingkat Kabupaten 100 % 100 % 100 % 50 % 66.67 % 100 %
Sesuai Standar
Persentase Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Swasta 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Sesuai Standar
Persentase Puskesmas
Dengan Ketersediaan Item 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Obat Esensial
Persentase Fasilitas
Pelayanan Kefarmasian o o o o o o
(Apotek dan Toko Obat) Yang 82 % 84 % 86 % 88 % 90 % 100 %
Memenuhi Standar
Persentase Alat Kesehatan | g5 610, | g7509% | 87.50% | 88.00% | 88.00% | 96.00%
Yang Memenuhi Standar
Persentase Qreen Hospital 0% 0% 0% 20 % 20 % 20 %
Yang Terpenuhi

Meningkatkan

Kualitas

Penyelenggaraan .
Menurunnya Laju

Program = Bangga | po 4 mbuhan  Penduduk 0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75

Kencana Dalam (LPP)

Peningkatan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

Menurunnya Angka | trp (Total Fertilty Rate) 1.89 1.86 1.83 1.83 1.83 1.83

Kelahiran Total

Meningkatnya Angka | Persentase kebutuhan ber KB

Prevalensi yang tidak terpenuhi (Unmet 10.50 % 8.00 % 7.70 % 7.50 % 7.40 % 7.40 %

Kontrasepsi Modern need)
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja
2022 2023 2024 2025
Angka Prevalensi Modern 77,12 % 77,14 % 77,16 % 77,18 % 77,20 % 77,25 %
(Modern Contraceptive
Prevalence Rate /mCPR
Meningkatnya Indeks
Pembangunan Indeks Pembangunan 52.96 54.38 56.29 58.20 59.00 59.00
K Keluarga (iBangga)
eluarga
Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintah - Daerah | \;,.; pp perangkat Daerah 69 70 71 715 72 72
yang bersih, efektif,
efisien, produktif
dan profesional
Meningkatnya tata o N[ 86.00 86.20 86.40 86.60 86.80 87.00
kelola pemerintahan | Niiai (Kategori Nilai) SAKIP (A) (A) (A) (A) (A) (A)
yang efektif dan .
efisien Nilai Indeks Kepuasan 81 82 83 84 85 85
Masyarakat

Sumber : Renstra Dinkes PPKB 2021-2026

I.2. Rencana Kinerja Tahun 2025
Pada Tahun 2025, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun
2022 Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor
39 Tahun 2021 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, telah
menuangkan target kinerja daerah yang ditetapkan padaTahun 2022 beserta indikator
ketercapaian, dan targetnya kedalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Tahun
2025.
1. IKU Tahun 2025
Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU).
IKU adalah indikator sasaran strategis perangkat daerah yang termuat dalam
renstra dan indikator lain yang dianggap penting dan relevan. IKU disusun dalam
rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif,
transparan,akuntabel dan berorientasi kepada hasil, merupakan informasi kinerja
yang penting dan diperlukan sebagai ukuran keberhasilan selama 5 (lima) tahun.
IKU Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2021-2026

INDIKATOR
N | SASARAN SUMBER
o | sTRATEGIS Kd?il:n.LA DEFINISI OPERASIONAL FORMULA DATA
1 2 3 4 5 6
1. |Meningkatny |Prevalensi Persentase balita umur 0-59 bulan | Jumlah balita pendek dan sangat pendek / Jumlah Balita Laporan
a Status Balita dengan kategori status gizi yang diukur panjang/tinggi badan x 100 Program
Kesehatan Stunting berdasarkan indeks Panjang Bidang
Badan menurut Umur (PB/U atau UKP UKM
Tinggi Badan menurut Umur
(TB/U) memiliki Z-score <-2 SD
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INDIKATOR

N | SASARAN SUMBER
o | sTRATEGIS KINERJA DEFINIS| OPERASIONAL FORMULA DATA
UTAMA
1 2 3 4 5 6
Indeks Indeks Keluarga Sehat (IKS) Jumlah Keluarga Sehat dibagi dengan jumlah Keluarga Laporan
Keluarga adalah perhitungan kedua belas Sehat, Keluarga Pra Sehat dan Keluarga Tidak Sehat Program
Sehat indikator keluarga sehat dari Bidang
setiap keluarga yang besarnya PMBK
berkisar antara 0 sampai dengan
1. Keluarga yang tergolong dalam
keluarga sehat adalah keluarga
dengan IKS > 0,8 (Kementrian
Kesehatan RI, 2016).
Angka Rata-rata perkiraan banyak tahun [Angka Harapan Hidup Laporan
Harapan yang dapat ditempuh oleh Program
Hidup seseorang sejak lahir Bidang
UKP UKM
Angka Jumlah kematian perempuan Jumlah kematian ibu dalam 1 tahun / jumlah kelahiran hidup |Laporan
Kematian lbu | selama kehamilan atau dalam x 100000 Program
Melahirkan periode 42 hari setelah Bidang
berakhirnya kehamilan (tanpa UKP UKM
memandang usia gestasi), akibat
semua sebab yang terkait dengan
atau diperberat oleh kehamilan
atau penanganannya, tetapi
bukan disebabkan oleh
kecelakaan/cedera atau kejadian
incidental
Angka Jumlah bayi yang meninggal Jumlah kematian bayi / jumlah kelahiran hidup x 1000 Laporan
Kematian sebelum mencapai umur 1 tahun Program
Bayi karena sebab apapun Bidang
UKP UKM
Persentase |9 tenaga kesehatan yang wajib Jumlah puskesmas dengan nakes sesuai standar / jumlah Laporan
Puskesmas |ada di puskesmas yang meliputi: | puskesmas seluruhnya x 100 Program
Dengan 9 dokter, dokter gigi, perawat, bidan, Bidang
Jenis Nakes |tenaga kesehatan masyarakat, SDM
Sesuai tenaga kesehatan lingkungan, Kesehata
Standar tenaga kefarmasian, tenaga gizi, n
dan ahli laboratorium medik.
Persentase |Jumlah Puskesmas yang telah Jumlah puskesmas terakreditasi / jumlah puskesmas Laporan
Puskesmas | melaksanakan Akreditasi dan seluruhnya x 100 Program
Terakreditasi | mendapatkan sertifikat Bidang
UKP UKM
Persentase | Jumlah Rumah Sakit Rujukan Jumlah rumah sakit rujukan terakreditasi/ jumlah rumah Laporan
Rumah Sakit |yang telah terakreditasi sakit rujukan seluruhnya x 100 Program
Rujukan Bidang
Tingkat UKP UKM
Kabupaten
Sesuai
Standar
Persentase Jumlah fasilitas pelayanan Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan swasta sesuai standar | Laporan
Fasilitas kesehatan yang sudah memiliki / jumlah fasilitas pelayanan kesehatan swasta seluruhnya x | Program
Pelayanan ijin operasional sesuai dengan 100 Bidang
Kesehatan persyaratan UKP UKM
Swasta
Sesuai
Standar
Persentase |Jumlah puskesmas yang Jumlah Puskesmas Dengan Ketersediaan ltem Obat Laporan
Puskesmas | menggunakan obat essensial Essensial / jumlah puskesmas seluruhnya x 100 Program
Dengan dibagi dengan jumlah puskesmas Bidang
Ketersediaan UKP UKM
Item Obat
Essensial
Persentase | Apotek yang memenuhi standar Jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko Laporan
Fasilitas adalah sarana pelayanan obat) yang memenuhi standar / jumlah fasilitas pelayanan Program
Pelayanan kefarmasian tempat dilakukan kefarmasian (apotek dan toko obat) seluruhnya x 100 Bidang
Kefarmasian | praktek kefarmasian oleh apoteker Farmalke
(Apotek dan |[sesuai dengan yang s
Toko Obat) | dipersyaratkan. Toko Obat yang
Yang memenuhi standar adalah sarana
Memenuhi yang memiliki izin untuk
Standar menyimpan obat bebas dan obat

bebas terbatas untuk dijual secara
eceran sesuai dengan yang
dipersyaratkan.Jumlah fasilitas
pelayanan kefarmasian (Apotek
dan Toko Obat ) yang memenuhi
standar dibandingkan dengan
jumlah fasilitas pelayanan
kefarmasian (Apotek dan Toko
Obat ) keseluruhan

Laporan Kinerja Dinkes PPKB




INDIKATOR
N | SASARAN SUMBER
o | sTRATEGIS KINERJA DEFINIS| OPERASIONAL FORMULA DATA
UTAMA
1 2 3 4 5 6
Persentase | Alat Kesehatan yang berfungsi Jumlah Alat Kesehatan Yang Memenuhi Standar / Alat Laporan
Alat dengan hasil pengukuran yang Kesehatan seluruhnya Program
Kesehatan akurat sesuai tolak ukur Bidang
Yang UKP UKM
Memenuhi
Standar
Persentase green hospital merupakan konsep |Jumlah green hospital yang terpenuhi / jumlah hspital Laporan
green kesehatan dan lingkungan di seluruhnya Program
hospital Yang | dalam perancangan dan Bidang
Terpenuhi manajemen rumah sakit yang UKP UKM
mengarah pada bangunan yang
berwawasan lingkungan serta
untuk memenuhi kenyamanan dan
keamanan di lingkungan rumah
sakit

2 |Menurunnya |[TFR (Total jumlah anak rata- rata yang akan |Jumlah kelahiran / jumlah wanita usia reproduktif Laporan
Angka Fertility RAte) [ dilahirkan oleh seorang Program
Kelahiran perempuan pada akhir masa Bidang
Total reproduksinya apabila perempuan PPKB

tersebut mengikuti pola fertilitas
pada saat TFR dihitung.

3 [Meningkatny [Angka mCPR adalah proporsi peserta Jumlah PUS pengguna Kontrasepsi Modern/ PUS x 100 Laporan
a Angka Prevalensi aktif KB dengan Pasangan Usia Program
Prevalensi Modern Subur (PUS) di suatu daerah Bidang
Kontrasepsi | (mCPR) (BKKBN, 2020b) PPKB
Modern

4 | Meningkatny |Indeks iBangga merupakan suatu Indeks Pembangunan Keluarga (iBAngga) Data
a Indeks Pembanguna | pengukuran kualitas keluarga Survey
Pembanguna |n Keluarga yang ditunjukkan melalui Bidang
n Keluarga (iBangga) ketentraman, kemandirian dan PPKB

kebahagiaan keluarga dan
menggambarkan peran dan fungsi
keluarga untuk semua wilayah di
Indonesia. iBangga merupakan
indikator penting untuk mengukur
keberhasilan dalam upaya
membangun kualitas keluarga.

5 |Meningkatny |Nilai SAKIP | Nilai SAKIP merupakan hasil Sesuai Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, Evaluasi Laporan
a Tata Kelola evaluasi SAKIP yang dilakukan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari Program
Pemerintaha oleh Tim Evaluator Internal beberapa komponen sebagai berikut : Sekretaria
n yang efektif terhadap implementasi SAKIP t
dan efisien mulai dari perencanaan kinerja

baik perencanaan kinerja jangka a | Tora8abiot |

panjang, perencanaan kinerja e

jangka menengah, dan . S

perencanaan kinerja jangka ” - P |

pendek, penerapan anggaran m — e [f,

berbasis kinerja, pengukuran | [ 5 | 3 B

kinerja dan monitoring — == == —

pengelolaan data kinerja, sampai Pelzporan Kinerja | ] 1_‘5_'

pada pelaporan hasil kinerja, serta Evahast Asrableas P 9 — _—

evaluasi atas pencapaian kinerja. — — || 13-'

) [ | B a0

Nilai Indeks |Indeks Kepuasan Masyarakat Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan angka Data
Kepuasan adalah hasil pengukuran dari yang diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat Survey
Masyarakat |kegiatan Survei Kepuasan yang diberikan oleh penerima layanan yang kepada PD Bidang

Masyarakat berupa angka yang selaku pemberi layanan. Dalam hal penilain di Pemerintah | Sekretaria

dilakukan secara komprehensif Kabupaten Trenggalek telah menerapkan penilaian IKM t

tentang tingkat kepuasan secara online melalui tautan

masyarakat terhadap kualitas https://skm.trenggalekkab.go.id/login

layanan yang diberikan oleh

penyelenggara pelayanan publik.

Survey Kepuasan Masyarakat

yang diberikan oleh penerima

layanan yang diberikan oleh PD

secara online melalui tautan

https://skm.trenggalekkab.go.id/lo

gin

Sumber : Renstra Dinkes PPKB 2021-2026
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2.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek telah dirumuskan dan ditetapkan
oleh Bupati dan Kepala Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam rangka
penyesuaian perubahan anggaran APBD TA 2025 dan sebagai tindak lanjut
Laporan Hasil Evalusi Akuntabilitas Kinerja oleh Kementerian PANRB, telah
dilakukan revisi PK Tahun 2025. Dalam perubahan PK Tahun 2025 terdapat
beberapa perubahan target yang disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya,
hal ini disebabkan adanya perubahan beban kerja akibat meningkatnya kinerja
Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan, serta strategi
Tahun 2025. Rencana kinerja yang disusun mengacu kepada IKU dengan
mempertimbangkan pagu anggaran Tahun 2025, selanjutnya setelah anggaran
ditetapkan dilakukan perjanjian dalam Perjanjian Kinerja. Berikut merupakan PK
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Trenggalek Tahun 2025 setelah perubahan :
Tabel 2.3

Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Sebelum dan

Sesudah Perubahan

. . — Target Target
No. Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Awal Perubahan
1.1 | Prevalensi Balita Stunting) 5.85 5.85
1.2 | Indeks Keluarga Sehat 0.39 0.39
1.3 | Angka Harapan Hidup 75.35 75.35
Angka Kematian Ibu melahirka n (per
Meningkatnya Akses dan 14 100.000 kelahiran hidup) 31.80 31.80
1| Mutu Pelayanan 1.5 | Angka Kematian Bayi (per 1.000) 2.65 2.65
Kesehatan
16 Persentase Puskesmas Dengan 9 100 100
) Jenis Nakes Sesuai Standar
1.7 | Persentase Puskesmas Terakreditasi 100 100
Persentase Rumah Sakit Rujukan
1.8 | Tingkat Kabupaten Yang 100 100
Treakreditasi
Persentase Fasilitas Pelayanan
19 Kesehatan Swasta Sesuai Standar 100 100
Persentase Puskesmas Dengan
1.10 Ketersediaan Item Obat Esensial 100 100
Persentase Fasilitas Pelayanan
1.11 | Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) 90 90
Yang Memenuhi Standar
112 Persentasg Alat Kesehatan Yang 7272 7272
Memenuhi Standar
Persenta§e Green Hospital Yang 20 20
Terpenuhi
Menurunnya angka .
2 Kelahiran Total 2.1 | TFR (Total Fertility Rate) 1.83 1.83
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. . — Target Target
No. Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Awal Perubahan

Meningkatnya Angka Angka Prevalensi Modern (Modern

3 | Prevalensi Kontrasepsi 3.1 | Contraceptive Prevalence Rate 77.18 77.18
Modern /mCPR

4 Meningkatnya Indeks 4.1 Ipdeks Pembangunan Keluarga 76.87 76.87
Pembangunan Keluarga (iBangga)

5 | Meningkatnya tata kelola | 5 4| \;5i (Kategori Nilai) SAKIP 94 94
pemerintahan yang efektif
dan efisien 5.2 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 98 98

3. Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang diperjanjikan Tahun 2025, dilaksanakan melalui

program dan kegiatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Trenggalek dengan rencana anggaran sebagaimana telah

tercantum pada APBD Kabupaten Trenggalek TA 2025 dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 2.4

Rencana Anggaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tahun 2025

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / PAGU ANGGARAN e
LU DL AL APBD 2025 P-APBD 2025 Selisih
1 2 3 4

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

183.639.065.586,00

187.873.363.859,00

4.234.298.273,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

173.003.734.586,00

177.263.882.499,00

4.260.147.913,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

112.604.845.576,00

114.969.911.178,00

2.365.065.602,00

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

92.605.262,00

33.303.174,00

-59.302.088,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

41.329.999,00

14.559.281,00

-26.770.718,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

51.275.263,00

18.743.893,00

-32.531.370,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

110.406.199.710,00

112.751.936.584,00

2.345.736.874,00

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

291.000.000,00

201.577.500,00

-89.422.500,00

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

83.195.000,00

34.158.901,00

-49.036.099,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

150.000.000,00

59.667.081,00

-90.332.919,00

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

48.050.000,00

13.883.110,00

-34.166.890,00

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

48.050.000,00

13.883.110,00

-34.166.890,00

Administrasi Umum Perangkat Daerah 527.064.000,00 292.321.535,00 -234.742.465,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 188.000.000,00 124.814.508,00 -63.185.492,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.000.000,00 71.240.100,00 1.240.100,00

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

244.064.000,00

96.266.927,00

-147.797.073,00

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

25.000.000,00

0,00

-25.000.000,00

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 170.000.000,00 178.527.542,00 8.527.542,00
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 170.000.000,00 178.527.542,00 8.527.542,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

654.790.404,00

823.189.082,00

168.398.678,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

238.919.100,00

371.226.600,00

132.307.500,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

415.871.304,00

451.962.482,00

36.091.178,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

181.941.200,00

581.346.669,00

399.405.469,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

125.000.000,00

124.971.919,00

-28.081,00

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

26.941.200,00

50.478.480,00

23.537.280,00

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

30.000.000,00

405.896.270,00

375.896.270,00
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URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / PAGU ANGGARAN R
RS U AT R APBD 2025 P-APBD 2025 Selisih
1 2 3 4

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

53.681.677.010,00

55.334.894.921,00

1.653.217.911,00

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

15.639.052.323,00

15.045.408.401,00

-593.643.922,00

Pengembangan Puskesmas

3.578.883.010,00

2.745.893.010,00

-832.990.000,00

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

2.247.000.000,00

2.013.146.178,00

-233.853.822,00

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2.430.256.313,00

2.411.256.213,00

-19.000.100,00

Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis
Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di
Fasilitas Kesehatan

7.382.913.000,00

7.872.913.000,00

490.000.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui
Pendekatan Keluarga

0,00

2.200.000,00

2.200.000,00

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

37.318.352.250,00

39.494.570.483,00

2.176.218.233,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

75.000.000,00

60.000.000,00

-15.000.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

50.000.000,00

108.022.000,00

58.022.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

75.000.000,00

45.000.000,00

-30.000.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

75.000.000,00

45.000.000,00

-30.000.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar

75.000.000,00

57.000.000,00

-18.000.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

75.000.000,00

59.130.000,00

-15.870.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

185.460.000,00

70.460.000,00

-115.000.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi

75.000.000,00

59.130.000,00

-15.870.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus

75.000.000,00

55.020.000,00

-19.980.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat

75.000.000,00

57.906.000,00

-17.094.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis

75.000.000,00

65.945.000,00

-9.055.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Risiko Terinfeksi HIV

75.000.000,00

55.000.000,00

-20.000.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

0,00

0,00

0,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

1.895.258.750,00

1.317.589.191,00

-577.669.559,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

48.350.000,00

45.350.000,00

-3.000.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

100.000.000,00

110.000.000,00

10.000.000,00

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

224.241.000,00

201.641.000,00

-22.600.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,
Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya

30.000.000,00

15.850.000,00

-14.150.000,00

Pengelolaan Surveilans Kesehatan

189.146.000,00

154.980.000,00

-34.166.000,00

Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis
Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan

25.000.000,00

18.505.600,00

-6.494.400,00

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular

822.050.000,00

778.590.000,00

-43.460.000,00

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

30.007.727.625,00

33.120.898.217,00

3.113.170.592,00

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit
Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

52.975.000,00

52.975.000,00

0,00

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

75.000.000,00

63.500.000,00

-11.500.000,00

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

423.857.000,00

423.857.000,00

0,00

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota

50.000.000,00

24.458.000,00

-25.542.000,00

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

50.000.000,00

25.190.600,00

-24.809.400,00

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan
Tuberkulosis

77.281.875,00

66.589.875,00

-10.692.000,00

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV
(ODHIV)

50.000.000,00

35.000.000,00

-15.000.000,00

Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria

30.000.000,00

23.000.000,00

-7.000.000,00

Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak

982.005.000,00

998.983.000,00

16.978.000,00

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan
Secara Terintegrasi

120.000.000,00

268.643.600,00

148.643.600,00

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

120.000.000,00

268.643.600,00

148.643.600,00

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

604.272.437,00

526.272.437,00

-78.000.000,00

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

200.000.000,00

122.000.000,00

-78.000.000,00

Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan Rujukan

404.272.437,00

404.272.437,00

0,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN

1.509.328.000,00

1.392.261.000,00

-117.067.000,00

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di
Wilayah Kabupaten/Kota

65.000.000,00

36.760.000,00

-28.240.000,00
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URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

APBD 2025

P-APBD 2025

Selisih

Tagging
PPRG

1

2

3

4

Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

65.000.000,00

36.760.000,00

-28.240.000,00

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

796.725.000,00

721.427.000,00

-75.298.000,00

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan Sesuai Standar

737.260.000,00

661.962.000,00

-75.298.000,00

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

647.603.000,00

634.074.000,00

-13.529.000,00

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

647.603.000,00

634.074.000,00

-13.529.000,00

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN
DAN MAKANAN MINUMAN

721.916.000,00

701.916.000,00

-20.000.000,00

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

101.534.000,00

98.534.000,00

-3.000.000,00

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)

101.534.000,00

98.534.000,00

-3.000.000,00

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga

316.869.000,00

312.869.000,00

-4.000.000,00

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu
yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

316.869.000,00

312.869.000,00

-4.000.000,00

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,
Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum
(DAM)

40.000.000,00

35.000.000,00

-5.000.000,00

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa
Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum
(DAM)

40.000.000,00

35.000.000,00

-5.000.000,00

Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

40.000.000,00

35.000.000,00

-5.000.000,00

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan
dan Sentra Makanan Jajanan

40.000.000,00

35.000.000,00

-5.000.000,00

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Post Market pada Produksi dan Produk Makanan
Minuman Industri Rumah Tangga

223.513.000,00

220.513.000,00

-3.000.000,00

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-
Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

223.513.000,00

220.513.000,00

-3.000.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN

4.485.968.000,00

4.864.899.400,00

378.931.400,00

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan
Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

97.418.000,00

268.479.400,00

171.061.400,00

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

97.418.000,00

268.479.400,00

171.061.400,00

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.000.000.000,00

1.369.400.000,00

369.400.000,00

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan
Hidup Bersih dan Sehat

1.000.000.000,00

1.369.400.000,00

369.400.000,00

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

3.388.550.000,00

3.227.020.000,00

-161.530.000,00

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)

3.388.550.000,00

3.227.020.000,00

-161.530.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

10.635.331.000,00

10.609.481.360,00

-25.849.640,00

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

423.400.000,00

411.147.890,00

-12.252.110,00

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian
Kuantitas Penduduk

40.000.000,00

27.747.890,00

-12.252.110,00

Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan
Masyarakat tentang Kependudukan

30.000.000,00

24.000.000,00

-6.000.000,00
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URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / PAGU ANGGARAN e
e APBD 2025 P-APBD 2025 Selisih
1 2 3 4
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan 10.000.000,00 3.747.890,00 -6.252.110,00

Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan
Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur
Nonformal dan Informal

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk 383.400.000,00 383.400.000,00 0,00
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
Informasi Keluarga

Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 155.400.000,00 155.400.000,00 0,00
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00

Lapangan dan Pelayanan KB

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA
(KB)

6.231.731.000,00

6.218.133.470,00

-13.597.530,00

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB
Sesuai Kearifan Budaya Lokal

1.161.000.000,00

1.161.000.000,00

0,00

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai
Penyuluhan Bangga Kencana

686.000.000,00

686.000.000,00

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga
Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan
(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan
Mini Lokakarya (Minilok)

100.000.000,00

100.000.000,00

Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui
Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar
Ruang

125.000.000,00

125.000.000,00

Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja
advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

250.000.000,00

250.000.000,00

0,00

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas
Lapangan KB (PKB/PLKB)

1.816.000.000,00

1.802.402.470,00

-13.597.530,00

Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan 1.756.000.000,00 1.756.000.000,00 0,00
(IMP)
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Lapangan oleh PKB/PLKB

Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan,
Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga
Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh
Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

50.000.000,00

36.402.470,00

-13.597.530,00

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat
dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan
KB di Daerah Kabupaten/Kota

2.972.731.000,00

2.972.731.000,00

0,00

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat
Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke
Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya

45.900.000,00

45.900.000,00

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

1.018.181.000,00

1.018.181.000,00

Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan
Kegagalan Penggunaan MKJP

50.000.000,00

50.000.000,00

Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

1.792.200.000,00

1.792.200.000,00

Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

36.450.000,00

36.450.000,00

Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

30.000.000,00

30.000.000,00

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan

Ber-KB

282.000.000,00

282.000.000,00

Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan
dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan
dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

30.000.000,00

30.000.000,00

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga
Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

252.000.000,00

252.000.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA (KS)

3.980.200.000,00

3.980.200.000,00

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

264.400.000,00

264.400.000,00

Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat
Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

134.400.000,00

134.400.000,00

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-
R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Akseptor (UPPKA)

130.000.000,00

130.000.000,00

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

3.715.800.000,00

3.715.800.000,00

0,00
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URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

Tagging
PPRG

APBD 2025 P-APBD 2025 Selisih
1 2 3 4
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko 1.689.000.000,00 1.689.000.000,00 0,00
Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon
PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk 2.026.800.000,00 2.026.800.000,00 0,00

remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca
salin/kelahiran, Baduta/Balita)

UPT INSTALASI FARMASI

183.639.065.586,00

187.873.363.859,00

4.234.298.273,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

173.003.734.586,00

177.263.882.499,00

4.260.147.913,00

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

53.681.677.010,00

55.334.894.921,00

1.653.217.911,00

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

15.639.052.323,00

15.045.408.401,00

-593.643.922,00

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

37.318.352.250,00

39.494.570.483,00

2.176.218.233,00

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

200.000.000,00

280.000.000,00

80.000.000,00

UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

183.639.065.586,00

187.873.363.859,00

4.234.298.273,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

173.003.734.586,00

177.263.882.499,00

4.260.147.913,00

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

53.681.677.010,00

55.334.894.921,00

1.653.217.911,00

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

37.318.352.250,00

39.494.570.483,00

2.176.218.233,00

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN

1.509.328.000,00

1.392.261.000,00

-117.067.000,00

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Wilayah Kabupaten/Kota

796.725.000,00

721.427.000,00

-75.298.000,00

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia
Kesehatan

59.465.000,00

59.465.000,00

0,00

TOTAL PAGU ANGGARAN

470.677.845.584,00

481.688.670.517,00

11.010.824.933,00

Sumber : SIPD Rl 2025

Pada laporan ini, Dinas Kesehatan telah mengintegrasikan program yang

responsif gender melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan

Upaya Kesehatan Masyarakat, khususnya pada kegiatan Penyediaan Layanan

Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Integrasi

perspektif gender dilakukan dengan memastikan akses, partisipasi, kontrol, dan

manfaat layanan kesehatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan, serta kelompok

rentan lainnya. Implementasi program responsif gender tersebut diwujudkan melalui

beberapa sub kegiatan strategis, yaitu: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 60.000.000,- , Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Ibu Bersalin dengan anggaran sebesar Rp 108.022.000,- , Pengelolaan

Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dengan anggaran sebesar Rp

65.945.000,- dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dengan alokasi

anggaran sebesar Rp1.317.589.191,-
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Tabel 2.5

Rencana Anggaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tahun 2025

Unit Kerja

PAGU ANGGARAN

APBD 2025

P-APBD 2025

Selisih

1

2

3

4

Puskesmas Bendungan

3.075.529.512,-

3.172.262.476,-

96.732.964.-

Puskesmas Kampak

3.495.201.235,-

3.597.754.343,-

102.553.108, -

Puskesmas Dongko

4.040.194.000,-

4.141.604.404,-

101.410.404,-

Puskesmas Pandean

3.276.293.144,-

3.378.833.890,-

102.540.746,-

Puskesmas Gandusari

3.196.420.420,-

3.405.407.302,-

208.986.882,-

Puskesmas Karanganyar

2.255.651.340,-

2.491.070.633,-

235.419.293, -

Puskesmas Durenan

3.329.086.340,-

3.516.026.669,-

186.940.329,-

Puskesmas Panggul

3.419.109.652,-

3.808.360.594,-

389.250.942,-

Puskesmas Bodag

2.934.152.684,-

3.096.557.725,-

162.405.041,-

Puskesmas Karangan

4.240.732.865,-

4.635.720.124,-

394.987.259,-

Puskesmas Suruh

3.264.307.500,-

3.410.875.146,-

146.567.646,-

Puskesmas Trenggalek

2.694.614.420,-

2.735.928.188,-

41.313.768,-

Puskesmas Rejowinangun

2.085.314.960,-

2.221.937.028,-

136.622.068, -

Puskesmas Pogalan

3.064.502.260,-

3.161.578.777,-

97.076.517 -

Puskesmas Ngulankulon

1.833.444.960,-

1.971.160.843,-

137.715.883,-

Puskesmas Baruharjo

2.977.201.000,-

3.075.742.443,-

98.541.443, -

Puskesmas Watulimo

3.195.850.000,-

3.407.713.048,-

211.863.048,-

Puskesmas Slawe

3.332.405.000,-

3.577.063.770,-

244.658.770,-

Puskesmas Munjungan

4.810.456.500,-

5.014.255.109,-

203.798.609,-

Puskesmas Tugu

3.643.121.776,-

3.740.221.341,-

97.099.565,-

Puskesmas Pucanganak

2.155.307.980,-

2.340.041.189,-

184.733.209,-

Puskesmas Pule

5.935.669.817,-

6.366.195.566,-

430.525.749,-

RSUD dr. Soedomo

195.592.326.029,-

195.473.497.024,-

-118.829.005,-

RSUD Panggul

19.191.886.604.-

22.075.499.026,-

2.883.612.422,-

Sumber : SIPD Rl 2025
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan
Kinerja Tahunan disusun sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas
Pemerintah. Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat

pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan.

lll.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap
indikator kinerja tujuan/sasaran dengan realisasi pada Tahun 2025. Selanjutnya
dilakukan penghitungan untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (performace gap)
dan selanjutnya dianalisis tingkat keberhasilansetiap indikator untuk mengetahui
faktor kunci keberhasilan maupun kegagalan sebagai dan rekomendasi Dinas
Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek
dalam penetapan kebijakan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang
(performance inprovement).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja sasaran semua indikator
menggunakan rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif :

Realisasi % 100%
Target
b. Tingkat Realisasi Negatif :

Target o
Realisasi x 100%

Capaian =

Capaian =

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
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1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang

diperjanjikan pada PK Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2025. Mengacu pada PK Tahun2025,

terdapat 18 (delapan belas) Indikator Kinerja untuk mewujudkan sasaran. Secara rata-

rata capaian kinerja sasaran strategis pada Tahun 2025 adalah sebesar ....... %.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2025

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Sasaran . R Target Tahun Realisasi .
Strategis Indikator Kinerja 2025 2025 Capaian | Keterangan
1 2 3 4 5 6
Prevalensi Balita Stunting 5,85 5,83 100,34
Indeks Keluarga Sehat 0,39 0,441 113.08
Angka Harapan Hidup 75,35 75,63 100,37
Angka Kematian Ibu 31,8 77.64 40.95
Angka Kematian Bayi 2,65 3,80 69.74
Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis
Nakes Sesuai Standar 100 95,45 95,45
. Persentase Puskesmas Terakreditasi 100 100 100,00
Meningkatnya — -
Status Persentase rumah sakit rujukan tingkat 100 100 100.00
Kesehatan kabupaten yang terakreditasi '
Persentase Fa_S|I|tas Pelayanan Kesehatan 100 100 100,00
Swasta Sesuai Standar
Persentase Puskesmas Dengan
Ketersediaan ltem Obat Esensial 100 100 100,00
Persentase Fasilitas Pelayanan
Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) Yang 90 100 111,11
Memenuhi Standar
Persentasg Alat Kesehatan Yang 72,72 5272 72,50
Memenuhi Standar
Persentase Green Hospital Yang Terpenuhi 20 60 300,00
Menurunnya Data Belum
Angka Kelahiran TFR (Total Fertility Rate) 1.83 R
elease
Total
Meningkatnya
Angka Prevalensi | Angka Prevalensi Modern (Modern
kontrasepsi Contraceptive Prevalence Rate /mCPR 77,18 70,92 91,89
Modern
Meningkatnya
Indeks .
Pembangunan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 76,87 76,98 100,14
Keluarga
Meningkatnya o o
tata kelola Nilai (Kategori Nilai) SAKIP 94 94.606 100,64
pemerintahan
Y?”Q efektif dan | Njlai Indeks Kepuasan Masyarakat 98 99,18 101,20
efisien

Dari hasil analisis terhadap 18 (delapan belas) indikator kinerja dapat diketahui

bahwa 13 (tiga belas) indikator kinerja telah mencapai target dan 5 (lima) indikator
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kinerja tidak mencapai target. Hasil dari capaian kinerja tersebut turut didukung oleh
program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam PK Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dan merupakan kesinambungan
substansi program/kegiatan yang sudah berjalan pada periode sebelumnya. Secara
umum Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Trenggalek telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai
sasaran yang telah ditetapkan dalam PK Tahun 2025 dan Renstra Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Tahun
2021-2026.

Capaian kinerja, pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 secara keseluruhan dianalisis
berdasarkan data yang dikumpulkan pada setiap kriteria. Data dikumpulkan dari
berbagai sumber yang terpercaya. Konsistensi hasil analisis capaian kinerja dengan
hasil pada setiap kriteria penilaian dipastikan dengan cara melakukan pengecekan
kembali hasil pada setiap kriteria dan kesesuaiannya dengan hasil analisis. Analisis
capaian kinerja dilakukan secara menyeluruh, dan dilakukan berdasarkan setiap
kriteria penilaian. Analisis ini dilakukan secara mendalam agar dapat mengidentifikasi
akar masalah di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Trenggalek pada setiap kriteria. Adapun hasil analisis capaian kinerja yang

dilakukan sebagai berikut:

SASARAN 1 Meningkatnya Status Kesehatan

Merupakan sasaran untuk mencapai sasaran Pemerintah Daerah pada Misi Ke-3 yaitu
“‘Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam
Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk,
Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)”. Sasaran
strategis ini dinilai menggunakan sebanyak 13 (tiga belas) indikator sasaran yaitu:

a) Prevalensi Balita Stunting

b) Indeks Keluarga Sehat

c) Angka Harapan Hidup

d) Angka Kematian Ibu melahirkan (per 1000 kelahiran hidup)

e) Angka Kematian Bayi (per 10)

f) Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Nakes Sesuai Standar
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g) Persentase Puskesmas Terakreditasi

h) Persentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi

i) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta Sesuai Standar

j) Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Item Obat Esensial

k) Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) Yang

Memenuhi Standar

[) Persentase Alat Kesehatan Yang Memenuhi Standar

m) Persentase Green Hospital Yang Terpenuhi

Untuk melihat capaian kinerja Tahun 2025, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 : Meningkatnya Status Kesehatan

Sasaran . R Target Tahun Realisasi .
Strategis Indikator Kinerja 2025 2025 Capaian | Keterangan
1 2 3 4 5 6

Prevalensi Balita Stunting 5,85 5,83 100,34
Indeks Keluarga Sehat 0,39 0,441 113.08
Angka Harapan Hidup 75,35 75,63 100,37
Angka Kematian Ibu 31,8 77.64 40.95
Angka Kematian Bayi 2,65 3,80 69.74
Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis
Nakes Sesuai Standar 100 95,45 95,45

Meningkatnya Persentase Puskesmas Terakreditasi 100 100 100,00

Status Persentase rumah sakit rujukan tingkat

Kesehatan kabupaten yang terakreditasi 100 100 100,00
Persentase Fa_S|I|tas Pelayanan Kesehatan 100 100 100,00
Swasta Sesuai Standar
Persentase Puskesmas Dengan
Ketersediaan ltem Obat Esensial 100 100 100,00
Persentase Fasilitas Pelayanan
Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) Yang 90 100 111,11
Memenuhi Standar
Persentasg Alat Kesehatan Yang 72,72 5272 72,50
Memenuhi Standar
Persentase Green Hospital Yang Terpenuhi 20 60 300,00

a) Prevalensi Balita Stunting

Stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan pada anak balita yang

ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini

umumnya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak awal

kehidupan, terutama dalam periode emas seribu hari pertama kehidupan (HPK),

yaitu sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Stunting tidak hanya

berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga dapat mengganggu

perkembangan kognitif, daya tahan tubuh, dan kesehatan secara keseluruhan.

Anak yang mengalami stunting lebih rentan terhadap penyakit,

memiliki
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kemampuan belajar yang lebih rendah, serta berisiko mengalami penurunan
produktivitas di masa dewasa. Stunting adalah Anak umur 0 sampai 59 bulan
dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur
(PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2
SD. Prevalensi stunting didapatkan melalui data rutin dan data survei. Prevalensi
stunting berdasarkan data E-PPGBM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Prevalensi Balita Stunting

Sasaran . N Target Tahun Realisasi .
Strategis Indikator Kinerja 2025 2025 Capaian | Keterangan

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya
Status Prevalensi Balita Stunting 5,85 5,83 100,34
Kesehatan

Pada Tahun 2025 sebesar 5,83 dari target sebesar 5,85, sehingga capaian kinerja

mencapai 100,34% atau Kategori Capaian “Tercapai”. Hal ini menunjukkan upaya
percepatan penurunan stunting telah berjalan efektif dan sesuai dengan target

yang ditetapkan.

b) Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah salah satu indikator yang digunakan
pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat yang mencakup aspek
kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk
memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang
memadai. IKS dihitung dari akumulasi nilai 12 indikator yang mencakup aspek
kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator Indeks Keluarga Sehat
antara lain :
1) Keluarga mengikuti program KB
2) lbu bersalin di fasilitas kesehatan
3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
4) Bayi mendapat ASI eksklusif
5) Balita mendapat pemantauan pertumbuhan
6) Penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar
7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan

9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok

Laporan Kinerja Dinkes PPKB



10) Keluarga sudah menjadi anggota JKN
11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih

12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Indikator Keluarga Sehat
sst?-:::;?s Indikator Kinerja Targze(t);rsa hun Re;(;izssa St | Capaian | Keterangan
i 2 3 4 5 6

Meningkatnya
Status Indeks Keluarga Sehat 0,39 0,441 113.08
Kesehatan

Nilai IKS menggambarkan seberapa besar proporsi keluarga yang memenuhi

indikator-indikator tersebut, dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan
intervensi pelayanan kesehatan berbasis keluarga. Pada Tahun 2025 sebesar
0,441 dari target sebesar 0,39, maka capaian kinerja mencapai 113,08% atau
Kategori Capaian “Tercapai”’, yang mencerminkan peningkatan kualitas kesehatan
keluarga secara menyeluruh.

Grafik 3.1
Capaian Indikator Keluarga Sehat Kabupaten Trenggalek Tahun 2025

Keluarga akses jamban sehat T T T TSN 06,47
Keluarga akses sarana air bersih T S — S 0O 15
Keluarga menjadi anggota JKN maeea——— 53 07

Anggota keluarga tidak merokok HIEEEEEEEEEEEEEEEEE——— 50 O

’

Penderita gangguan jiwa mendapatkan... EEEEE . 04,29

Penderita Hipertensi melakukan pengobatan... . 65,29

Penderita TB paru mendapatkan pengobatan... e e-—_——sSSSSSSsss— 89,9

s

Balita dipantau pertumbuhannya T T 09 26

’

Bayi mendapatkan ASI eksklusif T S 55,17

’

Bayi imunisasi dasar lengkap I —————EEEEEEEEEEEEEEEEEESS—— 00,78

’

Ibu persalinan di faskes T — S ] 00

Keluarga mengikuti program KB maesessssss————— 30,05

s

0 20 40 60 80 100 120

Grafik menunjukkan capaian indikator tertinggi yaitu persalinan ibu di fasilitas
kesehatan sebesar 100%, diikuti bayi dengan imunisasi dasar lengkap sebesar
99,78%, balita dipantau pertumbuhannya sebesar 99,26%, serta akses sarana air
bersih sebesar 99,15%. Pada aspek pengendalian penyakit, capaian penderita

gangguan jiwa mendapatkan pengobatan sebesar 94,29% dan penderita TB paru
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mendapatkan pengobatan sebesar 89,9% menunjukkan kinerja layanan

kesehatan yang cukup efektif dalam menjangkau sasaran. Selain itu, indikator bayi

mendapatkan ASI eksklusif mencapai 85,17% dan keluarga mengikuti program KB

sebesar 80,05%. Namun , masih terdapat indikator yang perlu menjadi perhatian,

yaitu keluarga menjadi anggota JKN sebesar 53,07%, anggota keluarga tidak

merokok sebesar 59,9%, dan penderita hipertensi melakukan pengobatan sebesar

65,29%. Nilai tersebut relatif lebih rendah dibanding indikator lainnya, sehingga

memerlukan penguatan strategi edukasi perilaku hidup sehat, peningkatan

kepesertaan jaminan kesehatan, serta optimalisasi deteksi dini dan kepatuhan

pengobatan penyakit tidak menular.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

1) Adanya keikutsertaan komunitas yang dapat meningkatkan keberhasilan
program IKS.

2) Koordinasi lintas program bersama petugas desa,

3) Pelaksanaan minilok lintas sektor, koordinasi lintas program, Tim Bina
Wilayah,Musyawarah Masyarakat Desa, dan Penyuluhan melalui UKBM.

4) Dukungan pemerintah Kabupaten Trenggalek yaitu KSYB (Keluarga Sehat
Yang Beruntung).
KSYB dirancang untuk memberikan insentif bagi yang berperilaku sehat.
Jaminan kesehatan yang diberikan kepada yang sakit, kalau KSYB
mendorong bagi yang sakit tetap kontrol rutin sehingga mencegah/
menurunkan konplikasi serta perburukan penyakit. Inovasi KSYB dimulai
pada tahun 2021, dimana saat puncak Covid-19, ekonomi masyarakat
terganggu, selain tetap mendorong yang sakit kontrol rutin juga berkontribusi
pada pemulihan ekonomi. Dengan sasaran penduduk miskin maka akan
dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan sebab dapat menambah
pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (karena tidak sakit). Berikut

grafik penerima manfaat KSYB di Kabupaten Trenggalek.
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Grafik 3.2
Realisasi Penerima Manfaat KSYB Kabupaten Trenggalek

25000
25332
19.191
17.280
i.804 ' '
2021 2022 2023 2024 2025

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran Indeks Keluarga Sehat adalah:

1) Keterbatasan data yang tidak konsisten seringkali menjadi hambatan dalam
mengukur IKS.

2) Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengumpulan data
untuk mengukur IKS dengan akurat.

c) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata tahun hidup seseorang yang
akan dijalani pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di
lingkungan masyarakat. AHH pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-
rata penduduk. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah
dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat
kesehatan pada khususnya. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei
kependudukan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka harapan hidup saat
lahir (life expectancy at birth) mencerminkan seberapa lama seorang individu
diperkirakan akan hidup sejak lahir, berdasarkan kondisi kesehatan, pola hidup,
dan pelayanan kesehatan yang tersedia di wilayah tersebut. Perbedaan AHH
antar wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti akses terhadap layanan
kesehatan, status gizi, sanitasi lingkungan, serta tingkat kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan.
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Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup

Sasaran
Strategis
1 2 3 4 5 6

Meningkatnya
Status Angka Harapan Hidup 75,35 75,63 100,37
Kesehatan

Pada Tahun 2025 sebesar 75,63 dari target sebesar 75,35, sehingga capaian

. — Target Tahun Realisasi .
Indikator Kinerja 2025 2025 Capaian | Keterangan

kinerja mencapai 100,37% atau Kategori Capaian “Tercapai”, menunjukkan

keberhasilan program kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat. Upaya meningkatkan Angka Harapan Hidup dengan pelaksanaan

program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya, diantaranya

kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, serta program pemberantasan

kemiskinan.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

1) Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

2) Peningkatan kualitas gizi serta edukasi kesehatan masyarakat.

3) Peningkatan promosi pola hidup sehat dan langkah-langkah preventif untuk
pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

1) Akses terhadap sanitasi yang belum maksimal

2) Kurangnya pemahaman akan kebersihan dapat memperpendek angka

harapan hidup

d) Angka Kematian lbu
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dalam
menilai kualitas layanan kesehatan suatu negara. Setiap ibu adalah pilar keluarga
dan generasi penerus bangsa, sehingga upaya menurunkan AKI menjadi prioritas
utama dalam pembangunan kesehatan. Pada Tahun 2025 capaian AKI
Kabupaten Trenggalek sebesar 53,66 dari target sebesar 31,8, sehingga capaian

kinerja mencapai 59,26% atau Kategori Capaian “Tidak Tercapai”.
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Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian lbu

Sasaran . — Target Tahun Realisasi .
Strategis Indikator Kinerja 2025 2025 Capaian | Keterangan

1 2 3 4 5 6
Meningkatnya
Status Angka Kematian Ibu 31,8 77.64 40.95
Kesehatan

Jumlah kematian ibu sebanyak 5 dengan beberapa penyebabnya, yaitu :

pendarahan (60%) dan pre-eklamsi (40%). Hal ini mengindikasikan masih

perlunya penguatan pelayanan kesehatan ibu, terutama pada aspek deteksi dini

risiko kehamilan dan penanganan komplikasi persalinan.

Adapun strategi yang dilakukan dalam menurunkan AKI diantaranya:

1. Mengoptimalkan gerakan masyarakat ibu hamil sehat melalui partisipasi kelas
ibu hamil dan kelas ibu balita

2. Mengoptimalkan skrining layak hamil bagi calon pengantin (pada saat
pemeriksaan kesehatan catin) dan bagi Pasangan Usia Subur (PUS)

3. Mengoptimalkan pelaksanaan skrining kehamilan melalui peningkatan
kapasitas nakes dalam pemberian ANC secara terpadu dan terintegrasi,
termasuk skrining pre-eklamsia

4. Berkoordinasi dengan lintas program untuk mengoptimalkan pemetaan
penyediaan Tempat Tunggu Kelahiran

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

Kunjungan K6 yang hanya mencapai 61.1% dikarenakan pemantauan wilayah

belum optimal dikarenakan ibu hamil dengan mobilitas tinggi terkadang lepas dari

pantauan, khususnya ibu hamil yang pindah domisili. Pemeriksaan yang rutin dan
terjadwal memungkinkan deteksi dini risiko komplikasi kehamilan, serta
penanganan yang tepat waktu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem
pemantauan wilayah dan koordinasi lintas sektor, termasuk pelibatan kader
kesehatan dalam pelaporan ibu hamil yang baru pindah masuk atau keluar
wilayah. Di samping itu, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat dan keluarga
agar melaporkan kondisi kehamilan kepada petugas kesehatan terdekat guna
menjamin kelangsungan pelayanan kesehatan ibu hamil secara menyeluruh dan

berkesinambungan.
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e) Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum
mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun di suatu
wilayah. Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator utama
dalam menilai kualitas layanan kesehatan. Setiap bayi yang lahir berhak untuk
tumbuh dan berkembang dengan sehat. Pada Tahun 2025 sebesar 3,43 dari
target sebesar 2,65, sehingga capaian kinerja mencapai 77,16% atau Kategori
Capaian “Tidak Tercapai”, yang menunjukkan perlunya peningkatan kualitas
pelayanan neonatal dan perinatal.

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi

Sasaran
Strategis
1 2 3 4 5 6

Meningkatnya
Status Angka Kematian Bayi 2,65 3,80 69.74
Kesehatan

Pada tahun 2025 terdapat 33 kasus kematian bayi. Penyebab kematian bayi

Target Tahun Realisasi

Indikator Kinerja 2025 2025 Capaian | Keterangan

disebabkan beberapa faktor, antara lain : BBLR dan prematuritas (33.33%),
asfiksia (9.09%), tetanus neonatorium (3.03%), infeksi (6.06%), kelainan
kongenital (3.03%), kelainan cardiovaskular (9.09%), Kelainan Cardiovaskular
dan Respiratori (9.09%), Kondisi Perinatal (9.09%), Kelainan Kongenital Jantung
(3.03%), Kelainan Kongenital Lainnya (3.03%) dan lain-lain (15.15%) .

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

1) Peningkatan akses pelayanan kesehatan serta dengan adanya pengawasan
dan menanganan serta kepatuhan petugas dalam memberikan pelayanan
pada ibu hamil dan ibu melahirkan sampai perawatan pada bayi baru lahir/
neonatal yang tepat dan intesif.

2) Pendekatan kepada keluarga dan masyarakat.

3) Peningkatan pengetahuan tentang asupan gizi, imunisasi serta pentingnya ASI
eksklusif.

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

1) Kurangnya pemahaman ibu dalam mengenali deteksi dini tanda bahaya janin
dan bayi sehingga terjadi keterlambatan dalam mengambil tindakan

menyebabkan kondisi bayi memburuk dan berisiko tinggi terhadap kematian.
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Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas tenaga
kesehatan, serta penguatan edukasi kepada masyarakat, khususnya calon ibu
dan keluarga, mengenai tanda bahaya kehamilan dan neonatal. Penguatan
sistem rujukan, pemantauan kehamilan, serta pemanfaatan teknologi informasi
juga dapat mendukung percepatan deteksi dini dan penanganan yang lebih
efektif.

Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan garda terdepan
dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Agar dapat memberikan layanan
kesehatan yang optimal, Puskesmas harus memiliki 9 jenis tenaga kesehatan
(nakes) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Berikut adalah 9 jenis tenaga kesehatan yang wajib ada di Puskesmas: dokter,
dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan
lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik (ATLM), tenaga gizi dan tenaga
farmasi. Pada Tahun 2025 sebesar 95,45% dari target sebesar 100%, maka
capaian kinerja mencapai 95,45% atau Kategori Capaian “Tidak Tercapai”,
disebabkan masih terdapat puskesmas yang belum terpenuhi seluruh jenis

tenaga kesehatan sesuai standar.

Tabel 3.8
Capaian Indikator Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai
Standar
Sasaran Target Tahun Realisasi

Indikator Kinerja Capaian | Keterangan

Strategis 2025 2025
1 2 3 4 5 6

lgﬂtz?:]r;gkatnya Persentase Puskesmas Dengan 9 100 05.45 05.45
Jenis Nakes Sesuai Standar ’ ’
Kesehatan

Salah satu penyebab utama capaian yang belum optimal adalah masih adanya

kekurangan tenaga kesehatan, terutama pada tenaga sanitarian di Puskesmas
Munjungan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap pemenuhan standar
pelayanan dasar di tingkat fasilitas kesehatan primer, yang seharusnya ditopang
oleh keberadaan sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

1) Pelatihan tenaga kesehatan secara rutin yang membantu meningkatkan

kapasitas dan kompetensi SDM kesehatan di tingkat Puskesmas

Laporan Kinerja Dinkes PPKB



2) Sosialisasi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan adanya penilaian
tenaga kesehatan secara  berkesinambungan yang  mendorong
profesionalisme dan motivasi kerja tenaga kesehatan.

3) Pemantauan SIP tenaga Kesehatan dimana adanya peraturan perundang-
undangan yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang melakukan
praktik pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP, adanya aplikasi e-Regulasi
sehingga pengajuan SIP bisa dilakukan secara online kapan saja dan dimana
saja.

Faktor penghambat capaian realisasi kinerja adalah :

1) Terbatasnya formasi rekrutmen ASN tenaga kesehatan, yang menyebabkan
kebutuhan tenaga kesehatan tidak sebanding dengan ketersediaan sumber
daya manusia yang bisa direkrut secara formal.

2) Masih adanya beberapa tenaga kesehatan yang baru mengajukan SIP
mendekati ataupun setelah masa berlaku SIP habis, sehingga SIP baru terbit

setelah batas tanggal berlaku.

dg) Persentase Puskesmas Terakreditasi

Puskesmas Terakreditasi adalah Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) yang telah melalui proses penilaian standar mutu pelayanan
kesehatan oleh lembaga akreditasi yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.
Akreditasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan, keselamatan
pasien, serta kinerja tenaga kesehatan di Puskesmas. Puskesmas yang
terakreditasi diharapkan mampu memberikan layanan kesehatan yang berkualitas,
aman, dan sesuai dengan standar nasional. Akreditasi juga menjadi bukti komitmen
Puskesmas dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Pada
Tahun 2025 sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja
mencapai 100% atau Kategori Capaian “Tercapai”, yang menunjukkan mutu

pelayanan puskesmas telah memenuhi standar akreditasi.

Tabel 3.9
Capaian Indikator Puskesmas Puskesmas Terakreditasi
Sasaran Target Tahun Realisasi

Indikator Kinerja Capaian | Keterangan

Strategis 2025 2025
1 2 3 4 5 6

Meningkatnya
Status Persentase Puskesmas Terakreditasi 100 100 100,00
Kesehatan
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Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain tingginya
kesadaran dan komitmen pimpinan serta tenaga kesehatan terhadap pentingnya
penerapan standar mutu pelayanan, peningkatan kompetensi SDM dalam
menghadapi keterbatasan sumber daya, serta penerapan standar pelayanan yang
konsisten dan terukur di seluruh Puskesmas.

Namun demikian, terdapat pula tantangan yang perlu diantisipasi ke depan,
khususnya dalam menjaga keberlanjutan mutu layanan pasca-akreditasi.
Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya, baik
dari aspek anggaran maupun tenaga, serta belum optimalnya kedisiplinan dalam
mempertahankan standar pelayanan di semua lini. Upaya penguatan pembinaan,
monitoring, dan dukungan berkelanjutan sangat diperlukan agar akreditasi tidak
sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar berdampak terhadap peningkatan

kualitas layanan kesehatan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

h) Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten yang Terakreditasi

Akreditasi merupakan pengakuan terhadap mutu pelayanan kesehatan di
fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar akreditasi. Penyelenggaraan
akreditasi melalui tahapan yang terdiri atas kegiatan persiapan, penilaian dan
monitoring evaluasi pasca akreditasi. RS yang terakreditasi akan mendapatkan
sertifikat akreditasi. Kabupaten Trenggalek memiliki 2 rumah sakit umum milik
pemerintah, 1 rumah sakit umum milik swasta dan 1 rumah sakit khusus milik
swasta.

Tabel 3.10
Capaian Indikator Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten yang

Terakreditasi

Sasaran Indikator Kineria Target Tahun Realisasi
Strategis ) 2025 2025
1 2 3 4 5 6

Meningkatnya

Persentase rumah sakit rujukan
tingkat kabupaten yang terakreditasi 100 100 100,00
Kesehatan

Capaian | Keterangan

Status

Pada Tahun 2025 sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga
capaian kinerja mencapai 100% atau Kategori Capaian “Tercapai’.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Trenggalek telah berhasil
mendorong rumah sakit rujukannya untuk memenuhi standar pelayanan

kesehatan secara menyeluruh. Hal ini mencerminkan komitmen kuat dalam
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meningkatkan mutu layanan rumah sakit sebagai bagian dari sistem rujukan yang
efektif bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran pembinaan yang intensif oleh
Dinas Kesehatan terhadap rumah sakit rujukan, baik dari sisi manajemen mutu
pelayanan, kesiapan dokumen akreditasi, hingga penguatan kapasitas SDM
rumah sakit. Namun demikian, dalam proses pencapaiannya, terdapat pula
tantangan yang perlu menjadi perhatian, yaitu belum optimalnya kesiapan dan
pemenuhan sumber daya di beberapa rumah sakit, terutama dalam hal sarana
prasarana, tenaga kesehatan, serta sistem manajemen mutu yang sesuai standar
akreditasi. Untuk menjaga capaian ini tetap berkelanjutan, perlu dilakukan
monitoring berkala, pendampingan teknis, serta dukungan anggaran yang
memadai agar rumah sakit tidak hanya sekadar terakreditasi, tetapi juga mampu
mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan secara konsisten
Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

1) Komitmen kuat dari pemilik, jajaran direksi, komite mutu, dan seluruh staf RS
2) Pemenuhan standar mutu pelayanan dan manajemen mutu yang
berkesinambungan

3) Pembinaan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta Sesuai Standar

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta merupakan bagian penting dalam
sistem layanan kesehatan, karena memberikan kontribusi signifikan dalam
pemenuhan kebutuhan masyarakat. Meskipun dikelola oleh pihak non-
pemerintah, seluruh fasilitas tersebut tetap wajib memenuhi standar pelayanan
yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar dapat
memberikan layanan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

Tabel 3.11
Capaian Indikator Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta Sesuai Standar

Sasaran Target Tahun Realisasi
Strategis 2025 2025

1 2 3 4 5 6
Meningkatnya Persentase Fasilitas Pelayanan

Status Kesehatan Swasta Sesuai Standar 100 100 100,00
Kesehatan

Pada Tahun 2025 sebesar 100% dari target sebesar 100%, maka capaian

Indikator Kinerja Capaian | Keterangan

kinerja mencapai 100% atau Kategori Capaian “Tercapai’. “Persentase
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Puskesmas dengan Ketersediaan Item Obat Esensial” pada Tahun 2025 sebesar
100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% atau
Kategori Capaian “Tercapai”. Artinya, seluruh fasilitas kesehatan swasta yang ada
telah memenuhi ketentuan dan standar operasional yang berlaku secara nasional.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek dalam melakukan
monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap fasilitas pelayanan
kesehatan swasta. Pemantauan ini memastikan bahwa fasilitas swasta tidak
hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang
setara dengan fasilitas milik pemerintah. Capaian ini mencerminkan komitmen
kuat pemerintah daerah dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan, serta
membangun kemitraan yang baik antara sektor publik dan swasta dalam rangka
mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif, merata, dan berkualitas di seluruh
wilayah Kabupaten Trenggalek.

Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang
Memenuhi Standar

Fasilitas pelayanan kefarmasian, seperti apotek dan toko obat, harus
memenuhi standar yang ditetapkan agar dapat menyediakan obat-obatan yang
aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan
standar pelayanan kefarmasian menjadi hal yang wajib untuk memastikan mutu
pelayanan dan keselamatan pasien.

Tabel 3.12
Capaian Indikator Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat)
yang Memenuhi Standar

Sasaran . ] Target Tahun Realisasi .
Strategis Indikator Kinerja 2025 2025 Capaian | Keterangan
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya Persentase Fasilitas Pelayanan
Status Kefarmasian (Apotek dan Toko 90 100 111,11
Kesehatan Obat) Yang Memenuhi Standar

Pada Tahun 2025 sebesar 100% dari target sebesar 90%, maka capaian
kinerja mencapai 111,11% atau Kategori Capaian “Tercapai”.
Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :
1) Pengawasan terhadap pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian

sehingga menjamin kelayakan sarana, personel, dan tata kelola.
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2) Pelaksanaan pemantauan rutin, bimbingan teknis, dan pembinaan, yang
membantu meningkatkan pemahaman dan penerapan standar oleh pemilik

dan pengelola apotek maupun toko obat.

k) Persentase Alat Kesehatan yang Memenuhi Standar
Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
memerlukan dukungan alat kesehatan yang sesuai standar agar pelayanan medis
dapat dilakukan secara optimal, aman, dan efektif. Standar alat kesehatan
mencakup aspek kelayakan fungsi, kelengkapan, serta pemeliharaan secara
berkala sesuai ketentuan dari Kementerian Kesehatan.

Tabel 3.13
Capaian Indikator Alat Kesehatan yang Memenuhi Standar
SEEEEL Indikator Kinerja UEIEEL UL el Capaian | Keterangan
Strategis ) 2025 2025 P 9

1 2 s ; - :
Status Persentase Alat Kesehatan Yang

Memenuhi Standar 72,72 52,72 72,50
Kesehatan

Pada Tahun 2025 sebesar 52,72% dari target sebesar 72,72%, sehingga
capaian kinerja mencapai 72,50% atau Kategori Capaian “Tidak Tercapai”, yang

Meningkatnya

menunjukkan masih perlunya pemenuhan dan pembaruan alat kesehatan sesuai

standar. Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan standar alat

kesehatan belum berjalan optimal, meskipun upaya perbaikan dan pemeliharaan

rutin telah dilakukan. Faktor pendukung yang telah membantu capaian indikator di

antaranya adalah pencatatan kondisi alat kesehatan yang dilakukan secara

berkesinambungan, serta adanya pembinaan dan pemeliharaan rutin oleh petugas

terkait.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

1) Pencatatan kondisi alat kesehatan secara berkesinambungan

2) Melakukan pemeliharaan rutin dan pembinaan petugas tentang
pemeliharaan alat kesehatan.

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

1) Pendataan alat kesehatan yang kurang maksimal menyebabkan sejumlah

alat tidak terlaporkan atau teridentifikasi secara tepat waktu.
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I) Persentase Green Hospital yang Terpenuhi

Green Hospital atau Rumah Sakit Ramah Lingkungan adalah konsep
rumah sakit yang menerapkan prinsip ramah lingkungan, efisien dalam
penggunaan sumber daya, dan berkelanjutan dalam operasionalnya. Konsep ini
bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan
efisiensi energi, serta menciptakan lingkungan sehat bagi pasien dan tenaga
medis. Prinsip dasar green hospital adalah : mengurangi konsumsi listrik dan
menggunakan sumber energi terbarukan, mengelola limbah medis dan non-medis
secara aman dan berkelanjutan, menggunakan sistem daur ulang air dan
mengurangi pemborosan, menggunakan bahan bangunan dan peralatan yang
tidak mencemari lingkungan dan meningkatkan kualitas udara dalam ruangan,
pencahayaan alami, dan ruang hijau.

Tabel 3.14

Capaian Indikator Green Hospital Yang Terpenuhi

Sasaran Target Tahun Realisasi
Strategis 2025 2025
1 2 3 4 5 6

Meningkatnya Persentase Green Hospital Yang

Teroenuhi 20 60 300,00
Kesehatan p

Indikator Kinerja Capaian | Keterangan

Status

Pada Tahun 2025 sebesar 60% dari target sebesar 20%, sehingga capaian
kinerja mencapai 300% atau Kategori Capaian “Tercapai”, yang menunjukkan
komitmen kuat dalam penerapan konsep rumah sakit ramah lingkungan. Beberapa
prinsip yang diterapkan antara lain efisiensi energi, pengelolaan limbah medis dan
non-medis secara aman dan berkelanjutan, penggunaan air daur ulang, serta
peningkatan kualitas lingkungan fisik rumah sakit melalui pencahayaan alami dan
ruang hijau.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

1) Pembinaan rumah sakit secara berkesinambungan

2) Komitmen manajemen rumah sakit dalam mendukung inisiatif ramah
lingkungan.

Keberhasilan ini perlu dijaga dan ditingkatkan dengan memperluas penerapan

konsep Green Hospital ke lebih banyak fasilitas layanan kesehatan. Selain itu,

monitoring dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa

penerapan prinsip ramah lingkungan berjalan konsisten dan berdampak nyata

terhadap kualitas layanan dan lingkungan
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SASARAN 2 Menurunnya Angka Kelahiran Total

Merupakan sasaran untuk mencapai sasaran Pemerintah Daerah pada Misi Ke-3 yaitu
‘Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam
Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk,
Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)”. Sasaran

strategis ini dinilai menggunakan sebanyak 1 (satu) indikator sasaran yaitu:

Tabel 3.15

Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 : Menurunnya Angka Kelahiran Total

Sl Indikator Kinerja UealizfzL el el Capaian | Keterangan

Strategis J 2025 2025 P 9

1 2 3 4 5 6

Menurunnya Data Belum
Angka Kelahiran TFR (Total Fertility Rate) 1.83 Release
Total

Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Fertilitas Total adalah rata-rata jumlah
anak yang dilahirkan seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya
(perempuan kelompok umur 15 — 19 tahun). TFR mengacu pada jumlah rata-rata anak
yang akan lahir dari seorang wanita selama hidupnya. Ini adalah ukuran penting dari
tingkat kelahiran dalam suatu populasi. TFR yang tinggi dapat memiliki dampak
signifikan pada pertumbuhan populasi, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kebijakan
publik di berbagai negara. Capaian indikator kinerja “Total Fertility Rate (TFR)” pada
Sasaran Strategis “Menurunnya Angka Kelahiran Total” Tahun 2025 ditetapkan
dengan target sebesar 1,83. Namun demikian, hingga akhir Tahun 2025 data realisasi
belum tersedia (data belum release), sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung
dan dievaluasi. Capaian indikator TFR Tahun 2025 akan disampaikan dan dievaluasi
setelah data resmi dipublikasikan oleh instansi yang berwenang.

Meningkatnya Angka Prevalensi
SRV Kontrasepsi Modern

Merupakan sasaran untuk mencapai sasaran Pemerintah Daerah pada Misi Ke-3 yaitu
“‘Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam

Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk,
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Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)”. Sasaran
strategis ini dinilai menggunakan sebanyak 1 (satu) indikator sasaran yaitu:

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 3 : Meningkatnya Angka Prevalensi
kontrasepsi Modern

Sasaran Indikator Kineria Target Tahun Realisasi
Strategis J 2025 2025

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya

Angka Prevalensi | Angka Prevalensi Modern (Modern

kontrasepsi Contraceptive Prevalence Rate /mCPR 77,18 70,92 91,89
Modern

Angka prevalensi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) mengukur

Capaian | Keterangan

proporsi wanita usia subur yang menggunakan kontrasepsi modern dalam kurun

waktu tertentu. Angka prevalensi modern dapat digunakan dalam pengukuran

efektifitas program kesehatan reproduksi terutama dalam memandu perencanaan
program Kesehatan reproduksi yang akurat dan dapat memastikan alokasi sumber
daya Kesehatan yang efektif. Capaian indikator kinerja “Angka Prevalensi Kontrasepsi

Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)” pada Sasaran Strategis

“‘Meningkatnya Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern” Tahun 2025 sebesar 70,92 dari

target sebesar 77,18, sehingga capaian kinerja mencapai 91,89% atau Kategori

Capaian “Tidak Tercapai”. Penurunan realisasi mCPR pada tahun 2025 menjadi

perhatian penting, mengingat indikator ini sangat berpengaruh terhadap upaya

pengendalian fertilitas dan pembangunan berwawasan kependudukan.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi adalah :

1) Sosialisasi tentang program KB yang terus dilakukan kepada masyarakat melalui
berbagai media dan pendekatan komunitas.

2) Pendekatan keluarga dan meningkatkan kerjasama lintas sektor termasuk peran
aktif tokoh masyarakat dan organisasi sosial dalam mendukung pemahaman
tentang KB.

3) Peningkatan fasilitas kesehatan reproduksi yang mempermudah masyarakat
mengakses layanan kontrasepsi.

4) Pendekatan pemberdayaan wanita khususnya dalam meningkatkan
pengetahuan dan pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi.

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

1) Masih adanya stigma sosial penolakan terhadap kontrasepsi modern
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2) Keterbatasan anggaran dan ekonomi keluarga yang menyebabkan rendahnya
prioritas terhadap akses layanan KB.
3) Hambatan aksesibilitas terutama di wilayah terpencil atau sulit dijangkau, yang

menyebabkan distribusi kontrasepsi modern belum merata.

Meningkatnya Indeks Pembangunan

SASARAN 4

Keluarga

Merupakan sasaran untuk mencapai sasaran Pemerintah Daerah pada Misi Ke-3 yaitu
‘Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam
Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk,
Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)”. Sasaran
strategis ini dinilai menggunakan sebanyak 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks
Pembangunan Keluarga (Ibangga) adalah sebuah metode atau instrumen penilaian
yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan
beberapa indikator yang relevan. Ibangga dirancang untuk memberikan informasi
yang komprehensif mengenai kondisi kehidupan keluarga, sehingga dapat digunakan
sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan keluarga. Ibangga
terdiri dari beberapa komponen utama yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi,
lingkungan, dan faktor sosial kebudayaan. Setiap komponen ini memiliki indikator-
indikator yang diukur untuk menentukan tingkat pembangunan keluarga. Tujuannya
untuk memantau dan mengukur tingkat pembangunan keluarga secara berkelanjutan

Tabel 3.17
Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 4 :

Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga

Target Tahun Realisasi
2025 2025

Sasaran
Strategis
1 2 3 4 5 6

Meningkatnya

Indeks Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 76,87 76,98 100,14
Pembangunan ’ ’ ’
Keluarga

Capaian indikator kinerja “Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)” pada Sasaran

Indikator Kinerja Capaian | Keterangan

Strategis “Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga” Tahun 2025 sebesar 76,98
dari target sebesar 76,87, sehingga capaian kinerja mencapai 100,14% atau Kategori
Capaian “Tercapai”. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program

pembangunan keluarga, meliputi ketahanan keluarga, kualitas hidup keluarga, serta
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pengasuhan dan perlindungan keluarga, telah berjalan efektif dan mampu memenuhi

target yang ditetapkan.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

1) Meningkatnya kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari

2) Keharmonisan dan kedamaian dalam keluarga

3) Meningkatnya kebahagiaan dan kepuasan hidup keluarga

4) Adanya anggota keluarga yang memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan
pokok

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

1) Kurangnya interaksi sosial dalam masyarakat yang menyebabkan pemikiran
menjadi sempit sehingga keinginan untuk melakukan perubahan sangat rendah

2) Adanya sikap konservatif dalam masyarakat tradisional yang menyebabkan
keengganan untuk berubah dan dapat menghambat kemajuan dan membentuk
mentalitas yang kurang mendukung perkembangan

3) Adatistiadat dan kebiasaan yang tidak mendukung upaya pembangunan keluarga

SASARAN 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan
yang efektif dan efisien

Merupakan sasaran untuk mencapai sasaran Pemerintah Daerah pada Misi Ke-3 yaitu
“‘Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam
Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk,
Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)”. Sasaran
strategis ini dinilai menggunakan sebanyak 2 (dua) indikator sasaran yaitu: Nilai Sakip
dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 3.18
Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 5 :
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Sasaran Target Tahun Realisasi

Strategis Indikator Kinerja 2025 5095 Capaian | Keterangan
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya
tata kelola Nilai (Kategori Nilai) SAKIP 94 94.606 100,64
pemerintahan

Y?”Q efektif dan | Nilaj Indeks Kepuasan Masyarakat 98 99,18 101,20
efisien
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1) Nilai SAKIP
Penilaian untuk Sasaran Strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan
Efisien dengan indikator Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti dan
Nilai evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
didapatkan dari hasil penilaian Evaluasi SAKIP Kabupaten Trenggalek. Unsur
penilaian yang diukur meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,
Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan capaian sasaran kinerja Organisasi.
Tahun 2025 sebesar 94.606 dari target sebesar 94, sehingga capaian kinerja
mencapai 100,64% atau Kategori Capaian “Tercapai”. Capaian ini menunjukkan
bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah berjalan
dengan sangat baik dan mencerminkan pengelolaan kinerja yang efektif, efisien,

serta berorientasi pada hasil.

2025

— KOMPONEN NILAI

29.464 mema

Predikat AA yang berhasil diperfahankan selama tiga tahun berturut-turut, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Bevencana telah membuktikan komitmennya dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi

Gambar 3.1
Komponen Nilai SAKIP Dinkes PPKB Kabupaten Trenggalek

Pada gambar diatas dapat diketahui beberapa unsur yang perlu ditingkatkan yaitu
evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

1) Proses penyusunan SAKIP dan LK]jIP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
2) Monitoring dan evaluasi kegiatan dilaksanakan secara berkala

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah :

1) Efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja belum maksimal
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2) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei masyarakat merupakan evaluasi layanan untuk memperoleh
informasi nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang telah mereka.
Informasi bidang layanan yang disurvei oleh responden bermanfaat dalam
memahami pengguna layanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek. Bidang layanan yang disurvei oleh
1501 responden pada pengukuran SKM selama 1 tahun. Tahun 2025 sebesar
99,18 dari target sebesar 98, sehingga capaian kinerja mencapai 101,20% atau
Kategori Capaian “Tercapai”. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan
publik yang diberikan kepada masyarakat semakin meningkat dan mampu
melampaui target kepuasan yang telah ditetapkan. Dari hasil Survei Kepuasan
Masyarakat yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana ada 3 (tiga) unsur terendah yang perlu dievaluasi yaitu:

Tabel 3.19
Permasalahan IKM Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Trenggalek

No Unsur

Permasalahan

Rencana Tindak Lanjut

1 Biaya/ Tarif

layanan (98.18)

Masih kurang
pemahaman
masyarakat pada
biaya / tarif layanan

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana akan terus meningkatkan
sosialisasi secara berkelanjutan melalui media
informasi, edukasi langsung di fasilitas pelayanan
kesehatan, serta optimalisasi kanal digital agar
masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas
mengenai biayal/tarif layanan sesuai peraturan
yang berlaku.

2 Sarana dan Masih adanya Melakukan pemeliharaan rutin sarana prasarana,
Prasarana pemahaman penguatan perencanaan kebutuhan alat
(99.28) masyarakat terkait kesehatan, serta pengusulan peningkatan fasilitas

sara prasarana yang layanan berbasis prioritas kebutuhan masyarakat
kurang dan standar pelayanan minimal.

3 Kompetensi Masih adanya Mendorong peningkatan kompetensi melalui
Pelaksana pemahaman pelatihan teknis, bimbingan teknis pelayanan
(99.28) masyarakat terkait prima, penguatan komunikasi efektif dengan

kompetensi masyarakat, serta monitoring dan evaluasi kinerja

pelaksana yang
kurang

pelaksana secara berkala.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya
Adapun perkembangan capaian indikator kinerja mulai Tahun 2022 sampai dengan
Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.
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Tabel 3.20

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya Berdasarkan Target Renstra 2021-2026
2022 2023 2024 2025
- ‘® c - ‘® c - ‘® c - ‘® c
NO SASARAN Indikator Kinerja 9 @ 8 9 @ 2 9 @ 2 9 @ 2
S 5 8 S 5 8 S 5 8 S 5 8
Prevalensi Balita Stunting 11,35 7.94 142.95 11.34 6.62 171.30 11.33 5.85 193.68 | 11,32 5,83 194,17
Indeks Keluarga Sehat 0,18 0,25 138,89 0.2 0,33 165 0.22 0.39 177.27 0,26 0,441 169,62
Angka Harapan Hidup 74,13 | 74,26 100,18 74.31 75,15 101,13 74.5 75.35 | 101.14 | 74,69 75,63 101,26
Angka Kematian Ibu 166 49 338.78 160 111 14414 155 42 369.05 150 77,64 193,20
Angka Kematian Bayi 4.17 3.1 134.52 4.17 3.50 119.14 417 3.30 126.36 4,17 3,8 109,74
Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis 100 | 96.23 | 96.23 100 | 9091 | 90.91 100 | 7272 | 7272 | 100 | 9545 | 9545
Nakes Sesuai Standar
Persentase Puskesmas Terakreditasi 100 100 100.00 100 100 100.00 100 100 100.00 100 100 100,00
Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat 100 100 100,00
1 Meningkatnya Status | Kabupaten Sesuai Standar 100 100 100.00 100 & 75.00 100 100 100.00
Kesehatan Persentase Fa_smtas Pelayanan Kesehatan 100 100 100.00 100 100 100.00 100 100 100.00 100 100 100,00
Swasta Sesuai Standar
Persentase Puskesmas Dengan 100 | 100 | 100.00 100 ) 90.00 100 100 | 10000 | 1% 100 | 100,00
Ketersediaan Item Obat Esensial
Persentase Fasilitas Pelayanan
Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) Yang 84 100 119.05 86 100 116.28 90 100 111.11 90 100 111,11
Memenuhi Standar
gf;jztrase Alat Kesehatan Yang Memenuhi | o7 5 | g6 | 9870 | 875 | 8181 | 93.50 88 | 7272 | 8264 | 88 | 5272 | 5991
Persentase Green Hospital Yang Terpenuhi N/A N/A #VALUE! N/A N/A #VALUE! 20 75 375.00 20 60 300,00
p | MenurunnyaAngka | rp (qotal Fertility Rate) 186 | 1.98 | 93.94 183 | 189 | 968 | 183 | 185 | 9892 | 183 | Belum | Belum
Kelahiran Total release | release
Meningkatnya Angka .
3 | Prevalensi Angka Prevalensi Modern (Modern 7714 | 7627 | 98.87 7718 | 75.82 | 98.24 772 | 7241 | 93.80 | 77,18 | 70,92 | 91,89
. Contraceptive Prevalence Rate /mCPR
Kontrasepsi Modern
Meningkatnya
4 Indeks Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 52.96 57.38 108.35 54.38 76.58 140.82 58.2 76.87 | 132.08 59 76,98 130,47
Pembangunan
Keluarga
Meningkatnya tata - s
5 kelola pemerintahan Nilai (Kategori Nilai) SAKIP 86.2 89.72 104.08 86.4 91.64 106.06 86.6 93.36 | 107.81 87 95 109,20
yang efektif dan .
efisien Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 82 88.8 108.29 83 98.48 118.65 84 98.17 | 116.87 85 99,18 116,68
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— Sasaran Strategis |

= Meningkatnya Status Kesehatan

)

Secara umum, capaian indikator pada tujuan Meningkatnya Status Kesehatan
menunjukkan tren kinerja yang fluktuatif namun cenderung meningkat pada sebagian
besar indikator hingga Tahun 2024, dan relatif stabil pada Tahun 2025.

a) Prevalensi Balita Stunting menunjukkan penurunan signifikan dari Tahun 2022
hingga Tahun 2024, dengan capaian kinerja yang melampaui target. Pada Tahun
2025, realisasi sebesar 5,83 dari target 11.32, sehingga capaian kinerja mencapai
194.17%, yang menunjukkan kinerja tetap terjaga meskipun peningkatan tidak
sebesar tahun-tahun sebelumnya.

b) Indeks Keluarga Sehat mengalami peningkatan konsisten dari Tahun 2022
hingga Tahun 2024 dengan capaian di atas 100%. Pada Tahun 2025, realisasi
sebesar 0,441 dari target 0,26, dengan capaian 169.62%, yang menegaskan
keberlanjutan peningkatan kualitas kesehatan keluarga.

c) Angka Harapan Hidup menunjukkan tren meningkat setiap tahun dan relatif
stabil. Pada Tahun 2025, realisasi sebesar 75,63 dari target 74.69, sehingga
capaian mencapai 101.26%, mencerminkan keberhasilan program kesehatan
masyarakat.

d) Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi menunjukkan
capaian sangat baik pada Tahun 2022-2024, namun pada Tahun 2025 terjadi
penurunan kinerja. Angka Kematian Ibu mencapai 193.20%, dan Angka Kematian
Bayi mencapai 109.74%, yang mengindikasikan perlunya penguatan layanan
kesehatan maternal dan neonatal.

e) Indikator pelayanan kesehatan seperti persentase puskesmas terakreditasi,
rumah sakit rujukan sesuai standar, fasilitas kesehatan swasta sesuai standar,
serta ketersediaan obat esensial, secara konsisten mencapai 100% sejak Tahun
2024 hingga Tahun 2025.

f) Persentase Alat Kesehatan yang Memenuhi Standar menunjukkan tren
penurunan sejak Tahun 2022, dengan capaian Tahun 2025 sebesar 59.91%,
sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan dan pembaruan alat

kesehatan.
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g) Persentase Green Hospital mulai diukur pada Tahun 2024 dan menunjukkan
capaian sangat tinggi. Pada Tahun 2025, realisasi sebesar 60% dari target 20%,
dengan capaian 300%, yang mencerminkan komitmen kuat terhadap penerapan

konsep ramah lingkungan.

—| Sasaran Strategis 2

» Menurunnya Angka Kelahiran Total

)

Sasaran Strategis 2 : Menurunnya Angka Kelahiran Total

Indikator Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2022-2024 menunjukkan tren
meningkat, namun pada Tahun 2025, data realisasi belum dirilis, sehingga capaian
kinerja belum dapat dihitung. Evaluasi indikator ini akan dilakukan setelah data resmi

dipublikasikan oleh instansi berwenang.

—| Sasaran Strategis 3 }

= Meningkatnya Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern

Indikator mCPR menunjukkan capaian yang relatif baik pada Tahun 2022 dan 2023,
kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2024 dan 2025. Pada Tahun 2025,
realisasi sebesar 70,92 dari target 77,18, dengan capaian 91,89%, yang masih
dikategorikan tercapai, namun menunjukkan perlunya penguatan strategi pelayanan

dan komunikasi informasi edukasi (KIE) KB modern.

—[ Sasaran Strategis 4 }

e Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga

Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) menunjukkan tren peningkatan
yang sangat signifikan dari Tahun 2022 hingga Tahun 2024. Pada Tahun 2025,
realisasi sebesar 76,98 dari target 59, dengan capaian 130.47%, yang menandakan

kinerja telah mencapai titik stabil dan sesuai target.

—{ Sasaran Strategis 5 }

* Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang
Efektif dan Efisien
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« Nilai SAKIP menunjukkan peningkatan konsisten dari Tahun 2022 hingga
Tahun 2025. Pada Tahun 2025, realisasi sebesar 94.606 dari target 87, dengan
capaian 108.74%, yang mencerminkan pengelolaan kinerja yang semakin
akuntabel dan berorientasi hasil.

o Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga mengalami peningkatan signifikan
dari Tahun 2022 hingga Tahun 2025. Pada Tahun 2025, realisasi sebesar 99,18
dari target 85, dengan capaian 116.68%, yang menunjukkan peningkatan

kualitas pelayanan publik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah
menunjukkan bahwa secara umum kinerja perangkat daerah selama periode
mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen
perencanaan jangka menengah. Sebagian besar indikator kinerja utama
menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan capaian yang melampaui target
tahunan, meskipun pada beberapa indikator masih terdapat tantangan yang perlu
mendapatkan perhatian lebih lanjut. Untuk melihat capaian kinerja Tahun 2025
dibanding dengan target Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2026 Realisasi 2025 Capaian
1 2 3 4 5
Prevalensi Balita Stunting 11.31 5,83 194.00
Indeks Keluarga Sehat 0.28 0,441 157.50
Angka Harapan Hidup 74.88 75,63 101.00
Angka Kematian Ibu 120 77.64 154.55
Angka Kematian Bayi 4.17 3,80 109.74
Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis
Nakes Sesuai Standar 100 95,45 95.45
Persentase Puskesmas Terakreditasi 100 100 100
Persentase rumah sakit rujukan tingkat 100 100 100
Meningkatnya kabupaten yang terakreditasi
Status Kesehatan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan 100 100 100
Swasta Sesuai Standar
Persentase Pusk_esmas Dengan Ketersediaan 100 100 100
Iltem Obat Esensial
Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
(Apotek dan Toko Obat) Yang Memenuhi 100 100 100
Standar
E?rsentase Alat Kesehatan Yang Memenuhi 96.00 5272 54.92
andar
Persentase Green Hospital Yang Terpenuhi 20 60 300
l}\(/lenu_runnya Angka TFR (Total Fertility Rate) 183 Data belum Data belum
elahiran Total release release
l\A/Ir?gnliggllg?et%Iaensi é”gka Prevalensi Modern (Modern 77.22 70,92 91.84
kontraseosi Modern ontraceptive Prevalence Rate /mCPR
p
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2026 Realisasi 2025 Capaian
1 2 3 4 5

Meningkatnya

Indeks

Pembangunan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 59.00 76,98 130.47
Keluarga

Meningkatnya tata | nji; (ategori Nilai) SAKIP 87 94.606 108.74
kelola pemerintahan

yang efektif dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 85 99,18 116.68

efisien

Secara keseluruhan, perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target
Renstra menunjukkan bahwa mayoritas sasaran strategis telah melampaui target
jangka menengah, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan
penguatan kebijakan dan dukungan sumber daya agar target Renstra dapat dicapai
secara optimal dan berkelanjutan. Pada sasaran strategis Meningkatnya Status
Kesehatan, sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang sangat baik.
Prevalensi Balita Stunting terealisasi sebesar 5,83 dibandingkan target Renstra
sebesar 11,32, sehingga capaian mencapai 194%. Kondisi ini menunjukkan
keberhasilan signifikan dalam percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi
spesifik dan sensitif yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Demikian pula Indeks
Keluarga Sehat dengan realisasi 0,441 dari target 0,28, mencapai 157.50%, yang
mencerminkan peningkatan kualitas kesehatan keluarga secara menyeluruh.
Indikator Angka Harapan Hidup juga menunjukkan kinerja positif dengan realisasi
75,63 dari target Renstra 74,88, sehingga capaian mencapai 101%. Hal ini
menunjukkan keberhasilan program kesehatan dalam meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat. Untuk indikator Angka Kematian lbu, realisasi Tahun 2025
sebesar 77.64 dibandingkan target Renstra 120, dengan capaian 154.55%. Capaian
ini menunjukkan penurunan angka kematian ibu yang sangat signifikan. Demikian pula
Angka Kematian Bayi dengan realisasi 3,80 dari target 4,17, sehingga mencapai
109.74%, yang menunjukkan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan
neonatal. Pada indikator pelayanan kesehatan, persentase puskesmas terakreditasi,
rumah sakit rujukan terakreditasi, fasilitas pelayanan kesehatan swasta sesuai
standar, serta ketersediaan item obat esensial di puskesmas seluruhnya mencapai
100%, sesuai dengan target Renstra. Sementara itu, persentase puskesmas dengan
9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar mencapai 95,45%, belum sepenuhnya
memenuhi target Renstra sebesar 100%, yang menunjukkan masih adanya
keterbatasan pemenuhan jenis tenaga kesehatan tertentu di beberapa puskesmas.

Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang Memenuhi Standar
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menunjukkan realisasi 100% dari target 90%, dengan capaian 111,11%, sedangkan
Persentase Green Hospital yang Terpenuhi mencapai 60% dari target 20%, dengan
capaian 300%, yang menunjukkan komitmen kuat terhadap penerapan konsep rumah
sakit ramah lingkungan. Namun demikian, indikator Persentase Alat Kesehatan yang
Memenuhi Standar baru mencapai 52,72% dari target Renstra 96%, dengan capaian
54,92%. Kondisi ini mengindikasikan perlunya perhatian khusus dalam pemenuhan,
pemeliharaan, dan pembaruan alat kesehatan secara bertahap. Pada sasaran
Menurunnya Angka Kelahiran Total, indikator Total Fertility Rate (TFR) memiliki target
Renstra sebesar 1,83, namun hingga Tahun 2025 data realisasi belum tersedia,
sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung. Evaluasi terhadap indikator ini akan
dilakukan setelah data resmi dipublikasikan oleh instansi berwenang. Pada sasaran
Meningkatnya Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern, indikator mCPR terealisasi
sebesar 70,92 dari target Renstra 77,22, sehingga capaian mencapai 91,84%.
Meskipun belum sepenuhnya memenuhi target Renstra, capaian ini menunjukkan
bahwa program peningkatan penggunaan kontrasepsi modern telah berjalan dengan
cukup baik dan masih memerlukan penguatan strategi pelayanan dan KIE.
Selanjutnya, pada sasaran Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga, indikator
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) terealisasi sebesar 76,98 dari target
Renstra 59, sehingga capaian mencapai 130,47 %. Hal ini menunjukkan keberhasilan
pelaksanaan program pembangunan keluarga secara terintegrasi. Pada sasaran
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien, indikator Nilai
SAKIP menunjukkan realisasi 94.606 dari target Renstra 86,6, dengan capaian
108.74%, sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 99,18 dari
target 85, dengan capaian 116,68%. Capaian ini mencerminkan peningkatan

akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik yang semakin baik.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional

Indikator kinerja bidang kesehatan Tahun 2025 disusun sebagai tolok ukur
untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kesehatan daerah,
dengan mengacu pada target nasional, target provinsi, serta target yang ditetapkan
oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Trenggalek Perbandingan antara target dan realisasi indikator ini bertujuan untuk
memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja Dinas
Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek,
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sekaligus mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan program
dan kegiatan kesehatan. Tabel berikut menyajikan capaian beberapa indikator kinerja

utama bidang kesehatan Tahun 2025.

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional Tahun 2025
Target
Target Provinsi Target Realisasi
NO Indikator Kinerja Nasional T OPD Tahun
- ahun OPD 2025
Tahun 2025 o 2025
2025
1 2 3 4 5 6
1 Prevalensi Balita Stunting 18.8 13.90 5,85 5,83
2 Angka Harapan Hidup 63 75.31 75,35 75,63
3 Angka Kematian Ibu melahirkan 122 93.42 31,8 77.64
4 Angka Kematian Bayi 12.62 2,65 3,80

*PMK No 12 Th 2025 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2025-2029
**Pergub Jatim No 2 Th 2024 tentang Renstra PD Provinsi Jatim Tahun 2025-2026

Berdasarkan perbandingan antara target nasional, target provinsi, target Dinas

Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek,

dan realisasi Tahun 2025, capaian indikator kinerja bidang kesehatan dapat dianalisis

sebagai berikut:

1) Prevalensi Balita Stunting
Target prevalensi balita stunting secara nasional Tahun 2025 ditetapkan
sebesar 18,8%, sedangkan target Provinsi sebesar 13,90%. Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek
menetapkan target yaitu 5,85%, dengan realisasi sebesar 5,83%. Capaian ini
menunjukkan bahwa realisasi prevalensi stunting telah melampaui target Dinas
Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Trenggalek, sekaligus jauh lebih baik dibandingkan target nasional dan
provinsi. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan intervensi spesifik dan sensitif
penurunan stunting, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan
pemantauan status gizi balita di wilayah kerja OPD.
2) Angka Harapan Hidup (AHH)

Target nasional Angka Harapan Hidup Tahun 2025 sebesar 63 tahun,
sementara target provinsi ditetapkan 75,31 tahun. Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek
menetapkan target 75,35 tahun, dan realisasi mencapai 75,63 tahun. Realisasi
tersebut melampaui target Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek maupun target provinsi,

menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat yang semakin membaik.
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Pencapaian ini didukung oleh meningkatnya akses pelayanan kesehatan,
upaya promotif dan preventif yang berkelanjutan, serta pengendalian penyakit
menular dan tidak menular.
3) Angka Kematian lbu (AKI)
Target nasional AKI Tahun 2025 sebesar 122 per 100.000 kelahiran hidup,
sedangkan target provinsi sebesar 93,42. Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek menetapkan target
yang lebih rendah yaitu 31,8, namun realisasi Tahun 2025 tercatat sebesar
77.64. Meskipun realisasi AKI masih lebih baik dibandingkan target nasional
dan provinsi, namun belum mencapai target Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek. Kondisi ini
menunjukkan perlunya penguatan kualitas pelayanan kesehatan ibu,
khususnya pelayanan antenatal, persalinan oleh tenaga kesehatan, sistem
rujukan obstetri neonatal emergensi, serta deteksi dini faktor risiko kehamilan.
4) Angka Kematian Bayi (AKB)

Target nasional AKB Tahun 2025 ditetapkan sebesar 12,62 per 1.000 kelahiran
hidup. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Trenggalek menetapkan target 2,65, dengan realisasi sebesar 3,80.
Realisasi AKB tersebut lebih rendah dibandingkan target nasional, namun
belum mencapai target Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek. Hal ini mengindikasikan masih
adanya tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan neonatal,
penanganan bayi risiko tinggi, serta keberlanjutan pelayanan kesehatan ibu

dan anak pasca persalinan.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan /Kegagalan

Hasil yang telah disampaikan pada Capaian Sasaran Strategis,dapat disimpulkan
bahwa Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Trenggalek berhasil dalam mencapai target yang telah ditentukan dalam
pencapaian Sasaran Organisasi. Adapun faktor penyebab keberhasilan/kegagalan

dapat diurai sebagai berikut:
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Sasaran 1:

Meningkatnya Status Kesehatan

Capaian Sasaran strategis 1 “Meningkatnya Status Kesehatan”, dari sebanyak 13

(tiga belas) terdapat 10 (sepuluh) indikator telah memenuhi target dan 3 (tiga) indikator

tidak memenuhi target. Keberhasilan sebanyak 10 (sepuluh) indikator yang memenuhi

target dikarenakan faktor-faktor keberhasilan sebagai berikut:

Tabel 3.23

Analisa Penyebab Keberhasilan /Kegagalan Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya Status Kesehatan Tahun 2025

No "I‘gr"g}gr Capaian Ket Faktor Keberhasilan Hambatan Rencana Tindak Lanjut
1 2 6 7 3 4 5
1 Prevalensi . Komitmen Pimpinan dalam Masih ditemukannya 1. Inovasi melalui Dapur
Balita Stunting melaksanakan pelayanan pola asupan dan pola Cinta
Kesehatan asuh keluarga yang 2. Pemberian insentif
. Pelatihan SDIDTK untuk belum sesuai dengan pada penderita stunting
tenaga kesehatan standar gizi seimban yang rutin periksa
. Peningkatan Akses 2. Masih ditemukan melalui KSYB serta
Layanan masyarakat kurang 3. Pemicuan gizi melalui
. Pemberian PMT Lokal asupan gizi Buka Tudung Saji.
untuk balita gizi kurang, 4. Pemberian PMT bagi
sehingga mencegah balita ibu hamil dan balita
gizi kurang menjadi gizi masalah gizi
buruk 5. Meningkatkan cakupan
ASI Eksklusif pada
anak usia 0-6 Bulan
6. Meningkatkan
pemantauan
pertumbuhan dan
perkembangan pada
balita
7. Meningkatkan cakupan
imunisasi pada balita
2 Indeks Keluarga . Komitmen Pimpinan dalam | Belum optimalnya Pelaksanaan inovasi
Sehat melaksanakan pelayanan pemahaman sebagian KSYB secara konsisten
Kesehatan keluarga terhadap serta penguatan
. Peningkatan kualitas indikator keluarga sehat monitoring dan evaluasi
pelayanan kesehatan serta variasi partisipasi Indeks Keluarga Sehat
keluarga yang masyarakat dalam secara berkal
dilaksanakan secara pemantauan kesehatan
berkesinambungan keluarga
3 Angka Harapan . Peningkatan kualitas Masih adanya faktor 1. Pelaksanaan intervensi
Hidup pelayanan kesehatan risiko penyakit tidak individu, keluarga dan
. Pelaksanaan berbagai menular dan perilaku lingkungan/masyarakat
inovasi dan intervensi hidup kurang sehat pada | 2. Pelaksanaan inovasi
kesehatan secara terpadu, sebagian masyarakat KSYB, Caping Keren,
baik pada tingkat individu, Dasi Emas, S| Germas
keluarga, maupun DiLila
masyarakat 3. Pembentukan
Kambung KB, Rumah
Data Kependudukan,
Sekolah Siaga
Kependudukan3
4 Angka Kematian Masih rendahnya 1. Melaksanakan

Ibu

pengetahuan dan
kesadaran masyarakat
terkait kehamilan

Konseling dan Edukasi
pada saat masa
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No

Indikator
Kinerja

Capaian

Ket

Faktor Keberhasilan

Hambatan

Rencana Tindak Lanjut

2

Angka Kematian
Bayi

Persentase
Puskesmas
Dengan 9 Jenis
Nakes Sesuai
Standar

Persentase
Puskesmas
Terakreditasi

Persentase
rumah sakit
rujukan tingkat
kabupaten yang
terakreditasi

Persentase
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
Swasta Sesuai
Standar

10

Persentase
Puskesmas
Dengan
Ketersediaan
Iltem Obat
Esensial

11

Persentase
Fasilitas
Pelayanan
Kefarmasian
(Apotek dan
Toko Obat)
Yang Memenuhi
Standar

6

3

4

5

berisiko serta
keterlambatan
pemanfaatan layanan
kesehatan

kehamilan dalam kelas
ibu hamil

2. Peningkatan Akses
Layanan

3. Pemenuhan alat dan
bahan dalam pelayanan
Kesehatan di Fasilitas
Kesehatan

4. Pelaksanaan Inovasi
Dasi Emas dalam
menciptakan peran
pokja Desa Siaga dalam
kesehatan ibu dan bayi,
pemetaan dan
pendampingan ibu
hamil

masih rendahnya
pemahaman masyarakat
mengenai tanda bahaya
pada bayi serta
keterbatasan
pemanfaatan layanan
kesehatan secara dini

1. Memberikan konseling
dan Edukasi pada
pasien dan masyarakat
terkait tanda bahaya

2. Peningkatan Akses
Layanan

3. Pemenuhan alat dan
bahan dalam pelayanan
Kesehatan di Fasilitas
Kesehatan

4. Pelaksanaan Inovasi
Dasi Emas dalam
menciptakan peran
pokja Desa Siaga dalam
kesehatan ibu dan bayi

Keterbatasan
ketersediaan dan
pemerataan tenaga
kesehatan sesuai
standar di seluruh
puskesmas

Perencanaan pemenuhan
dan redistribusi tenaga
kesehatan, serta
pengusulan formasi ASN
dan tenaga kontrak sesuai
kebutuhan

Peningkatan Kualitas
Pelayanan

Peningkatan pemeliharaan
mutu, pembinaan, dan
pengawasan berkelanjutan

Komitmen Pimpinan dalam
melaksanakan pelayanan
Kesehatan

Peningkatan pemeliharaan
mutu, pembinaan, dan
pengawasan berkelanjutan

Peningkatan Kualitas
Pelayanan

Peningkatan pemeliharaan
mutu, pembinaan, dan
pengawasan berkelanjutan

Komitmen Pimpinan dalam
melaksanakan pelayanan
Kesehatan

Peningkatan pemeliharaan
mutu, pembinaan, dan
pengawasan berkelanjutan

Peningkatan Kualitas
Pelayanan

Peningkatan pemeliharaan
mutu, pembinaan, dan
pengawasan berkelanjutan
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Indikator

Kinerja Capaian Ket Faktor Keberhasilan Hambatan Rencana Tindak Lanjut
2 6 7 3 4 5

Persentase Alat Keterbatasan anggaran Pelaksanaan inventarisasi
Kesehatan Yang serta usia pakai alat dan pemetaan kebutuhan
Memenuhi kesehatan yang sudah alat kesehatan serta
Standar tidak layak pengusulan pengadaan

dan penggantian alat

secara bertahap
Persentase 1. Komitmen Pimpinan dalam - Penguatan implementasi
Green Hospital melaksanakan pelayanan konsep rumah sakit ramah
Yang Terpenuhi Kesehatan lingkungan serta

monitoring keberlanjutan
program Green Hospital

Sasaran 2 :

Menurunnya angka Kelahiran Total

Capaian Sasaran strategis 2 “Menurunnya Angka Kelahiran Total”, dari sebanyak 1
(satu) dan belum ada data capaian yang release dari BKKBN. Indikator yang

memenuhi target dikarenakan faktor-faktor keberhasilan sebagai berikut:

Tabel 3.24
Analisa Penyebab Keberhasilan /Kegagalan Indikator Sasaran Strategis
Meningkatnya Status Kesehatan Tahun 2025

No | Indikator Kinerja | Capaian Ket Faktor Keberhasilan Hambatan RencE::jl'll':ndak
1 2 6 7 3 4 5
1| TFR (Total Fertility Data
Belum
Rate)
Release

QAA Meningkatnya Angka Prevalensi kontrasepsi Modern

7;/ \ Sasaran 3 :

Capaian Sasaran strategis 3 “Meningkatnya Angka Prevalensi kontrasepsi Modern”,
dari sebanyak 1 (satu) dan memenuhi target. Indikator yang memenuhi target

dikarenakan faktor-faktor keberhasilan sebagai berikut:
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Tabel 3.25

Analisa Penyebab Keberhasilan /Kegagalan Indikator Sasaran Strategis

Menin

katnya Angka Prevalensi kontrasepsi Modern Tahun 2025

No

Indikator Kinerja

Capaian

Ket

Faktor Keberhasilan

Hambatan

Rencana Tindak
Lanjut

2

6

Angka Prevalensi
Modern (Modern
Contraceptive
Prevalence Rate
/mCPR

Sasaran 4 :

7

3

4

5

masih adanya stigma
sosial penolakan
terhadap kontrasepsi
modern.

1. memberikan
sosialisasi tentang
program KB kepada
masyarakat

2. pendekatan
keluarga dan
meningkatkan
kerjasama lintas
sektor

3. peningkatan
fasilitas kesehatan
reproduksi untuk
mempermudahkan
akses terhadap
layanan kesehatan
reproduksi

4. Pendekatan
pemberdayaan wanita
untuk meningkatkan
keputusan terkait
kesehatan reproduksi.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Capaian Sasaran strategis 4 “ Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)”, dari

sebanyak 1 (satu) dan memenuhi target. Indikator yang memenuhi target dikarenakan

faktor-faktor keberhasilan sebagai berikut:

Tabel 3.26

Analisa Penyebab Keberhasilan /Kegagalan Indikator Sasaran Strategis
unan Keluarga (iBangga)Tahun 2025

Indeks Pemban

No

Indikator Kinerja

Capaian

Ket

Faktor Keberhasilan

Hambatan

Rencana Tindak
Lanjut

2

6

Indeks
Pembangunan
Keluarga (iBangga)

7

3

4

5

1.

pembinaan keluarga
balita, remaja, dan
lansia

Peran Aktif Kader dan
Penyuluh KB dalam
pendampingan
keluarga

Sosialisasi melalui
kegiatan kelompok
BKB, BKR, BKL, dan
Pusat Informasi
Konseling Remaja
(PIK-R)

1. kualitas data yang
belum optimal

2. perbedaan standar
penilaian antar daerah
3. keterbatasan
sumber daya untuk
penerapan Ibangga

1. Meningkatkan
kolaborasi antar
instansi terkait

2. Meningkatkan
kualitas data dan
pemantauan yang teliti
agar data yang di
dapat secara optimal
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Sasaran 5:

: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan
" efisien

Capaian Sasaran strategis 5 “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan
efisien”, dari sebanyak 2 (satu) dan memenuhi target. Indikator yang memenuhi target

dikarenakan faktor-faktor keberhasilan sebagai berikut:

Tabel 3.27
Analisa Penyebab Keberhasilan /Kegagalan Indikator Sasaran Strategis
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Tahun 2025

e Indikator Kinerja Capaian Ket Faktor Keberhasilan Hambatan RencE::j'lI";ndak
1 2 6 7 3 4 5
1 Nilai (Kategori Nilai) 100,64 | Tercapai | Monitoring dan evaluasi Kualitas data dukung Penguatan
SAKIP kinerja secara berkala indikator belum pembinaan
sepenuhnya optimal implementasi SAKIP
pada seluruh unit
kerja.

2 Nilai Indeks 101,20 | Tercapai | Sosialisasi mekanisme Masih terdapat - Peningkatan inovasi
Kepuasan pelayanan dan pengaduan | keterbatasan pelayanan publik
Masyarakat kepada masyarakat. pemahaman berbasis digital.

masyarakat terkait - Penguatan

biaya pelayanan sosialisasi standar
pelayanan dan biaya
layanan.
- Evaluasi berkala
hasil survei IKM
sebagai dasar
perbaikan layanan.

6. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya diukur dengan membandingkan realisasi kinerja dengan
realisasi anggaran. Efisiensi terjadi apabilarealisasi kinerja memenuhi target dengan
realisasi anggaran dibawah pagu anggaran. Apabila realisasi kinerja dibawah target
kinerja dengan realisasi anggaran maka tidak efisiensi.

Tabel 3.28
Perhitungan Efisiensi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Target PK Tahun 2025

Kinerja Sasaran Anggaran Ting
Sasara_n Indikator Kinerja ka?
Strategis Target | Realisasi | Capaian Pagu Realisasi Capaian Efi
siensi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Preve}lensi Balita 585 583 100,34
Stunting
Meningkatnya Indeks Keluarga

Status Kesehatan | Sehat 0,39 0,441 113.08 60.443.956.321 57.069.782.735,71 94.42 1.16

Angka Harapan
Hidup

75,35 75,63 100,37
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Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja

Kinerja Sasaran

Anggaran

Target

Realisasi

Capaian

Pagu

Realisasi

Capaian

Ting
kat
Efi

siensi

1

2

3

4

5

7

8

9

Angka Kematian
Ibu

31,8

77.64

40.96

Angka Kematian
Bayi

2,65

3,80

69.74

Persentase
Puskesmas
Dengan 9 Jenis
Nakes Sesuai
Standar

100

95,45

95,45

Persentase
Puskesmas
Terakreditasi

100

100

100,00

Persentase rumah
sakit rujukan

tingkat kabupaten
yang terakreditasi

100

100

100,00

Persentase
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan Swasta
Sesuai Standar

100

100

100,00

Persentase
Puskesmas
Dengan
Ketersediaan Iltem
Obat Esensial

100

100

100,00

Persentase
Fasilitas
Pelayanan
Kefarmasian
(Apotek dan Toko
Obat) Yang
Memenuhi Standar

90

100

111,11

Persentase Alat
Kesehatan Yang
Memenuhi Standar

72,72

52,72

72,50

Persentase Green
Hospital Yang
Terpenuhi

20

60

300,00

Menurunnya
Angka Kelahiran
Total

TFR (Total Fertility
Rate)

1.83

411.147.890,-

388.819.796,-

94.57

Meningkatnya
Angka Prevalensi
kontrasepsi
Modern

Angka Prevalensi
Modern (Modern
Contraceptive
Prevalence Rate
/mCPR

77,18

70,92

91,89

6.218.133.470,-

388.819.796,-

87.17

1.05

Meningkatnya
Indeks
Pembangunan
Keluarga

Indeks
Pembangunan
Keluarga
(iBangga)

76,87

76,98

100,14

3.980.200.000,-

3.971.137.961 -

99.77

1.00

Meningkatnya tata
kelola
pemerintahan
yang efektif dan
efisien

Nilai (Kategori
Nilai) SAKIP

94

94.606

100,64

Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat

98

99,18

101,20

115.068.461.178,

106.003.473.469,-

92.12

1.09

Cara menghitung tingkat efisiensi :

1. Jika sasaran memiliki 1 indikator

Tingkat Efisiensi =

presentase capaian indikator

presentase realisasi anggaran
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2. Jika sasaran memmiliki indikator lebih dari 1

rata — rata presentase capaian indikator

Tingkat Efisiensi = —
presentase realisasi anggaran

Kategori nilai tingkat efisiensi :

a. Jika mencapai < 1 maka tidak efisien
b. Jika = 1 maka impas
c. Jika > 1 maka efisien

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui semua sasaran Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah efisiensi. Upaya untuk
meningkatkan tingkat efisien salah satunya adalah meningkatkan capaian kinerja
dengan cara evaluasi kebijakan yang ada, meningkatkan program kerja, dan evaluasi

dan monitoring program kerja secara berkesinambungan.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Mendukung Capaian Kinerja
Capaian indikator tersebut tidak terlepas atas dukung oleh Program dan Kegiatan

yang mendukung pencapaian target kinerja dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel 3.29
Analisis Program/Kegiatan Yang Mendukung Capaian KinerjaTahun 2025

Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD yang Dievaluasi

Kode Pemerintahan Dagrah Progr_am (outcome) / dievaluasi (2025) (2025) Permasalahan Rencana Tindak Lanjut
dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Kineri —
inerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.02.0 | PROGRAM PENUNJANG | Cakupan pelayanan jasa 100 % | 115.068.461.178,00 100 | 106.003.473.469,00
1 URUSAN administrasi
PEMERINTAHAN perkantoran yang
DAERAH difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
1.02.0 | Perencanaan, Jumlah Dokumen 92 | 33.303.174,00 75 | 31.803.500,00
1.2.01 | Penganggaran, dan Perencanaan, Dokume Dokume
Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan n n
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang
disusun
1.02.0 | Administrasi Keuangan Persentase Administrasi 100 % | 113.047.340.066,00 100 % | 104.199.966.782,00
1.2.02 | Perangkat Daerah Keuangan Perangkat
Daerah yang diselesaikan
1.02.0 | Administrasi Kepegawaian | Persentase Administrasi 100 % | 13.883.110,00 100 % | 10.798.522,00
1.2.05 | Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat
Daerah yang diselesaikan
1.02.0 | Administrasi Umum Persentase Administrasi 100 % | 302.321.535,00 62.94 % | 271.332.651,00 Efisiensi anggaran. Melaksanakan perencanaan
1.2.06 | Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah Dipergunakan sesuai lebih teliti dalam perhitungan
yang diselesaikan kebutuhan kebutuhan anggaran
1.02.0 | Pengadaan Barang Milik Persentase Pengadaan 100 % | 322.491.042,00 99.46 % | 287.594.201,00
1.2.07 | Daerah Penunjang Urusan | Barang Milik Daerah yang
Pemerintah Daerah diselesaikan
1.02.0 | Penyediaan Jasa Persentase Jasa 100 % | 850.939.082,00 100 % | 737.844.783,00
1.2.08 | Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
yang diselesaikan
1.02.0 | Pemeliharaan Barang Persentase BMD 100 % | 498.183.169,00 100 % | 464.133.030,00
1.2.09 | Milik Daerah Penunjang Penunjang Urusan
Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah
Daerah yang dipelihara
1.02.0 | PROGRAM Angka Kematian Bayi 4.17 per | 53.544.344.921,00 3.81 per | 50.883.007.391,71
2 PEMENUHAN UPAYA 1000 1000
KESEHATAN kelahira kelahira
PERORANGAN DAN n hidup n hidup
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
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Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD yang Dievaluasi

Kode Pemerintahan Dagrah Progr_am (outcome) / dievaluasi (2025) (2025) Permasalahan Rencana Tindak Lanjut
dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Kineri —
inerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.02.0 | Penyediaan Fasilitas Jumlah Fasilitas 22 | 15.520.408.401,00 22 | 14.862.760.367,71
2.2.01 | Pelayanan Kesehatan Kesehatan Dalam Kondisi fasyank fasyank

untuk UKM dan UKP Baik es es

Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota
1.02.0 | Penyediaan Layanan Persentase Anak Usia 99.83 % | 37.229.020.483,00 100 % | 35.339.732.556,00
2.2.02 | Kesehatan untuk UKM Pendidikan Dasar Yang

dan UKP Rujukan Tingkat | Mendapatkan Pelayanan

Daerah Kabupaten/Kota Kesehatan Sesuai Standar
1.02.0 | Penyelenggaraan Sistem Persentase 100 % | 268.643.600,00 100 % | 220.458.801,00
2.2.03 | Informasi Kesehatan Penyelenggaraan Sistem

Secara Terintegrasi Informasi Kesehatan Yang

Diselesaikan

1.02.0 | Penerbitan Izin Rumah Persentase Rumah Sakit 100 % | 526.272.437,00 100 % | 460.055.667,00
2.2.04 | Sakit Kelas C, D dan Kelas C, D dan Fasilitas

Fasilitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan

Kesehatan Tingkat Daerah | yang dibina

Kabupaten/Kota
1.02.0 | PROGRAM Persentase Sumber 94 % | 1.332.796.000,00 94.43 % | 1.198.277.906,00
3 PENINGKATAN Daya Manusia

KAPASITAS SUMBER Kesehatan sesuai

DAYA MANUSIA standart

KESEHATAN
1.02.0 | Pemberian Izin Praktik Persentase ljin Praktek 94 % | 36.760.000,00 93.43 % | 30.789.370,00
3.2.01 | Tenaga Kesehatan di Tenaga Kesehatan Yang

Wilayah Kabupaten/Kota Diberikan
1.02.0 | Perencanaan Kebutuhan Persentase Perencanaan 100 % | 661.962.000,00 100 % | 614.735.336,00
3.2.02 | dan Pendayagunaan Kebutuhan dan

Sumber Daya Manusia Pendayagunaan

Kesehatan untuk UKP dan | Sumberdaya Manusia

UKM di Wilayah Kesehatan untuk UKP

Kabupaten/Kota yang terpenuhi
1.02.0 | Pengembangan Mutu dan | Persentase SDMKes 100 % | 634.074.000,00 100 % | 552.753.200,00
3.2.03 | Peningkatan Kompetensi Sesuai Kompetensi

Teknis Sumber Daya

Manusia Kesehatan

Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota
1.02.0 | PROGRAM SEDIAAN Persentase sediaan 88 % | 701.916.000,00 87.98 % | 595.495.645,00
4 FARMASI, ALAT farmasi, alat kesehatan

KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN

dan makanan minuman
yang memenuhi standar
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Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi

Kode Pemerintahan Dagrah Progr_am (outcome) / dievaluasi (2025) (2025) Permasalahan Rencana Tindak Lanjut
dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Kineri —
inerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.02.0 | Pemberian lIzin Apotek, Persentase Pembinaan 88 % | 98.534.000,00 88 % | 73.961.110,00
4.2.01 | Toko Obat, Toko Alat Terhadap Sarana
Kesehatan dan Optikal, Pelayanan Kefarmasian
Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
1.02.0 | Penerbitan Sertifikat Persentase Pengawasan 100 % | 312.869.000,00 100 % | 278.157.133,00
4.2.03 | Produksi Pangan Industri Sertifikat PIRT dan Nomor
Rumah Tangga dan P-IRT Sebagai ljin
Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi
Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
1.02.0 | Penerbitan Sertifikat Laik Persentase Sertifikat Laik 80 % | 35.000.000,00 80 % | 29.446.300,00
4.2.04 | Higiene Sanitasi Tempat Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan Pengelolaan Makanan
(TPM) antara lain Jasa (TPM) : Jasa Boga,
Boga, Rumah Rumah Makan/Restoran
Makan/Restoran dan dan Depot Air Minum
Depot Air Minum (DAM) (DAM)
1.02.0 | Penerbitan Stiker Persentase Penerbitan 80 % | 35.000.000,00 80 % | 33.720.950,00
4.2.05 | Pembinaan pada Stiker Pembinaan Pada
Makanan Jajanan dan Makanan Jajanan dan
Sentra Makanan Jajanan Sentra Makanan Jajanan
1.02.0 | Pemeriksaan dan Tindak Persentase IRTP Post 100 % | 220.513.000,00 100 % | 180.210.152,00
4.2.06 | Lanjut Hasil Pemeriksaan Market Yang Diawasi Dan
Post Market pada Ditindaklanjuti
Produksi dan Produk
Makanan Minuman
Industri Rumah Tangga
1.02.0 | PROGRAM %Keluarga Sehat 24 % | 4.864.899.400,00 43.89 % | 4.393.001.793,00
5 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
1.02.0 | Advokasi, Pemberdayaan, | Persentase Kecamatan 100 % | 268.479.400,00 100 % | 224.596.579,00
5.2.01 | Kemitraan, Peningkatan Yang Telah Mempunyai
Peran serta Masyarakat Regulasi Gerakan
dan Lintas Sektor Tingkat Masyarakat Hidup Bersih
Daerah Kabupaten/Kota dan Sehat
1.02.0 | Pelaksanaan Sehat dalam | Persentase Rumah tangga 40 % | 1.369.400.000,00 56.85 % | 1.368.439.315,00 Efisiensi sisa rekening perjalan | Melaksanakan perencanaan
5.2.02 | rangka Promotif Preventif berperilaku hidup bersih dinas luar daerah yang masih lebih teliti dalam perhitungan
dan sehat banyak kebutuhan anggaran
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Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi

Kode Pemerintahan Dagrah Progr_am (outcome) / dievaluasi (2025) (2025) Permasalahan Rencana Tindak Lanjut
dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Kineri —
inerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.0 | Pengembangan dan Persentase UKBM yang 100 % | 3.227.020.000,00 100 % | 2.799.965.899,00
5.2.03 | Pelaksanaan Upaya dibina
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.14.0 | PROGRAM Persentase Kampung 27.78 % | 411.147.890,00 53.50 % | 388.819.796,00
2 PENGENDALIAN KB Mandiri
PENDUDUK
2.14.0 | Pemaduan dan Meningkatnya 75 % | 27.747.890,00 100 % | 27.520.590,00
2.2.01 | Sinkronisasi Kebijakan Implementasi Pemaduan
Pemerintah Daerah dan Sinkronisasi
Provinsi dengan Kebijakan Pengendalian
Pemerintah Daerah Penduduk
Kabupaten/Kota dalam
rangka Pengendalian
Kuantitas Penduduk
2.14.0 | Pemetaan Perkiraan Meningkatnya Cakupan 100 % | 383.400.000,00 100 % | 361.299.206,00
2.2.02 | Pengendalian Penduduk dan kualitas pengelolaan
Cakupan Daerah data dan informasi melalui
Kabupaten/Kota teknologi
2.14.0 | PROGRAM PEMBINAAN | Angka Prevalensi 77.20 % | 6.218.133.470,00 70.92 % | 5.420.392.987,00
3 KELUARGA Kontrasepsi Modern
BERENCANA (KB) (Modern Contraceptive
Prevalence Rate/mCPR)
2.14.0 | Pelaksanaan Advokasi, Cakupan Pelaksanaan 100 % | 1.161.000.000,00 100 % | 1.052.388.079,00
3.2.01 | Komunikasi, Informasi dan | Advokasi, Komunikasi,
Edukasi (KIE) Informasi dan Edukasi
Pengendalian Penduduk (KIE) Pengendalian
dan KB Sesuai Kearifan Penduduk Dan Keluarga
Budaya Lokal Berencana Sesuai
Kearifan Lokal
2.14.0 | Pendayagunaan Tenaga Cakupan Pendayagunaan 100 % | 1.802.402.470,00 100 % | 1.798.125.820,00
3.2.02 | Penyuluh KB/Petugas Tenaga Penyuluh
Lapangan KB (PKB/PLKB) | KB/Petugas Lapangan KB
(PKB/PLKB)
2.14.0 | Pengendalian dan Cakupan Pengendalian 100 % | 2.972.731.000,00 100 % | 2.289.368.338,00
3.2.03 | Pendistribusian Dan Pendistribusian

Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi serta
Pelaksanaan Pelayanan

Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi Serta
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Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Target Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun Berjalan yang

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi

Kode Pemerintahan Dagrah Progr_am (outcome) / dievaluasi (2025) (2025) Permasalahan Rencana Tindak Lanjut
dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Kineri ——
inerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9

KB di Daerah Pelaksanaan Pelayanan

Kabupaten/Kota KB di Daerah Kabupaten
2.14.0 | Pemberdayaan dan Persentase jumlah 77.50 % | 282.000.000,00 100 % | 280.510.750,00
3.2.04 | Peningkatan Peran Serta Organisasi

Organisasi Kemasyarakatan dalam

Kemasyarakatan Tingkat pelaksanaan pelayanan

Daerah Kabupaten/Kota dan pembinaan kesertaan

dalam Pelaksanaan ber-KB

Pelayanan dan

Pembinaan Kesertaan

Ber-KB
2.14.0 | PROGRAM Pelaksanaan 59.00 | 3.980.200.000,00 0 | 3.971.137.961,00
4 PEMBERDAYAAN DAN Pembangunan Keluarga IBangga IBangg

PENINGKATAN melalui Pembinaan a

KELUARGA Ketahanan dan

SEJAHTERA (KS) Kesejahteraan Keluarga
2.14.0 | Pelaksanaan Median Usia Kawin 12.66 | 264.400.000,00 20.3 | 255.337.961,00
4.2.01 | Pembangunan Keluarga Pertama Perempuan

Melalui Pembinaan (MUKP)

Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga
2.14.0 | Pelaksanaan dan Persentase Calon 70 % | 3.715.800.000,00 100 % | 3.715.800.000,00
4.2.02 | Peningkatan Peran Serta Pengantin dari Keluarga

Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota
dalam Pembangunan
Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan
dan Kesejahteraan
Keluarga

Resiko Stunting (KRS)
yang mendapatkan
pendampingan
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8. Realisasi Kinerja Target Tujuan Renstra Dinkes PPKB 2021-2026

Tabel berikut menyajikan tujuan pada Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek. Tujuan yang dirumuskan

mencerminkan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan

siklus hidup, peningkatan kualitas penyelenggaraan Program Bangga Kencana dalam

rangka pembangunan sumber daya manusia,

serta penguatan tata kelola

pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif, dan profesional. Indikator

tujuan yang digunakan merupakan indikator strategis yang relevan dan terukur,

sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja secara objektif dari tahun ke tahun.

Tabel 3.30
Realisasi Kinerja Target Tujuan Renstra Dinkes PPKB 2021-2026
Tujuan Indikator Tujuan Target Realisasi
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Meningkatkan Capaian Indikator IKS | 85 90 95 100 8.33 8.33
derajat kesehatan | (Index Keluarga
masyarakat melalui | Sehat) mencapai
pendekatan  siklus | target*
hidup Capaian indikator | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.00 | 58.33 100 58.33
SPM (Standart
Pelayanan  Minimal)
12 indikator™*
Meningkatkan Laju Pertumbuhan | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.51 0.67 -0.30
kualitas Penduduk (LPP)***
penyelenggaraan
Program Bangga
Kencana dalam
peningkatan kualitas
Sumber Daya
Manusia
Meningkatkan Nilai RB Perangkat | 70 71 71.5 72 19892 | n/a n/a n/a
Penyelenggaraan Daerah
Pemerintah Daerah
Yang Bersih, Efekiif,
Efisien, Produktif dan
Profesional

*Sumber : capaian IKS Dinkes PPKB
**Sumber : capaian SPM Dinkes PPKB
*** Sumber : Kabupaten Trenggalek dalam Angka
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+ Capaian Indikator IKS (Index Keluarga Sehat) mencapai target
Formula perhitungan indikator tujuan ini adalah Capaian Indikator IKS (Index Keluarga
Sehat) mencapai target. Pada tahun 2025, indikator IKS yang mencapai target hanya ibu
persalinan di fasilitas kesehatan (100%). Sedangkan indikator yang lainnya belum
terpenuhi, yaitu : keluarga akses jamban sehat (96.47), keluarga akses sarana air bersih
(99.15), keluarga menjadi anggota JKN (53.07), anggota keluarga tidak merokok (59.9),
penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan (94.29), penderita hipertensi
melakukan pengobatan secara teratur (65.29), penderita Tb paru mendapatkan
pengobatan sesuai standar (89.9), balita dipantau pertumbuhannya (99.26), bayi
mendapatkan asi eksklusif (85.17), bayi imunisasi dasar lengkap (99.78), dan keluarga

mengikuti program KB (80.05).

+ Capaian indikator SPM (Standart Pelayanan Minimal) 12 indikator
Formula perhitungan indikator tujuan ini adalah jumlah Indikator SPM mencapai target /
jumlah seluruh indikator SPM. Pada tahun 2025, indikator Pelayanan Kesehatan Ibu
Hamil mencapai 82.79 %, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 95.33 %, Pelayanan
Kesehatan Bayi Baru Lahir 93.52 %, Pelayanan Kesehatan Balita 93.77 %, Pelayanan
Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 100%, Pelayanan Kesehatan Pada Usia
Produktif 100%, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 100%, Pelayanan Kesehatan
Penderita Hipertensi 100%, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100%,
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 100%, Pelayanan
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 100%, Pelayanan Kesehatan Orang Dengan
Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human

Immunodeficiency Virus) 86.82%.

+ Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase
pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Pada tahun 2025 belum ada

data release dari BPS.

+ Nilai RB Perangkat Daerah
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tidak dapat dibandingkan
dikarenakan penilaian RB untuk OPD sudah tidak relevan lagi dengan Permenpan
RB no 3 Tahun 2023.
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9. Rekomendasi Menpan - RB dan tindak lanjut terhadap SAKIP

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Trenggalek merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Sejalan
dengan hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (MenPAN-RB) secara berkala melakukan evaluasi terhadap implementasi
SAKIP guna menilai kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan
kinerja, serta evaluasi dan capaian kinerja instansi pemerintah. Hasil evaluasi SAKIP
yang disampaikan oleh MenPAN-RB memuat rekomendasi perbaikan yang bersifat
strategis dan operasional, sebagai dasar bagi perangkat daerah dalam meningkatkan
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Berikut rekomendasi
Menpan RB terhadap SAKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Trenggalek.

Tabel 3.31
Rekomendasi Menpan-RB pada Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Trenggalek
Tahun 2025
No DokL.lmen Y'fmg Catatan Rencana Aksi Tindak Lanjut
dikoreksi
1 Renstra 2021- | Tujuan “Meningkatkan kualitas Sudah ditindaklanjuti dalam
2026 Dinas penyelenggaraan Program Bangga penyusunan Renstra 2025-2029
Kesehatan Kencana” seharusnya bukan melakukan revisi tujuan yaitu
PPKB menjadi outcome dari dinas Meningkatkan Derajat Kesehatan

Kesehatan PPKB. Seharusnya bisa Masyarakat dan keluarga yang
mengawal terkait kualitas keluarga, berkualitas dengan indikator :
dimana akan didukung dengan 1. Usia Harapan Hidup
pengendalian penduduk. Sehingga 2.1 Bangga

indikator iBangga bisa naik pada

level tujuan

Tujuan Meningkatkan derajat Sudah ditindaklanjuti dalam
kesehatan masyarakat tidak relevan | penyusunan Renstra 2025-2029
diukur dengan indikator Capaian melakukan revisi tujuan yaitu

Indikator IKS (Index Keluarga Sehat) | Meningkatkan Derajat Kesehatan
mencapai target dan Capaian SPM Masyarakat dan keluarga yang
berkualitas dengan indikator :

1. Usia Harapan Hidup

2.1 Bangga
Sasaran Meningkatnya Status Indikator sasaran yang sebelumnya
Kesehatan indikatornya terlalu ada 13 sudah disederhanakan
banyak. Silahkan dipilih yang paling | menjadi 6 indikator. Dalam
mewakilkan penyusunan Renstra 2025-2026,

adapun sasaran renstra Tahun 2026-
2029 adalah "Meningkatnya status
kesehatan masyarakat secara
optimal” yang diukur dengan
indikator:

1. Angka kematian ibu
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Dokumen Yang

KINERJA 2025

dokumen Manual IKU tidak terdapat
dalam PK 2025

No di . Catatan Rencana Aksi Tindak Lanjut
ikoreksi
2. Angka kematian bayi
3. Angka Kematian Balita
4. Prevalensi Stunting
5. Angka Keberhasilan Pengobatan
Tuberculosis (Treatement Success
Rate)
6. Cakupan kepesertaan aktif jaminan
kesehatan nasional (JKN)
Tujuan Meningkatkan derajat Ditindaklanjuti dengan penyusunan
kesehatan masyarakat tidak cukup Renstra 2025-2029, untuk sasaran
didukung hanya dengan sasaran meningkatnya status kesehatan
Meningkatnya Status Kesehatan. masyarakat di dalamnya sudah
Mengapa kualitas pelayanan termasuk pelayanan kesehatan
kesehatan tidak dikawal? karena status kesehatan dipengaruhi
oleh 4 hal yaitu lingkungan, perilaku,
pelayanan kesehatan, dan keturunan
IKU Identifikasi IKU mohon difokuskan Identifikasi IKU sesuai dengan tujuan
sesuai pada rumusan Kinerja Utama | sasaran Rencana Strategis Dinkes
dari Dinas Kesehatan. Sebagian PPKB
besar indikator dapat dikawal pada
level lebih kecil/output (dibawah
Kepala Dinas)
3 PERJANJIAN Beberapa indikator kinerja dalam Mengecek kembali bahwa sudah

sesuai antara indikator IKU: 18
indikator dengan indikator PK 2025 :
18 indikator, antara lain : (1)
prevalensi balita stunting (2) Indeks
keluarga sehat (3) Angka harapan
hidup (4) Angka Kematian Ibu (5)
Angka Kematian Bayi (6) Persentase
puskesmas dengan 9 jenis nakes
sesuai standar (7) Persentase
puskesmas terakreditasi (8)
Persentase rumah sakit rujukan
tingkat kabupaten sesuai standar (9)
Persentase fasilitas kesehatan
swasta sesuai standar (10)
Persentase puskesmas dengan
ketersediaan item obat esensial (11)
Persentase fasilitas pelayanan
kefarmasian (apotek dan toko obat
yang memenuhi standar (12)
Persentase alat kesehatan yang
memenuhi standar (13) Persentase
green hospital yang terpenuhi (14)
TFR (15) Angka prevalensi Modern
(16) Indeks pembangunan keluarga
(17) Nilai SAKIP (18) Nilai IKM

Sasaran “meningkatnya akses mutu
dan pelayanan kesehatan” perlu
memilih indikator yang paling
relevan

Ditindaklanjuti dalam rancangan akhir
Renstra Dinkes PPKB 2025-2029
dengan indikator SMART. Sasaran "
Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat Secara Optimal" dengan
indikator : (1) AKI (2) AKB (3)
Prevalensi Stunting (4) Angka
Keberhasilan Pengobatan
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Dokumen Yang

No di . Catatan Rencana Aksi Tindak Lanjut
ikoreksi
Tuberculosis (Treatment Success
Rate) (5) AKBa (6) Cakupan
Kepesertaan Aktif Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Sasaran “menurunnya angka Ditindaklanjuti dalam rancangan akhir
kelahiran total” apakah memang Renstra Dinkes PPKB 2025-2029
kondisi di Trenggalek sudah sangat | dengan sasaran "Meningkatnya
padat penduduk sehingga angka Keluarga Yang Berkualitas"
kelahiran harus diturunkan? Mungkin
bisa memakai sasaran
“Terkendalinya pertumbuhan
penduduk”
Meningkatnya angka pravelansi Sasaran sudah ditindaklanjuti dalam
kontrasepsi modern adalah strategi rancangan akhir Renstra Dinkes
untuk mendorong kualitas PPKB 2025-2029
pengendalian penduduk. Sasaran ini
baiknya tidak perlu dikawal oleh
Kepala Dinas
4 Laporan Laporan Kinerja belum terdapat Laporan kinerja telah ditindaklanjuti
Kinerja Dinas Perbandingan Target dan Realisasi pada BAB IIl Tabel 3.4
Kesehatan Kinerja Tahun 2024 terhadap Target
PPKB Akhir Tahun Renstra

Analisis Program/Kegiatan yang
menunjang Untuk Pencapaian
Kinerja Sasaran perlu ditingkatkan
kualitasnya. Karena hanya
ditampilkan terkait penyerapan
anggaran dari tiap program.
Tambahkan penjelasan khususnya
untuk program-program prioritas dari
Dinas Kesehatan

Laporan Kinerja telah ditindaklanjuti
pada BAB IIl Tabel 3.26

Perlu memperhatikan data yang
disampaikan dan perhitungannya.
Masih ditemukan perhitungan data
yang tidak benar tampilannya
(tabel 3.22 perbandingan capaian
dengan standar nasioanal kolom
persentase capaian)

Laporan Kinerja telah ditindaklanjuti
pada BAB Ill Tabel 3.25

10. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang

diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut:

Tabel 3.32

Rekomendasi DPRD pada Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Trenggalek

Tahun 2025

No.

Rekomendasi DPRD Tahun
N-1 (2025)

Tindak Lanjut

Tujuan/Masalah yang
diselesaikan

Penguatan pondasi sistem
pembangunan SDM melalui
Pendidikan dan Kesehatan
yang maju guna menjamin

Melaksanakan
Transformasi Digital
Kesehatan dengan
mengimplementasikan

Untuk efisiensi pelayanan.
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Rekomendasi DPRD Tahun . . Tujuan/Masalah yang

e N-1 (2025) UICELS LA diselesaikan
akses dan level pelayanan transformasi digital
Pendidikan dan kesehatan kesehatan (seperti sistem
yang berdaya saing regional | "Satu Sehat")
dan nasional

Penguatan Pelayanan Untuk mewujudkan derajat
Primer & Preventif dengan kesehatan masyarakat yang
memperkuat Puskesmas optimal melalui pendekatan
dan sarana prasarana promotif dan preventif. Upaya
kesehatan, serta ini berfokus pada
meningkatkan kesadaran pencegahan penyakit
hidup sehat (preventif). sebelum terjadi, sekaligus
mendekatkan akses
pelayanan kesehatan dasar
yang bermutu dan merata
kepada seluruh masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas Peningkatan Akses dan menciptakan pelayanan yang
pelayanan dasar guna Mutu Pelayanan Kesehatan | lebih komprehensif,
menciptakan individu yang Dasar melalui integrasi terjangkau, dan berpusat
berdaya saing global, layanan primer (ILP), pada individu/masyarakat,
kapabel, adaptif, sehat, dan pemenuhan sarana- yang disesuaikan dengan
produktif prasarana kesehatan yang | siklus hidup, mulai dari bayi

memadai, peningkatan hingga lansia.
kualitas SDM kesehatan

dan pengembangan

jejaring layanan penyakit

prioritas untuk menjamin

kesehatan masyarakat

secara merata.

3. Penguatan pengetahuan, Pemberian PMT Lokal Meningkatkan derajat
kapabilitas, dan kualitas Adanya berbagai inovasi | kesehatan ibu, anak dan
kesehatan ibu dan anak dan | yang dilaksanakan remaja
remaja melalui pendekatan
kearifan lokal

4, Penguatan kualitas, Implementasi Integrasi Meningkatkan kualitas dan
kompetensi, dan kapabilitas | Layanan Primer (ILP) mutu pelayanan kesehatan
tenaga Kesehatan melalui penguatan kepada masyarakat

kompetensi SDM di
fasyankes untuk memenuhi
standar pelayanan berbasis
siklus hidup.

Sertifikasi dan Registrasi
melalui uji kompetensi
untuk mendapatkan
sertifikat
kompetensi/profesi dan
Surat Tanda Registrasi
(STR).

11. Perolehan Penghargaan Prestasi

Adapun perolehan penghargaan / prestasi Urusan Kesehatan yang telah diraih

pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Laporan Kinerja Dinkes PPKB




Tabel 3.33
Penghargaan Prestasi Dinkes PPKB Kabupaten Trenggalek Tahun 2025

No

Jenis Penghargaan Pemberi Penghargaan

1. | Finalis Top Inovasi KIPP Tahun 2025
Kelompok Umum atas inovasi SATSET-
RING (SATU MINGGU, SATU INFO SEHAT
TERPADU VIA DARING)

Pemerintah
Trenggalek

Kabupaten

2. | Keberhasilan dalam Menyelenggarakan | Kementrian Kesehatan RI

Kabupaten/ Kota Sehat Tahun 2025

3. | Anugerah Inovasi Daerah dan Inovasi

Teknologi (INOTEK AWARD)

12. Inovasi
Adapun Inovasi Urusan Kesehatan yang telah diraih pada tahun 2025 sebagaimana
tabel berikut:

Tabel 3.34
Inovasi pada Dinkes PPKB Kabupaten Trenggalek Tahun 2025
Judul Bentuk . ; Urusan Qrusan
Inovasi Inovasi Jenis Asta Cipta Utama Ialn_ yang
beririsan
Keluarga Inovasi Non Memperkuat kesehatan | sosial
Sehat Yang | pelayanan | Digital | pembangunan
Beruntung | publik sumber daya manusia
(KSYB) (SDM), sains,
teknologi, pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda,
dan penyandang
disabilitas.

2 | DASI Inovasi Non Memperkuat kesehatan | lingkungan
EMAS pelayanan | Digital | pembangunan hidup,pemb
(Desa publik sumber daya manusia erdayaan
Siaga (SDM), sains, masyarakat
dengan teknologi, pendidikan, dan Desa
Implementa kesehatan, prestasi
si Germas) olahraga, kesetaraan

gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda,
dan penyandang
disabilitas.
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Urusan

Judul Bentuk . . Urusan .
Inovasi Inovasi Jenis Asta Cipta Utama Ialn_ yang
beririsan
CAPING Inovasi Non Memperkuat kesehatan | sosial,pemb
KEREN pelayanan | Digital | pembangunan erdayaan
publik sumber daya manusia masyarakat
(SDM), sains, dan Desa
teknologi, pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda,
dan penyandang
disabilitas.
Si Inovasi Non Memperkuat pendidikan | kesehatan
GERMAS pelayanan | Digital | pembangunan
d'LILA publik sumber daya manusia
(SDM), sains,
teknologi, pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda,
dan penyandang
disabilitas.
CAPING Inovasi Non Memperkuat kesehatan | sosial
KEREN pelayanan | Digital | pembangunan
(Cargiver publik sumber daya manusia
Pendampin (SDM), sains,
g Kelompok teknologi, pendidikan,
Rentan) kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda,
dan penyandang
disabilitas.
IG Inovasi Non Memperkuat kesehatan | pangan,kop
MASEH” pelayanan | Digital | pembangunan erasi,
(IJIN publik sumber daya manusia usaha kecil,
GAMPANG (SDM), sains, dan
MENDAPA teknologi, pendidikan, menengah
TKAN kesehatan, prestasi
SERTIFIKA olahraga, kesetaraan
T PIRT gender, serta
DAN LAIK penguatan peran
SEHAT) perempuan, pemuda,

dan penyandang
disabilitas.
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Urusan

N Judul Bentuk . ; Urusan .
o Inovasi Inovasi Jenis Asta Cipta Utama Ialn_ yang
beririsan

7| Si Inovasi Tekno | Memperkuat pendidikan | kesehatan,
GERMAS Daerah logi pembangunan pangan,ling
d'LILA lainnya sumber daya manusia kungan
(Implemtasi | sesuai (SDM), sains, hidup,kepe
Gerakan dengan teknologi, pendidikan, mudaan
Masyarakat | Urusan kesehatan, prestasi dan olah
Hidup Pemerinta olahraga, kesetaraan raga,kelaut
Sehat Di han yang gender, serta an dan
Lingkungan | menjadi penguatan peran perikanan,p
Sekolah) kewenang perempuan, pemuda, ertanian

an Daerah dan penyandang
disabilitas.

8 | "SI Inovasi Digital | Memperkuat kesehatan | sosial
GANTENG" | pelayanan pembangunan
PSC 119 publik sumber daya manusia

(SDM), sains,
teknologi, pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda,
dan penyandang
disabilitas.

9 | DAPUR Inovasi Non Memperkuat kesehatan | sosial,pang
CINTA pelayanan | Digital | pembangunan an,pemberd
(DAPUR publik sumber daya manusia ayaan
CEGAH (SDM), sains, masyarakat
DAN ATASI teknologi, pendidikan, dan Desa
STUNTING kesehatan, prestasi
BALITA) olahraga, kesetaraan

gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda,
dan penyandang
disabilitas.

1 | PENTAS Inovasi Digital | Memperkuat kesehatan | sosial,pemb

0 | BUMIL pelayanan pembangunan erdayaan
ASIK publik sumber daya manusia masyarakat
(PENDAMP (SDM), sains, dan Desa
INGAN teknologi, pendidikan,

TUNTAS kesehatan, prestasi
IBU HAMIL olahraga, kesetaraan
SAMPAI gender, serta

ASI penguatan peran
EKSKLUSI perempuan, pemuda,
F) dan penyandang

disabilitas.
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N| Judul Bentuk , : Urusan Urusan
o Inovasi Inovasi Jenis Asta Cipta Utama Ialn_ yang
beririsan
1 | GADIS Inovasi Non Memperkuat pengendali
1 | DASHAT Daerah Digital | pembangunan an
(Gerakan lainnya sumber daya manusia | penduduk
Dasa sesuai (SDM), sains, dan
Wisma dengan teknologi, pendidikan, | keluarga
Dapur Urusan kesehatan, prestasi berencana
Sehat Atasi | Pemerinta olahraga, kesetaraan
Stunting) han yang gender, serta
menjadi penguatan peran
kewenang perempuan, pemuda,
an Daerah dan penyandang
disabilitas.

Sumber : Inovatif Goverment Award

lll.2 Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka mencapai kinerja, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek tidak dapat dilapaskan dari segi
anggaran, berdasarkan realisasi per 31 Desember 2025 maka dapat didapatkan

efisiensi maupun kualitas pelaksanaan anggaran seperti yang tertera pada Perjanjian

Kinerja Tahun 2025, adapun realisasi anggaran sebagai berikut.

Tabel 3.35

Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2025

KODE PROGRAM

PAGU ANGGRAN

REALISASI

%

1.02.01

KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

115.068.461.178,00

106.003.473.469,00

92.12

1.02.02

UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN

53.544.344.921,00

50.883.007.391,71

95.03

1.02.03

MANUSIA KESEHATAN

PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA

1.332.796.000,00

1.198.277.906,00

89.91

1.02.04

MINUMAN

PROGRAM SEDIAAN FARMASI,
ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN

701.916.000,00

595.495.645,00

84.84

1.02.05
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN

4.864.899.400,00

4.393.001.793,00

90.30

2.14.02
PENDUDUK

PROGRAM PENGENDALIAN

411.147.890,00

388.819.796,00

94.57

2.14.03

PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA BERENCANA (KB)

6.218.133.470,00

5.420.392.987,00

87.17

2.14.04

SEJAHTERA (KS)

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN KELUARGA

3.980.200.000,00

3.971.137.961,00

99.77

Sumber : Simonev Kabupaten Trenggalek Tahun 2025
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Pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan Kesehatan yang dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Trenggalek melalui sejumlah lima (8) program dan tiga puluh (30) kegiatan dan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 186.121.898.859,-,- dan terealisasi sebesar
Rp. 172.853.606.948,71,- atau 92.87%.

Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan

Masyarakat dengan kegiatan :

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.520.408.401,-
yang dipergunakan untuk pengembangan puskesmas, Pengembangan RS,
rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas, pengadaan prasarana dan
pendukung fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan alat kesehatan/ alat
penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan dan pemeliharaan
alat kalibrasi, pengadaan obat, vaksin, dan pengadaan bahan habis pakai.
Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 14.862.760.367,71,- atau 95.87 %

b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 37.229.020.483,- yang
dipergunakan untuk pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, pengelolaan
pelayanan kesehatan ibu bersalin, pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru
lahir, pengelolaan pelayanan kesehatan balita, pengelolaan pelayanan
kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Orang Terduga Tuberkulosis, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV, pengelolaan pelayanan kesehatan bagi
penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (klb), pengelolaan pelayanan
kesehatan gizi masyarakat, pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan
olahraga, pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, pengelolaan
pelayanan promosi kesehatan, pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional,
akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya, pengelolaan surveilans

kesehatan, pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular,
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pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kabupaten/kota
sehat, operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya (ipal labkesda),
pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota, dan pelaksanaan
kewaspadaan dini dan respon wabah, Pengambilan dan Pengiriman Spesimen
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional, Investigasi Awal
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian |Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal), Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis,
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV), Pengelolaan
pelayanan kesehatan Malaria, Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak,
Operasional Pelayanan Puskesmas, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Reproduksi, Operasional Pelayanan Rumah Sakit. Adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 35.339.732.556,- atau 94.93 %

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi jumlah
dana Rp. 268.643.600,- realisasi : Rp. 220.458.801,- (82.06%)

d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp.
526.272.437,- yang dipergunakan untuk peningkatan mutu pelayanan fasilitas
kesehatan dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan

rujukan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 460.055.667,- atau 87.42%

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan
Kegiatan :

a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota dengan
alokasi dana sebesar Rp. 36.760.000,- yang dipergunakan untuk Pengendalian
Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
30.789.370,- atau 83.76%.

b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota dengan alokasi
dana sebesar Rp. 661.962.000,- yang dipergunakan untuk Pemenuhan
Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar, Pembinaan dan
Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 614.735.336,- atau 92.17%.

c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana
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sebesar Rp. 634.074.000,- yang dipergunakan untuk Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
552.753.200,- atau 87.17 %
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dengan
kegiatan :

a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan alokasi dana sebesar Rp. 98.534.000,-
yang dipergunakan untuk Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan
Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 73.961.110,- atau 75.06 %

b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-
IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga dengan alokasi dana sebesar Rp.
312.869.000,- yang dipergunakan untuk Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga. Adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 278.157.133,- atau 89.91%

c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
dengan alokasi dana sebesar Rp. 35.000.000,- yang dipergunakan untuk
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain
Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM). Adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 29.446.300,- atau 84.13%.

d. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan
Jajanan dengan alokasi dana sebesar Rp. 35.000.000,- yang dipergunakan
untuk Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker
Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan. Adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 33.720.950 atau 96.35%

e. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi
dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga dengan alokasi dana
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sebesar Rp. 220.513.000,- yang dipergunakan untuk Pemeriksaan Post Market
pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan. Adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 180.210.152,- atau 81.72%

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan kegiatan :

a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan
Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp.
268.479.400,- yang dipergunakan untuk Peningkatan Upaya Promosi
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 224.596.579,- atau 83.66%

b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.369.400.000,- yang
dipergunakan untuk Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.368.439.315,- atau
99.93%

c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana
sebesar Rp. 3.227.020.000,- dipergunakan untuk Bimbingan Teknis dan
Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 52.799.965.899,-
atau 86.77%.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan
kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 33.303.174,- yang dipergunakan untuk Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 31.803.500,- atau 95.50 %

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.
113.047.340.066,- yang dipergunakan untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 104.199.966.782,- atau 92.17%
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c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.
13.883.110,- yang dipergunakan untuk Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Atributnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.798.522,- atau 77.78%

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.
302.321.535,- yang dipergunakan untuk Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 271.332.651,- atau 89.75%

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi
dana sebesar Rp. 977.153.700,- yang dipergunakan untuk Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 887.990.301,- atau
90,88 %

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan alokasi dana sebesar Rp. 498.183.169,- yang dipergunakan untuk
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 464.133.030,- atau 93.17%.

Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek melalui
sejumlah tiga (3) program dan delapan (8) kegiatan dan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 10.609.481.360,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.780.350.744,- atau
92.19%.
1.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan kegiatan :

a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk dengan alokasi dana sebesar Rp. 27.747.890,- yang dipergunakan
untuk Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang
Kependudukan dan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan
SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal. Adapun realisasi keuangan sebesar
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Rp 27.520.590,- atau 99.18 %

b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
dengan alokasi dana sebesar Rp. 383.400.000,- yang dipergunakan untuk
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga,
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, dan Pengolahan dan Pelaporan
Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB. Adapun realisasi keuangan
sebesar Rp 361.299.206,- atau 94.24 %

2.Program Pengendalian Penduduk dengan kegiatan :

a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan alokasi dana sebesar
Rp. 1.161.000.000,- yang dipergunakan untuk Pengelolaan Operasional dan
Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana, Pelaksanaan Mekanisme
Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan
(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok),
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan
Elektronik serta Media Luar Ruang, dan Advokasi Program Bangga kencana oleh
pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja. Adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 1.052.388.079,- atau 90.64%

b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.802.402.470,- yang dipergunakan untuk

Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Pembinaan IMP dan
Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB, dan Fasilitasi
Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan
Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh
Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB). Adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 1.798.125.820,- atau 99.76 %

c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana
sebesar Rp. 2.972.731.000,- yang dipergunakan untuk Pengendalian
Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan
KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, Peningkatan
Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP),
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan
MKJP, Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB, Pembinaan Pelayanan
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Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan
termasuk Jaringan dan Jejaringnya, dan Dukungan Operasional Pelayanan KB
Bergerak. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.289.368.338,- atau 77.01%

d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan alokasi dana sebesar Rp. 282.000.000,-
yang dipergunakan untuk Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan
dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB dan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga
Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas. Adapun realisasi keuangan sebesar
Rp. 280.510.750,- atau 99,47 %

6. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dilaksanakan
melalui kegiatan :

a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga dengan alokasi dana sebesar Rp. 264.400.000,- yang
dipergunakan untuk Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan
Keluarga Sejahtera (PPKS) dan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 255.337.961,- atau 96.57%.

b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan alokasi dana
sebesar Rp. 3.715.800.000,- dipergunakan untuk Pemantauan Data dan
Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon
PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) dan Pendampingan
Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu
Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita). Adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 3.715.800.000,- atau 100%.

Adapun rincian keuangan dapat di lihat pada tabel berikut.
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Keluarga Berencana Kabupaten Tren

Tabel 3.36
Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan

galek Tahun 2025

Kode

Program/Kegiatan/
SubKegiatan

PAGU 2025

REALISASI 2025

%

Permasalahan

RTL

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

175.512.417.499,00

163.073.256.204,71

92,91

1.02.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

115.068.461.178,00

106.003.473.469,00

92,12

1.02.01.2.01

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

33.303.174,00

31.803.500,00

95,50

1.02.01.2.01.0001

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

14.559.281,00

14.019.000,00

96,29

1.02.01.2.01.0006

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

18.743.893,00

17.784.500,00

94,88

1.02.01.2.02

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

113.047.340.066,00

104.199.966.782,00

92,17

1.02.01.2.02.0001

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

112.751.936.584,00

103.927.112.582,00

92,17

1.02.01.2.02.0002

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

201.577.500,00

183.177.000,00

90,87

1.02.01.2.02.0003

Pelaksanaan
Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

34.158.901,00

33.385.500,00

97,74

1.02.01.2.02.0007

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran
SKPD

59.667.081,00

56.291.700,00

94,34

1.02.01.2.05

Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

13.883.110,00

10.798.522,00

77,78

1.02.01.2.05.0003

Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

13.883.110,00

10.798.522,00

77,78

1.02.01.2.06

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

302.321.535,00

271.332.651,00

89,75

1.02.01.2.06.0002

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

124.814.508,00

111.482.916,00

89,32

1.02.01.2.06.0005

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

71.240.100,00

68.387.305,00

96,00

1.02.01.2.06.0009

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

106.266.927,00

91.462.430,00

86,07

1.02.01.2.07

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

322.491.042,00

287.594.201,00

89,18

1.02.01.2.07.0006

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

322.491.042,00

287.594.201,00

89,18

1.02.01.2.08

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

850.939.082,00

737.844.783,00

86,71

1.02.01.2.08.0002

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

398.976.600,00

312.546.670,00

78,34

1.02.01.2.08.0004

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

451.962.482,00

425.298.113,00

94,10

1.02.01.2.09

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

498.183.169,00

464.133.030,00

93,17

1.02.01.2.09.0002

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

124.971.919,00

120.077.237,00

96,08
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Program/Kegiatan/

gee SubKegiatan

PAGU 2025 REALISASI 2025 % Permasalahan RTL

1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan 53.088.980,00 38.058.320,00 71,69
dan Mesin Lainnya

1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi 320.122.270,00 305.997.473,00 95,59
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

1.02.02 PROGRAM 53.544.344.921,00 50.883.007.391,71 95,03
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas 15.520.408.401,00 14.862.760.367,71 95,76
Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan 2.745.893.010,00 2.632.453.115,79 95,87
Puskesmas

1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan 2.488.146.178,00 2.419.548.527,92 97,24
Pemeliharaan Puskesmas

1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat 2.411.256.213,00 2.370.188.400,00 98,30
Kesehatan/Alat
Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan 7.872.913.000,00 7.440.570.324,00 94,51
Habis Pakai, Bahan
Medis Habis Pakai,,
Vaksin, Makanan dan
Minuman di Fasilitas
Kesehatan

1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan 2.200.000,00 0,00 0,00
Kesehatan Dasar Melalui
Pendekatan Keluarga

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan 37.229.020.483,00 35.339.732.556,00 94,93
Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan 60.000.000,00 47.727.400,00 79,55
Kesehatan Ibu Hamil

1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan 108.022.000,00 42.583.580,00 39,42
Kesehatan Ibu Bersalin

1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan 45.000.000,00 30.803.080,00 68,45
Kesehatan Bayi Baru
Lahir

1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan 45.000.000,00 35.698.940,00 79,33
Kesehatan Balita

1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan 57.000.000,00 45.761.520,00 80,28

Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar

1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan 59.130.000,00 52.959.971,00 89,57
Kesehatan pada Usia
Produktif

1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan 70.460.000,00 43.922.080,00 62,34
Kesehatan pada Usia
Lanjut

1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan 59.130.000,00 44.088.720,00 74,56
Kesehatan Penderita
Hipertensi

1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan 55.020.000,00 44.402.000,00 80,70
Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus

1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan 57.906.000,00 45.773.700,00 79,05
Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat

1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan 65.945.000,00 59.988.513,00 90,97
Kesehatan Orang
Terduga Tuberkulosis

1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan 55.000.000,00 46.065.600,00 83,76
Kesehatan Orang dengan
Risiko Terinfeksi HIV

1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan 1.163.589.191,00 965.869.624,00 83,01
Kesehatan Gizi
Masyarakat
1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan 45.350.000,00 35.477.500,00 78,23 | Keg 1. Pemutakhiran
Kesehatan Kerja dan dilaksanakan standar biaya
Olahraga di puskesmas konsumsi
shg tdk perlu (SSH) dalam
anggaran perencanaan
BBM, utk anggaran

narsum bareng
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Program/Kegiatan/

Kode S - PAGU 2025 REALISASI 2025 % Permasalahan RTL
ubKegiatan
kegiatan lain 2. Peningkatan
dan ada yg monitoring
pake zoom dan evaluasi
meeting pelaksanaan
sehingga tdk kegiatan
terserap dan ,
utk makmin
harga SSH
tidak sama
dengan yang
diserap
1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan 110.000.000,00 100.221.922,00 91,11
Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan 201.641.000,00 186.441.450,00 92,46
Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan 15.850.000,00 1.120.000,00 7,07
Kesehatan Tradisional,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri, dan Tradisional
Lainnya
1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans 154.980.000,00 65252479 42.10
Kesehatan
1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya 18.505.600,00 12709750 68.68 | sesuai Peningkatan
Pengurangan Risiko kejadian monitoring dan
Krisis Kesehatan dan bencana evaluasi secara
Pasca Krisis Kesehatan berkala
1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan 778.590.000,00 500.907.814,00 64,34
Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan 32.135.348.217,00 31.746.392.482,00 98,79
Kesehatan Masyarakat
1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan 52.975.000,00 0,00 0,00
Pengiriman Spesimen
Penyakit Potensial KLB
ke Laboratorium
Rujukan/Nasional
1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan 63.500.000,00 45.689.400,00 71,95 | Keg Penyesuaian
Kabupaten/Kota Sehat dilaksanakan perencanaan
bareng komponen
kegiatan lain anggaran
sehingga kegiatan
mengurangi
anggaran,
harga SSH
makmin tidak
sama dengan
yang diserap,
kegiatan
pembinaan
ada yang
sudah
teranggarkan
dari dana BOK
Puskesmas
1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan 423.857.000,00 415.767.500,00 98,09
Fasilitas Kesehatan
Lainnya
1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi 24.458.000,00 20.993.780,00 85,84
Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan 25.190.600,00 15.540.650,00 82.74 | tidak ada Penyesuaian
Kewaspadaan Dini dan wabah,dan perencanaan
Respon Wabah kegiatan komponen
berupa kasus anggaran
suspek dan kegiatan
rumor
1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan 220.589.875,00 159.388.480,00 72,26
kesehatan orang dengan
Tuberkulosis
1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan 35.000.000,00 23.666.100,00 67,62
kesehatan orang dengan
HIV (ODHIV)
1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan 23.000.000,00 15.407.400,00 66,99
kesehatan Malaria
1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya 998.983.000,00 582.614.000,00 58,32
kesehatan lbu dan Anak
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan 268.643.600,00 220.458.801,00 82,06
Sistem Informasi
Kesehatan Secara
Terintegrasi
1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem 268.643.600,00 220.458.801,00 82,06 | Sisa Pagu Penyesuaian
Informasi Kesehatan anggaran perencanaan
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Program/Kegiatan/

Kode S - PAGU 2025 REALISASI 2025 % Permasalahan RTL
ubKegiatan
pembelian komponen
belanja modal, anggaran
jasa kegiatan
pemeliharan
RME Elink
dianggarkan 5
bulan yang
bisa
direalisasikan
hanya 3 bulan
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah 526.272.437,00 460.055.667,00 87,42
Sakit Kelas C, D dan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu 122.000.000,00 109.805.450,00 90,00
Pelayanan Fasilitas
Kesehatan
1.02.02.2.04.0004 | Penyiapan Perumusan 404.272.437,00 350.250.217,00 86,64
dan Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
1.02.03 PROGRAM 1.332.796.000,00 1.198.277.906,00 89,91
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik 36.760.000,00 30.789.370,00 83,76
Tenaga Kesehatan di
Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.01.0001 | Pengendalian Perizinan 36.760.000,00 30.789.370,00 83,76 | Berkurangnya Penyesuaian
Praktik Tenaga pengajuan perencanaan
Kesehatan Praktek komponen
Mandiri anggaran
dikarenakan kegiatan
penyesuaian
UU dimana
yang bisa
melakukan
praktek
mandiri harus
gelar Profesi,
penyerapan
anggaran
berkurang
menyesuaikan
jumlah
pengajuan
Praktek
mandiri yang
ada.
1.02.03.2.02 Perencanaan 661.962.000,00 614.735.336,00 92,87
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan 661.962.000,00 614.735.336,00 92,87
Sumber Daya Manusia
Kesehatan Sesuai
Standar
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu 634.074.000,00 552.753.200,00 87,17
dan Peningkatan
Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan 634.074.000,00 552.753.200,00 87,17 | adanya Penyesuaian
Peningkatan Kompetensi perubahan perencanaan
Teknis Sumber Daya peserta komponen
Manusia Kesehatan pelatihan, anggaran
Tingkat Daerah efisiensi kegiatan
Kabupaten/Kota anggaran

perjadin dalam
kota (nominal
perjalanan
dinas lebih
rendah dari
SSH)
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Kode

Program/Kegiatan/
SubKegiatan

PAGU 2025

REALISASI 2025

%

Permasalahan

RTL

1.02.04

PROGRAM SEDIAAN
FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN

701.916.000,00

595.495.645,00

84,84

1.02.04.2.01

Pemberian Izin Apotek,
Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

98.534.000,00

73.961.110,00

75,06

1.02.04.2.01.0001

Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
Perizinan Apotek, Toko
Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

98.534.000,00

73.961.110,00

75,06

1. Adanya
efisiensi
anggaran pada
perjalanan
dinas, 2.
Nominal pada
penyerapan
perjalanan
dinas lebih
rendah dari
SSH yang ada,
3. Tenaga
pengemudi
tidak
mendapatkan
honor
perjalanan
dinas

Penyesuaian
perencanaan
komponen
anggaran
kegiatan

1.02.04.2.03

Penerbitan Sertifikat
Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga
dan Nomor P-IRT
sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga

312.869.000,00

278.157.133,00

88,91

1.02.04.2.03.0001

Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-IRT
sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga

312.869.000,00

278.157.133,00

88,91

1.02.04.2.04

Penerbitan Sertifikat
Laik Higiene Sanitasi
Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) antara
lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)

35.000.000,00

29.446.300,00

84,13

1.02.04.2.04.0001

Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
Penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan
(TPM) antara lain Jasa
Boga, Rumah
Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)

35.000.000,00

29.446.300,00

84,13

1.02.04.2.05

Penerbitan Stiker
Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan
Sentra Makanan
Jajanan

35.000.000,00

33.720.950,00

96,35

1.02.04.2.05.0001

Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Penerbitan Stiker
Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan
Sentra Makanan Jajanan

35.000.000,00

33.720.950,00

96,35

1.02.04.2.06

Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Post
Market pada Produksi
dan Produk Makanan
Minuman Industri
Rumah Tangga

220.513.000,00

180.210.152,00

81,72
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1.02.04.2.06.0001

Pemeriksaan Post Market
pada Produk Makanan-
Minuman Industri Rumah
Tangga yang Beredar dan
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan

220.513.000,00

180.210.152,00

81,72

1.02.05

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN

4.864.899.400,00

4.393.001.793,00

90,30

1.02.05.2.01

Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan, Peningkatan
Peran serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

268.479.400,00

224.596.579,00

83,66

1.02.05.2.01.0001

Peningkatan Upaya
Promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

268.479.400,00

224.596.579,00

83,66

1.02.05.2.02

Pelaksanaan Sehat
dalam rangka Promotif
Preventif Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

1.369.400.000,00

1.368.439.315,00

99,93

1.02.05.2.02.0001

Penyelenggaraan
Promosi Kesehatan dan
Gerakan Hidup Bersih
dan Sehat

1.369.400.000,00

1.368.439.315,00

99,93

1.02.05.2.03

Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat
(UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

3.227.020.000,00

2.799.965.899,00

86,77

1.02.05.2.03.0001

Bimbingan Teknis dan
Supervisi Pengembangan
dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

3.227.020.000,00

2.799.965.899,00

86,77

anggaran
cetak media,
perjadian
dalam dan
luar, honor
narasumber
dan hadiah
masih tersisa
banyak

Penyesuaian
perencanaan
komponen
anggaran
kegiatan

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

10.609.481.360,00

9.780.350.744,00

92,19

2.14.02

PROGRAM
PENGENDALIAN
PENDUDUK

411.147.890,00

388.819.796,00

94,57

2.14.02.2.01

Pemaduan dan
Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah
Provinsi dengan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam
rangka Pengendalian
Kuantitas Penduduk

27.747.890,00

27.520.590,00

99,18

2.14.02.2.01.0004

Pelaksanaan
Survei/Pendataan Indeks
Pengetahuan Masyarakat
tentang Kependudukan

24.000.000,00

23.874.990,00

99,48

2.14.02.2.01.0009

Advokasi, Sosialisasi dan
Fasilitasi Pelaksanaan
Pendidikan
Kependudukan Jalur
Formal di Satuan
Pendidikan Jenjang
SD/MI dan SLTP/MTS,
Jalur Nonformal dan
Informal

3.747.890,00

3.645.600,00

97,27

2.14.02.2.02

Pemetaan Perkiraan
Pengendalian Penduduk
Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota

383.400.000,00

361.299.206,00

94,24

2.14.02.2.02.0009

Pembinaan dan
Pengawasan

60.000.000,00

57.842.215,00

96,40

Laporan Kinerja Dinkes PPKB




Kode

Program/Kegiatan/
SubKegiatan

PAGU 2025

REALISASI 2025

%

Permasalahan

RTL

Penyelenggaraan Sistem
Informasi Keluarga

2.14.02.2.02.0012

Pencatatan dan
Pengumpulan Data
Keluarga

155.400.000,00

155.400.000,00

100,00

2.14.02.2.02.0013

Pengolahan dan
Pelaporan Data
Pengendalian Lapangan
dan Pelayanan KB

168.000.000,00

148.056.991,00

88,13

2.14.03

PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA (KB)

6.218.133.470,00

5.420.392.987,00

87,17

2.14.03.2.01

Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk
dan KB Sesuai Kearifan
Budaya Lokal

1.161.000.000,00

1.052.388.079,00

90,64

2.14.03.2.01.0008

Pengendalian Program
KKBPK

0,00

#DIV/0!

2.14.03.2.01.0009

Penyediaan dan Distribusi
Sarana KIE Program
Bangga Kencana

0,00

#DIV/0!

2.14.03.2.01.0010

Pengelolaan Operasional
dan Sarana di Balai
Penyuluhan Bangga
Kencana

686.000.000,00

594.238.800,00

86,62

2.14.03.2.01.0011

Pelaksanaan Mekanisme
Operasional Program
Bangga Kencana melalui
Rapat Koordinasi
Kecamatan (Rakorcam),
Rapat Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)

100.000.000,00

92.415.000,00

92,42

2.14.03.2.01.0012

Promosi dan KIE Program
Bangga Kencana Melalui
Media Massa Cetak dan
Elektronik serta Media
Luar Ruang

125.000.000,00

124.852.859,00

99,88

2.14.03.2.01.0014

Advokasi Program
Bangga kencana oleh
pokja advokasi kepada
Stakeholders dan Mitra
Kerja

250.000.000,00

240.881.420,00

96,35

2.14.03.2.02

Pendayagunaan Tenaga
Penyuluh KB/Petugas
Lapangan KB
(PKB/PLKB)

1.802.402.470,00

1.798.125.820,00

99,76

2.14.03.2.02.0004

Penggerakan Kader
Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP)

1.756.000.000,00

1.753.452.000,00

99,85

2.14.03.2.02.0005

Pembinaan IMP dan
Program Bangga
Kencana di Lini
Lapangan oleh
PKB/PLKB

10.000.000,00

9.975.000,00

99,75

2.14.03.2.02.0006

Fasilitasi Pelaksanaan
Penyuluhan,
Penggerakan, Pelayanan
dan Pengembangan
Program Bangga
Kencana untuk Petugas
Keluarga
Berencana/Penyuluh
Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)

36.402.470,00

34.698.820,00

95,32

2.14.03.2.03

Pengendalian dan
Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan
Obat Kontrasepsi serta
Pelaksanaan Pelayanan
KB di Daerah
Kabupaten/Kota

2.972.731.000,00

2.289.368.338,00

77,01

2.14.03.2.03.0001

Pengendalian
Pendistribusian Alat dan
Obat Kontrasepsi dan
Sarana Penunjang
Pelayanan KB ke Fasilitas
Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya

45.900.000,00

15.063.790,00

32,82

Untuk realisasi
keuangan
masih rendah
karena dalam
pendistribusian
sesuai dengan
jumlah orang
yang

Penyesuaian
perencanaan
komponen
anggaran
kegiatan
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berkegaiatan,
hanya 2 orang
dalam sekali
pendistribusian

2.14.03.2.03.0003

Peningkatan Kesertaan
Penggunaan Metode
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)

1.018.181.000,00

423.199.198,00

41,56

2.14.03.2.03.0004

Penyediaan Dukungan
Ayoman Komplikasi Berat
dan Kegagalan
Penggunaan MKJP

50.000.000,00

30.523.500,00

61,05

sesuai dengan
klaim dari
kegagalan KB
MKJP,
semakin
sedikit klaim
semakin
berhasil
program KB

Penyesuaian
perencanaan
komponen
anggaran
kegiatan

2.14.03.2.03.0006

Penyediaan Sarana
Penunjang Pelayanan KB

1.792.200.000,00

1.763.063.200,00

98,37

2.14.03.2.03.0008

Pembinaan Pelayanan
Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi di
Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya

36.450.000,00

28.246.010,00

77,49

Perencanaan
Kegiatan lebih
banyak
daripada
Kegiatan

Penyesuaian
perencanaan
komponen
anggaran
kegiatan

2.14.03.2.03.0011

Dukungan Operasional
Pelayanan KB Bergerak

30.000.000,00

29.272.640,00

97,58

2.14.03.2.04

Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran
Serta Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan
dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB

282.000.000,00

280.510.750,00

99,47

2.14.03.2.04.0001

Penguatan Peran Serta
Organisasi
Kemasyarakatan dan
Mitra Kerja Lainnya dalam
Pelaksanaan Pelayanan
dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB

30.000.000,00

28.520.750,00

95,07

2.14.03.2.04.0006

Pelaksanaan dan
Pengelolaan Program
Bangga Kencana di
Kampung Keluarga
Berkualitas

252.000.000,00

251.990.000,00

100,00

2.14.04

PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN
KELUARGA
SEJAHTERA (KS)

3.980.200.000,00

3.971.137.961,00

99,77

2.14.04.2.01

Pelaksanaan
Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

264.400.000,00

255.337.961,00

96,57

2.14.04.2.01.0016

Pengelolaan Ketahanan
Keluarga Melalui Pusat
Pelayanan Keluarga
Sejahtera (PPKS)

134.400.000,00

134.308.500,00

99,93

2.14.04.2.01.0018

Pengadaan Sarana
Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPKS,
PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akseptor
(UPPKA)

130.000.000,00

121.029.461,00

93,10

2.14.04.2.02

Pelaksanaan dan
Peningkatan Peran
Serta Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota dalam
Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

3.715.800.000,00

3.715.800.000,00

100,00

Laporan Kinerja Dinkes PPKB




Program/Kegiatan/

0,
SubKegiatan PAGU 2025 REALISASI 2025 % Permasalahan RTL

Kode

2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan Data dan 1.689.000.000,00 1.689.000.000,00 100,00
Informasi Keluarga
Berisiko Stunting
(Termasuk remaja Calon
Pengantin/Calon PUS,
Ibu Hamil, Pasca
salin/kelahiran,
Baduta/Balita)

2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga 2.026.800.000,00 2.026.800.000,00 100,00
Berisiko Stunting
(Termasuk remaja Calon
Pengantin/Calon PUS,
Ibu Hamil, Pasca
salin/kelahiran,
Baduta/Balita)
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BAB IV
PENUTUP

a. Simpulan

Pencapaian kinerja yang telah ditetapkan merupakan indikator keberhasilan suatu
organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya,sesuai dengan tujuan yang
hendak dicapai. Pencapaian kinerja yang sesuai target maupun melebihi target yang
telah ditetapkan, tidak terlepas dari perencanaan yang dilakukan mulai dari
penyusunan Renstra hingga penyusunan program, kegiatan dan anggaran setiap
tahunnya serta tidak terlepas juga dari tanggung jawab seluruh pegawai, mulai dari
pejabat Eselon Il, pejabat Eselon lll, pejabat Eselon IV, pejabat Fungsional, sampai
dengan pelaksana yang membantu pelaksanaan tugas yang telah diberikan.
Berdasarkan PK Tahun 2025 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, telah
ditetapkan Sasaran, Indikator Kinerja dan Target untuk Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek untuk
Tahun 2025. Selanjutnya, berdasarkan PK Tahun 2025 yang ditandatangani tersebut
telah ditetapkan 18 (delapan belas) indikator sasaran strategis Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek yaitu:
Prevalensi Balita Stunting

Indeks Keluarga Sehat

Angka Harapan Hidup

Angka Kematian lbu

Angka Kematian Bayi

Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Nakes Sesuai Standar

Persentase Puskesmas Terakreditasi

©® N o o bk~ wDdhd =

Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten Yang Terakreditasi

9. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta Sesuai Standar

10. Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Item Obat Esensial

11.Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) Yang
Memenuhi Standar

12.Persentase Alat Kesehatan Yang Memenuhi Standar

13.Persentase Green Hospital Yang Terpenubhi

14. TFR (Total Fertility Rate)
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15.Angka Prevalensi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR

16.Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

17.Nilai (Kategori Nilai) SAKIP

18. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Trenggalek sebagai Perangkat Daerah yang melayani masyarakat di bidang
kesehatan, telah berusaha semaksimal mungkin dalam upaya pencapaian
pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.
Pencapaian target yang telah ditetapkan tentunya tidak terlepas dari peran serta
semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan tugas
dan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab.
Secara umum, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Trenggalek dapat dikatakan “Tercapai” dalam pencapaian target kinerja
dan penyerapan anggaran. Dengan demikian, pemenuhan target sasaran dan
indikator kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2025 juga tercapai. Laporan Kinerja
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Trenggalek Tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban yang diberikan Bupati untuk
melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja
dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan, guna
meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Trenggalek.

b. Saran

Berdasarkan pada hasil yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, dimana sebagian besar

telah tercapai bahkan jauh diatas target yang telah ditetapkan, para aparatur

diharuskan untuk tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat Kabupaten Trenggalek dengan cara:

1. Memaksimalkan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Bisa dalam bentuk
pengembangan aplikasi pelayanan secara daring/online.

2. Pemanfaatan media sosial untuk mensosialisasikan pelayanan kesehatan secara
daring/Online.

3. Memberikan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman),untuk
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memberikan motivasi;




4. Memaksimalkan pelayanan mobile;

5. Melakukan evaluasi pelayanan kesehatan secara berkala.

Pada tahun-tahun mendatang, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek akan terus berupaya untuk meningkatkan
kinerjanya secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang ada, sehingga
pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun pihak lain
yang berkepentingan.
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PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jin. Dr. Soetomo No. 4 & (0355) 791270
Website: dinkes-ppkb.trenggalekkab.go.id & email: dinkestrenggalek@gmail.com
TRENGGALEK 66312

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi padahasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Dr. SUNARTO

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TRENGGALEK

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : MOCHAMAD NUR ARIFIN
Jabatan : BUPATI TRENGGALEK
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, % Januari 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA

" RErPembira TK. |
SSNiP 197402232006041011




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

No. SSt?:ta erSins Indikator Kinerja Target %
2 3 4
Meningkatnya 1. Prevalensi Balita Stunting 5,85
ékfes Mutudan "5 "|ndeks Keluarga Sehat (IKS) 0,39
Keootatan 3. Angka Harapan Hidup (AHH) 75.35
4. Angka Kematian Ibu melahirkan (per 31,80
100.000 kelahiran hidup)
5. Angka Kematian Bayi (per 1.000 2,65
kelahiran hidup)
6. Persentase puskesmas dengan 9 100
jenis nakes sesuai standar
7. Persentase Puskesmas Terakreditasi 100
8. Persentase rumah sakit rujukan 100
tingkat kabupaten yang terakreditasi
9. Persentase fasilitas pelayanan 100
kesehatan swasta sesuai standart
10. Persentase puskesmas dengan 100
ketersediaan item obat esensial
11. Persentase Fasilitas Pelayanan 90
Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat)
yang Memenuhi Standar dan
Persyaratan Perizinan
12.Persentase Alat Kesehatan Yang 72,72
Memenuhi Standar
13. Persentase green hospital yang 20
terpenuhi
2 Menurunnya TFR (Total Fertility Rate) 1,83
angka kelahiran
Total
3 Meningkatnya Angka Prevalensi Modern (Modern 77,18
Angka Contraceptive Prevalence Rate /mCPR
Prevalensi
Kontrasepsi
modern
4 Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga 76,87
Indeks (iBangga)
Pembangunan
Keluarga
5 Meningkatnya 1. Nilai (Kategori Nilai) SAKIP 94
Tata Kelola (AA)




Pemerintahan 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 98
Yang Efektif dan
Efisien
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB ANGGARAN KETERANGAN
KEGIATAN
5 6 7
A | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
I | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 52.481.677.010
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
a) | Penyediaan Layanan Kesehatan 15.639.052.323
untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Puskesmas 3.578.883.010 | - Pajak Rokok
Insentif Fiskal
Untuk
Penghargaan
Kinerja Tahun
Sebelumnya DAU
yang Ditentukan
Penggunaannya
- Bidang Kesehatan
DAK Fisik-Bidang
Kesehatan-Pengu
atan Sistem
Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan 2.247.000.000 | Pajak Rokok

Puskesmas

Insentif Fiskal
Untuk
Penghargaan
Kinerja Tahun
Sebelumnya DBH
Cukai Hasil
Tembakau (CHT)
DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan




Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

2.430.256.313

- Insentif Fiskal
Untuk
Penghargaan
Kinerja Tahun
Sebelumnya DAU
yang Ditentukan
Penggunaannya

- Bidang Kesehatan
DAK Fisik-Bidang
Kesehatan-Pengu

atan Sistem
Kesehatan
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat 0| DAK Non Fisik-
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Dana BOK-BOK
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas-BOK
Kabupaten/Kota
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB ANGGARAN KETERANGAN
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Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, 7.382.913.000 | - Pajak Rokok DBH
Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Cukai Hasil
Makanan dan Minuman di Fasilitas Tembakau (CHT)
Kesehatan DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
- Bidang Kesehatan
DAK Non Fisik-
Dana BOK-BOK
Dinas-BOK
Kabupaten/Kota
b) | Penyediaan Layanan Kesehatan 36.118.352.250
untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 75.000.000 | DAU yang
Hamil Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 50.000.000 | DAU yang
Bersalin Ditentukan
Penggunaannya

Bidang Kesehatan




Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bayi Baru Lahir

75.000.000

- DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan

- DAK Non Fisik-
Dana BOK-BOK
Dinas-BOK
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Balita

75.000.000

DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
pada Usia Pendidikan Dasar

75.000.000

DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
pada Usia Produktif

75.000.000

DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
pada Usia Lanjut

185.460.000

- DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan

- DAK Non Fisik-
Dana BOK-BOK
Dinas-BOK
Kabupaten/Kota

NO
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Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Penderita Hipertensi

75.000.000

DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes Melitus

75.000.000

- DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
DAK Non
Fisik-Dana BOK-
BOK Dinas-BOK

Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 75.000.000 | DAU yang
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Ditentukan

Penggunaannya

Bidang Kesehatan




Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 75.000.000 | DAU yang

Orang Terduga Tuberkulosis Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 75.000.000 | DAU yang

Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 0 | DAK Non Fisik

bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Dana BOK-BOK

Luar Biasa (KLB) Dinas-BOK
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 1.895.258.750 | Pajak Rokok Insentif

Gizi Masyarakat Fiskal Untuk
Penghargaan

Kinerja Tahun
Sebelumnya DBH
Cukai Hasil
Tembakau (CHT)
DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Kerja dan Olahraga

48.350.000

DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang
Kesehatan

DAK Non

Fisik-Dana BOK-
BOK Dinas-BOK
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan

100.000.000

Pajak Rokok
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Pengelolaan Pelayanan Promosi
Kesehatan

224.241.000

Pajak Rokok DAK
Non Fisik-Dana
BOK-BOK
Dinas-BOK
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Tradisional, Akupuntur, Asuhan
Mandiri, dan Tradisional Lainnya

30.000.000

Pajak Rokok




Pengelolaan Surveilans Kesehatan 189.146.000 | Pajak Rokok DAK
Non Fisik-Dana
BOK-BOK
Dinas-BOK
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Upaya Pengurangan 25.000.000 | Pajak Rokok

Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca

Krisis Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Penyakit 822.050.000 | Pajak Rokok DAU

Menular dan Tidak Menular yang Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan

Pengelolaan Jaminan Kesehatan 30.007.727.625 | Pajak Rokok DBH

Masyarakat Cukai Hasil
Tembakau (CHT)

Pengambilan dan Pengiriman 52.975.000 | DAK Non Fisik-

Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Dana BOK-BOK

Laboratorium Rujukan/Nasional Dinas-BOK
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota 75.000.000 | Pajak Rokok

Sehat

Operasional Pelayanan Fasilitas 423.857.000 | DAU yang

Kesehatan Lainnya Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
DAK Non
Fisik-Dana BOK-
BOK
Dinas-BOK
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas 50.000.000 | Pajak Rokok

Kesehatan di Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan 50.000.000 | pajak Rokok

Respon Wabah

Pengelolaan pelayanan kesehatan 77.281.875 | Pajak Rokok

orang dengan Tuberkulosis

Pengelolaan pelayanan kesehatan 50.000.000 | Pajak Rokok

orang dengan HIV (ODHIV)

Pengelolaan pelayanan kesehatan 30.000.000 | DAU yang

Malaria Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB ANGGARAN KETERANGAN
KEGIATAN
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Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan 982.005.000 | DAU yang
Anak Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
DAK Non
Fisik-Dana BOK-
BOK
Dinas-BOK
Kabupaten/Kota
c) | Penyelenggaraan Sistem Informasi 120.000.000
Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi 120.000.000 | Pajak Rokok
Kesehatan
d) | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas 604.272.437
C, D dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas 200.000.000 | Pajak Rokok
Kesehatan
Penyiapan Perumusan dan 404.272.437 | Insentif Fiskal Untuk
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penghargaan
Rujukan Kinerja Tahun
Sebelumnya DAU
yang Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
I | PROGRAM PENINGKATAN 1.449.863.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN
a) | Pemberian lIzin Praktik Tenaga 65.000.000
Kesehatan di Wilayah
Kabupaten/Kota
Pengendalian Perizinan Praktik 65.000.000 | Insentif Fiskal Untuk
Tenaga Kesehatan Penghargaan
Kinerja Tahun
Sebelumnya DAU
yang Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
b) | Perencanaan Kebutuhan dan 737.260.000
Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan untuk UKP dan
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya 737.260.000 | DAU yang
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Ditentukan
Penggunaannya

Bidang Kesehatan
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c) | Pengembangan Mutu dan 647.603.000
Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan 647.603.000 | Pajak Rokok DAK
Kompetensi Teknis Sumber Daya Non Fisik-Dana
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah BOK-BOK
Kabupaten/Kota Dinas-BOK
Kabupaten/Kota
Il | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, 721.916.000
ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN
MINUMAN
a) | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, 101.534.000
Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
Pengendalian dan Pengawasan serta 101.534.000 | DAU yang
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Ditentukan
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Penggunaannya
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Bidang Kesehatan
Obat Tradisional (UMOT) DAK Non
Fisik-Dana BOK-
BOK
Dinas-BOK
Pengawasan Obat
dan Makanan
b) | Penerbitan Sertifikat Produksi 316.869.000
Pangan Industri Rumah Tangga dan
Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta 316.869.000 | DAU yang
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Ditentukan
Produksi Pangan Industri Rumah Penggunaannya
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Bidang Kesehatan
Produksi, untuk Produk Makanan DAK Non
Minuman Tertentu yang Dapat Fisik-Dana BOK-
Diproduksi oleh Industri Rumah BOK
Tangga Dinas-BOK
Pengawasan Obat
dan Makanan
c) | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene 40.000.000

Sanitasi Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) antara lain Jasa
Boga, Rumah Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)




Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM) antara

40.000.000

DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
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lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot Air Minum
(DAM)
d) | Penerbitan Stiker Pembinaan pada 40.000.000
Makanan Jajanan dan Sentra
Makanan Jajanan
Pengendalian dan Pengawasan serta 40.000.000 | DAU yang
Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Ditentukan
Pembinaan pada Makanan Jajanan Penggunaannya
dan Sentra Makanan Jajanan Bidang Kesehatan
e) | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 223.513.000
Hasil Pemeriksaan Post Market pada
Produksi dan Produk Makanan
Minuman Industri Rumah Tangga
Pemeriksaan Post Market pada Produk 223.513.000 | DAU yang
Makanan-Minuman Industri Rumah Ditentukan
Tangga yang Beredar dan Penggunaannya
Pengawasan serta Tindak Lanjut Bidang Kesehatan
Pengawasan DAK Non
Fisik-Dana BOK-
BOK
Dinas-BOK
Pengawasan Obat
dan Makanan
IV | PROGRAM PEMBERDAYAAN 4.485.968.000
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
a) | Advokasi, Pemberdayaan, 97.418.000
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi 97.418.000 | Pajak Rokok
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat
b) | Pelaksanaan Sehat dalam rangka 1.000.000.000

Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota




Penyelenggaraan Promosi Kesehatan

1.000.000.000

Pajak Rokok Insentif

dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Fiskal Untuk
Penghargaan
Kinerja Tahun
Sebelumnya
c) | Pengembangan dan Pelaksanaan 3.388.550.000
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi 3.388.550.000 | Insentif Fiskal Untuk
Pengembangan dan Pelaksanaan Penghargaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Kinerja Tahun
Masyarakat (UKBM) Sebelumnya DAU
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yang Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
DAK Non
Fisik-Dana BOK-
BOK
Dinas-BOK
Kabupaten/Kota
V | PROGRAM PENUNJANG URUSAN 112.604.845.576
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
a) | Perencanaan, Penganggaran, dan 92.605.262
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan 41.329.999 | Pendapatan Asli
Perangkat Daerah Daerah (PAD)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 51.275.263 | Pendapatan Asli
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Daerah (PAD)
Kinerja SKPD
b) | Administrasi Keuangan Perangkat 110.930.394.710
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 110.406.199.710 | Dana Alokasi Umum
(DAU)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 291.000.000 | Pendapatan Asli
Tugas ASN Daerah (PAD)
Pelaksanaan Penatausahaan dan 83.195.000 | Pendapatan Asli
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Daerah (PAD)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 150.000.000 | Pendapatan Asli
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Daerah (PAD)
Semesteran SKPD
c) | Administrasi Kepegawaian 48.050.000

Perangkat Daerah




Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

48.050.000

Pendapatan Asli
Daerah (PAD)

d) | Administrasi Umum Perangkat 527.064.000
Daerah
Penyediaan Peralatan dan 188.000.000 | Pendapatan Asli
Perlengkapan Kantor Daerah (PAD)
Penyediaan Barang Cetakan dan 70.000.000 | Pendapatan Asli
Penggandaan Daerah (PAD)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 244.064.000 | Pendapatan Asli
dan Konsultasi SKPD Daerah (PAD)
Penatausahaan Arsip Dinamis pada 25.000.000 | Pendapatan Asli
SKPD Daerah (PAD)
e) | Pengadaan Barang Milik Daerah 170.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin 170.000.000 | Pendapatan Asli
Lainnya Daerah (PAD)
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB ANGGARAN KETERANGAN
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f) | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 654.790.404
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 238.919.100 | Pendapatan Asli
Daya Air dan Listrik Daerah (PAD)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 415.871.304 | Pendapatan Asli
Kantor Daerah (PAD)
g) | Pemeliharaan Barang Milik Daerah 181.941.200
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 125.000.000 | Pendapatan Asli
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Daerah (PAD)
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 26.941.200 | Pendapatan Asli
Lainnya Daerah (PAD)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 30.000.000 | Pendapatan Asli
Kantor dan Bangunan Lainnya Daerah (PAD)
B | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
| | PROGRAM PENGENDALIAN 423.400.000
PENDUDUK
a) | Pemaduan dan Sinkronisasi 40.000.000

Kebijakan Pemerintah Daerah
Provinsi dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam rangka
Pengendalian Kuantitas Penduduk




Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks
Pengetahuan Masyarakat tentang
Kependudukan

30.000.000

Dana Alokasi Umum
(DAU)

Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi 10.000.000 | pana Alokasi
Pelaksanaan Pendidikan Umum (DAU)
Kependudukan Jalur Formal di Satuan
Pendidikan Jenjang SD/MI dan
SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan
Informal

b) | Pemetaan Perkiraan Pengendalian 383.400.000
Penduduk Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan 60.000.000 | DAK Non Fisik-
Penyelenggaraan Sistem Informasi BOKKB-BOKB
Keluarga
Penyediaan Data dan Informasi 0 | DAK Non Fisik-
Keluarga BOKKB-BOKB
Pencatatan dan Pengumpulan Data 155.400.000 | DAK Non Fisik-
Keluarga BOKKB-BOKB
Pengolahan dan Pelaporan Data 168.000.000 | DAK Non Fisik-
Pengendalian Lapangan dan BOKKB-BOKB
Pelayanan KB

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB ANGGARAN KETERANGAN
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Pembentukan dan operasionalisasi DAK Non Fisik-
Rumah Data Kependudukan di BOKKB-BOKB
Kampung KB Untuk Memperkuat
Integrasi Program Bangga Kencana di
Sektor Lain
Penyusunan Profil program Dana Alokasi
Pembangunan Keluarga, Umum (DAU) DAK
Kependudukan, dan Keluarga Non Fisik-BOKKB-
Berencana (Bangga Kencana) BOKB

Il | PROGRAM PEMBINAAN 6.231.731.000
KELUARGA BERENCANA (KB)

a) | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, 1.161.000.000

Informasi dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk dan KB
Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Pengendalian Program KKBPK 0 | DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE 0 | DAK Non Fisik-
Program Bangga Kencana BOKKB-BOKB
Pengelolaan Operasional dan 686.000.000 | DAK Non Fisik-
Sarana di Balai Penyuluhan Bangga BOKKB-BOKB

Kencana




Pelaksanaan Mekanisme Operasional 100.000.000 | DAK Non Fisik-
Program Bangga Kencana melalui BOKKB-BOKB
Rapat Koordinasi Kecamatan
(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini Lokakarya
(Minilok)
Promosi dan KIE Program Bangga 125.000.000 | DAK Non Fisik-
Kencana Melalui Media Massa Cetak BOKKB-BOKB
dan Elektronik serta Media Luar Ruang
Advokasi Program Bangga kencana 250.000.000 | DAK Non Fisik-
oleh pokja advokasi kepada BOKKB-BOKB
Stakeholders dan Mitra Kerja
b) | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh 1.816.000.000
KB/Petugas Lapangan KB
(PKB/PLKB)
Penggerakan Kader Institusi 1.756.000.000 | DAU yang
Masyarakat Pedesaan (IMP) Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB
Pembinaan IMP dan Program Bangga 10.000.000 | DAU yang
Kencana di Lini Lapangan oleh Ditentukan
PKB/PLKB Penggunaannya
Bidang Kesehatan
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, 50.000.000 | Dana Alokasi Umum
Penggerakan, Pelayanan dan (DAU)
Pengembangan Program Bangga
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Kencana untuk Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh Lapangan
Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
c) | Pengendalian dan Pendistribusian 2.972.731.000
Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi serta Pelaksanaan
Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian Pendistribusian Alat dan 45.900.000 | DAK Non Fisik-
Obat Kontrasepsi dan Sarana BOKKB-BOKB

Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas
Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya




Peningkatan Kesertaan Penggunaan 1.018.181.000 | DAU yang
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Ditentukan
(MKJP) Penggunaannya
Bidang Kesehatan
DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB
Penyediaan Dukungan Ayoman 50.000.000 | DAU yang
Komplikasi Berat dan Kegagalan Ditentukan
Penggunaan MKJP Penggunaannya
Bidang Kesehatan
Penyediaan Sarana Penunjang 1.792.200.000 | DAU yang
Pelayanan KB Ditentukan
Penggunaannya

Bidang Kesehatan
DAK Fisik-Bidang

Kesehatan-
Keluarga
Berencana
Pembinaan Pelayanan Keluarga 36.450.000 | DAK Non Fisik-
Berencana dan Kesehatan Reproduksi BOKKB-BOKB
di Fasilitas Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
Dukungan Operasional Pelayanan KB 30.000.000 | DAU yang
Bergerak Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
d) | Pemberdayaan dan Peningkatan 282.000.000
Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
Penguatan Peran Serta Organisasi 30.000.000 | DAU yang
Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Ditentukan
Lainnya dalam Pelaksanaan Penggunaannya
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Bidang Kesehatan
Ber-KB
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Pembinaan Terpadu Kampung KB 0 | DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB
Pelaksanaan dan Pengelolaan 252.000.000 | DAK Non
Program Bangga Kencana di Kampung Fisik-BOKB-KB
Keluarga Berkualitas
Il | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 3.980.200.000

PENINGKATAN KELUARGA
SEJAHTERA (KS)




Pelaksanaan Pembangunan
Keluarga Melalui Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

264.400.000

Promosi dan Sosialisasi Kelompok
Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (Menjadi
Orang Tua Hebat, Generasi
Berencana, Kelanjutusiaan serta
Pengelolaan Keuangan Keluarga)

DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB

Pengelolaan Ketahanan Keluarga
Melalui Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera (PPKS)

134.400.000

DAK Non Fisik-
BOKKB BOK

Promosi dan Sosialisasi Kelompok
Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga
Akseptor (UPPKA))

DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB

Pengadaan Sarana Kelompok
Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga
Akseptor (UPPKA)

130.000.000

DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB

Penyediaan Biaya Operasional bagi
Pengelola dan Pelaksana (Kader)
Ketahanan dan Kesejaheraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-
R dan Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akseptor (UPPKA)

DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran
Serta Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
dalam Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

3.715.800.000

Pemantauan Data dan Informasi
Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk
remaja Calon Pengantin/Calon PUS,
Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,
Baduta/Balita)

1.689.000.000

DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB
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Pendampingan Keluarga Berisiko 2.026.800.000 | DAK Non Fisik-
Stunting (Termasuk remaja Calon BOKKB-BOKB
Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,
Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
C | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 53.681.677.010
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
a) | Penyediaan Fasilitas Pelayanan 15.639.052.323
Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, 0 | DAK Non Fisik-
Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Dana BOK-BOK
Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Dinas-BOK
Minuman ke Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota
b) | Penyediaan Layanan Kesehatan 37.318.352.250
untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Fasilitas 200.000.000 | Insentif Fiskal Untuk
Kesehatan Lainnya Penghargaan
Kinerja Tahun
Sebelumnya DAU
yang Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
D | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
I | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 53.681.677.010
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
a) | Penyediaan Layanan Kesehatan 37.318.352.250
untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Fasilitas 1.000.000.000 | DAU yang
Kesehatan Lainnya Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
I | PROGRAM PENINGKATAN 1.509.328.000
KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN
a) | Perencanaan Kebutuhan dan 796.725.000

Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan untuk UKP dan
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota




Pembinaan dan Pengawasan Sumber
Daya Manusia Kesehatan

59.465.000

DAK Non Fisik-
Dana BOK-BOK
Dinas-BOK

Kabupaten/Kota




NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB ANGGARAN KETERANGAN
KEGIATAN
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JUMLAH DINKES INDUK (URUSAN 183.639.065.586

KESEHATAN DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB)

PUSKESMAS 64.741.749.850
RSUD dr. SOEDOMO 182.422.533.008
RSUD PANGGUL 19.191.886.604
JUMLAH TOTAL 449.995.235.048

Trenggalek, & Januari 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
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PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| JI. R. Ng. Ronggowarsito No. 2
/ Website: dinkes-ppkb.trenggalekkab.go.id & email: dinkestrenggalek@gmail.com
TRENGGALEK 66315

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi padahasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. SUNARTO

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TRENGGALEK

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : MOCHAMAD NUR ARIFIN
Jabatan : BUPATI TRENGGALEK
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 3 September 2025

GGALEK KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
selaku

Pihak Pertama,

BUPATI TR
selaku

Pembina Tk. |
NIP. 197402232006041011



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA
No. Sst?':?;;ir; Indikator Kinerja Target %
1 2 3 4
1 Meningkatnya 1. Prevalensi Balita Stunting 5,85
Akses Mutu dan 5 " |ndeks Keluarga Sehat (IKS) 0,39
Ezljgﬁeﬂzg 3. Angka Harapan Hidup (AHH) 75,35
4. Angka Kematian Ibu melahirkan (per 31,80
100.000 kelahiran hidup)
5. Angka Kematian Bayi (per 1.000 2,65
kelahiran hidup)
6. Persentase puskesmas dengan 9 100
jenis nakes sesuai standar
7. Persentase Puskesmas Terakreditasi 100
8. Persentase rumah sakit rujukan 100
tingkat kabupaten yang terakreditasi
9. Persentase fasilitas pelayanan 100
kesehatan swasta sesuai standart
10. Persentase puskesmas dengan 100
ketersediaan item obat esensial
11. Persentase Fasilitas Pelayanan 90
Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat)
yang Memenuhi Standar dan
Persyaratan Perizinan
12. Persentase Alat Kesehatan Yang 72,72
Memenuhi Standar
13. Persentase green hospital yang 20
terpenuhi
2 Menurunnya TFR (Total Fertility Rate) 1,83
angka kelahiran
Total
3 Meningkatnya Angka Prevalensi Modern (Modern 77,18
Angka Contraceptive Prevalence Rate /mCPR
Prevalensi
Kontrasepsi
modern
4 Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga 76,87
Indeks (iBangga)
Pembangunan

Keluarga




5 Meningkatnya 1.
Tata Kelola
Pemerintahan

Nilai (Kategori Nilai) SAKIP

94

Yang Efektif dan
Efisien

2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 98

NO
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URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

53.544.344.921

Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

15.520.408.401

Pengembangan Puskesmas

2.745.893.010

- Pajak Rokok

- Insentif Fiskal Untuk
Penghargaan
Kinerja Tahun
Sebelumnya

- DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan

- DAK Fisik-Bidang
Kesehatan-Pengu
atan Sistem
Kesehatan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Puskesmas

2.488.146.178

- Pajak Rokok

- Dana Alokasi Umum
(DAU)

- Insentif Fiskal Untuk
Penghargaan
Kinerja Tahun
Sebelumnya

- DBH Cukai Hasil
Tembakau (CHT)

- DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan




Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

2.411.256.213

- Insentif Fiskal
Untuk Penghargaan
Kinerja Tahun
Sebelumnya

- DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan

- DAK Fisik-Bidang
Kesehatan-Pengu

atan Sistem
Kesehatan
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat 0| DAK Non Fisik-
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Dana BOK-BOK
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas-BOK
Kabupaten/Kota
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, 7.872.913.000 | - Pajak Rokok DBH
Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Cukai Hasil
Makanan dan Minuman di Fasilitas Tembakau (CHT)
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB ANGGARAN KETERANGAN
KEGIATAN
5 6 7
Kesehatan - DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
- DAK Non Fisik-
Dana BOK-BOK
Dinas-BOK
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 2.200.000 | - Bantuan Keuangan
Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
b) | Penyediaan Layanan Kesehatan 37.229.020.483
untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 60.000.000 | - DAU yang
Hamil Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 108.022.000 | - DAU yang
Bersalin Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
- DAK Non

Fisik-Dana BOK-
BOK Dinas-BOK
Kabupaten/Kota




Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 45.000.000 | - DAU yang
Bayi Baru Lahir Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 45.000.000 | - DAU yang
Balita Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 57.000.000 | - DAU yang
pada Usia Pendidikan Dasar Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 59.130.000 | - DAU yang
pada Usia Produktif Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 70.460.000 | - DAU yang
pada Usia Lanjut Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 59.130.000 | - DAU yang
Penderita Hipertensi Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 55.020.000 | - DAU yang
Penderita Diabetes Melitus Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB ANGGARAN KETERANGAN
KEGIATAN
5 6 7
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 57.906.000 | - DAU yang
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 65.945.000 | - DAU yang
Orang Terduga Tuberkulosis Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 55.000.000 | - DAU yang
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 0 | - DAK Non Fisik
bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Dana BOK-BOK
Luar Biasa (KLB) Dinas-BOK

Kabupaten/Kota




Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Gizi Masyarakat

1.163.589.191

- Pajak Rokok

- Insentif Fiskal Untuk
Penghargaan
Kinerja Tahun
Sebelumnya

- DBH Cukai Hasil
Tembakau (CHT)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Kerja dan Olahraga

45.350.000

- DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang
Kesehatan

- DAK Non
Fisik-Dana BOK-
BOK Dinas-BOK
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan

110.000.000

- Pajak Rokok

- DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang
Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan Promosi
Kesehatan

201.641.000

- Pajak Rokok

- DAK Non
Fisik-Dana BOK-
BOK Dinas-BOK
Kabupaten/Kota
Dinas-BOK
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Tradisional, Akupuntur, Asuhan
Mandiri, dan Tradisional Lainnya

15.850.000

Pajak Rokok

Pengelolaan Surveilans Kesehatan

154.980.000

- Pajak Rokok

- DAK Non Fisik-
Dana BOK-BOK
Dinas-BOK
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Kabupaten/Kota

Pengelolaan Upaya Pengurangan
Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca
Krisis Kesehatan

18.505.600

Pajak Rokok




Pelayanan Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak Menular

778.590.000

- Pajak Rokok

- DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan

Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat

32.135.348.217

- Pajak Rokok

- Dana Alokasi
Umum (DAU)

- DBH Cukai Hasil
Tembakau (CHT)

- DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan

Pengambilan dan Pengiriman 52.975.000 | DAK Non Fisik-Dana
Spesimen Penyakit Potensial KLB ke BOK-BOK
Laboratorium Rujukan/Nasional Dinas-BOK
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota 63.500.000 | Pajak Rokok
Sehat
Operasional Pelayanan Fasilitas 423.857.000 | - DAU yang
Kesehatan Lainnya Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
- DAK Non
Fisik-Dana BOK-
BOK
Dinas-BOK
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas 24.458.000 | Pajak Rokok
Kesehatan di Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan 25.190.600 | pajak Rokok
Respon Wabah
Pengelolaan pelayanan kesehatan 220.589.875 | - Pajak Rokok
orang dengan Tuberkulosis - DBH Cukai Hasil
Tembakau (CHT)
Pengelolaan pelayanan kesehatan 35.000.000 | Pajak Rokok
orang dengan HIV (ODHIV)
Pengelolaan pelayanan kesehatan 23.000.000 | DAU yang Ditentukan
Malaria Penggunaannya
Bidang Kesehatan
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan 998.983.000 | - DAU yang
Anak Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
- DAK Non Fisik-

Dana BOK-BOK




NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB ANGGARAN KETERANGAN
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Dinas-BOK
Kabupaten/Kota
c) | Penyelenggaraan Sistem Informasi 268.643.600
Kesehatan Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi 268.643.600 | Pajak Rokok
Kesehatan
d) | Penerbitan I1zin Rumah Sakit Kelas 526.272.437
C, D dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas 122.000.000 | Pajak Rokok
Kesehatan
Penyiapan Perumusan dan 404.272.437 | - Insentif Fiskal Untuk
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penghargaan
Rujukan Kinerja Tahun
Sebelumnya
- DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
I | PROGRAM PENINGKATAN 1.332.796.000,00
KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN
a) | Pemberian lIzin Praktik Tenaga 36.760.000
Kesehatan di Wilayah
Kabupaten/Kota
Pengendalian Perizinan Praktik 36.760.000 | - Insentif Fiskal Untuk
Tenaga Kesehatan Penghargaan
Kinerja Tahun
Sebelumnya
- DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
b) | Perencanaan Kebutuhan dan 661.962.000
Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan untuk UKP dan
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya 661.962.000 | - Bantuan Keuangan

Manusia Kesehatan Sesuai Standar

- DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan




c) | Pengembangan Mutu dan 634.074.000
Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan 634.074.000 | - Pajak Rokok
Kompetensi Teknis Sumber Daya - DAK Non Fisik
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Dana BOK-BOK
Kabupaten/Kota Dinas-BOK
Kabupaten/Kota
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB ANGGARAN KETERANGAN
KEGIATAN
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il | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, 701.916.000
ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN
MINUMAN
a) | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, 98.534.000
Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
Pengendalian dan Pengawasan serta 98.534.000 | - DAU yang
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Ditentukan
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Penggunaannya
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Bidang Kesehatan
Obat Tradisional (UMOT) - DAK Non
Fisik-Dana BOK-
BOK Dinas-BOK
Pengawasan Obat
dan Makanan
b) | Penerbitan Sertifikat Produksi 312.869.000
Pangan Industri Rumah Tangga dan
Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta 312.869.000 | - DAU yang
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Ditentukan
Produksi Pangan Industri Rumah Penggunaannya
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Bidang Kesehatan
Produksi, untuk Produk Makanan - DAK Non

Minuman Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah
Tangga

Fisik-Dana BOK-
BOK

Dinas-BOK
Pengawasan Obat
dan Makanan




c) | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene 35.000.000
Sanitasi Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) antara lain Jasa
Boga, Rumah Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)
Pengendalian dan Pengawasan serta 35.000.000 | DAU yang Ditentukan
Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Penggunaannya
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Bidang Kesehatan
Pengelolaan Makanan (TPM) antara
lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot Air Minum
(DAM)
d) | Penerbitan Stiker Pembinaan pada 35.000.000
Makanan Jajanan dan Sentra
Makanan Jajanan
Pengendalian dan Pengawasan serta 35.000.000 | DAU yang
Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Ditentukan
Pembinaan pada Makanan Jajanan Penggunaannya
dan Sentra Makanan Jajanan Bidang Kesehatan
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB ANGGARAN KETERANGAN
KEGIATAN
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e) | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 220.513.000
Hasil Pemeriksaan Post Market pada
Produksi dan Produk Makanan
Minuman Industri Rumah Tangga
Pemeriksaan Post Market pada Produk 220.513.000 | - DAU yang
Makanan-Minuman Industri Rumah Ditentukan
Tangga yang Beredar dan Penggunaannya
Pengawasan serta Tindak Lanjut Bidang Kesehatan
Pengawasan DAK Non
- Fisik-Dana BOK
BOK Dinas-BOK
Pengawasan Obat
dan Makanan
IV | PROGRAM PEMBERDAYAAN 4.864.899.400
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
a) | Advokasi, Pemberdayaan, 268.479.400
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi 268.479.400 | - Pajak Rokok

Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat

- Bantuan Keuangan




b) | Pelaksanaan Sehat dalam rangka 1.369.400.000
Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan 1.369.400.000 | - Pajak Rokok
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat - Dana Alokasi Umum
(DAU)
- Insentif Fiskal Untuk
Penghargaan
Kinerja Tahun
Sebelumnya
c) | Pengembangan dan Pelaksanaan 3.227.020.000
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi 3.227.020.000 | - Insentif Fiskal Untuk
Pengembangan dan Pelaksanaan Penghargaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Kinerja Tahun
Masyarakat (UKBM) Sebelumnya
- DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
- DAK Non
Fisik-Dana BOK-
BOK Dinas-BOK
Kabupaten/Kota
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB ANGGARAN KETERANGAN
KEGIATAN
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V | PROGRAM PENUNJANG URUSAN 115.068.461.178
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
a) | Perencanaan, Penganggaran, dan 33.303.174
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan 14.559.281 | Pendapatan Asli
Perangkat Daerah Daerah (PAD)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 18.743.893 | Pendapatan Asli
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Daerah (PAD)
Kinerja SKPD
b) | Administrasi Keuangan Perangkat 113.047.340.066

Daerah




Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

112.751.936.584

- Dana Alokasi Umum
(DAU)

- DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 201.577.500 | Pendapatan Asli
Tugas ASN Daerah (PAD)
Pelaksanaan Penatausahaan dan 34.158.901 | Pendapatan Asli
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Daerah (PAD)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 59.667.081 | Pendapatan Asli
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Daerah (PAD)
Semesteran SKPD
c) | Administrasi Kepegawaian 13.883.110
Perangkat Daerah
Pendataan dan Pengolahan 13.883.110 | Pendapatan Asli
Administrasi Kepegawaian Daerah (PAD)
d) | Administrasi Umum Perangkat 302.321.535
Daerah
Penyediaan Peralatan dan 124.814.508 | - Pendapatan Asli
Perlengkapan Kantor Daerah (PAD)
- Insentif Fiskal Untuk
Penghargaan
Kinerja Tahun
Sebelumnya
Penyediaan Barang Cetakan dan 71.240.100 | - Pendapatan Asli
Penggandaan Daerah (PAD)
- Insentif Fiskal Untuk
Penghargaan
Kinerja Tahun
Sebelumnya
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 106.266.927 | Pendapatan Asli
dan Konsultasi SKPD Daerah (PAD)
Penatausahaan Arsip Dinamis pada 0 | Pendapatan Asli
SKPD Daerah (PAD)
e) | Pengadaan Barang Milik Daerah 322.491.042
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin 322.491.042 | - Pendapatan Asli
Lainnya Daerah (PAD)
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB ANGGARAN KETERANGAN
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- Dana Alokasi Umum
(DAU)
f) | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 850.939.082

Pemerintahan Daerah




Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 398.976.600 | - Pendapatan Asli
Daya Air dan Listrik Daerah (PAD)
- Dana Alokasi Umum
(DAU)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 451.962.482 | Pendapatan Asli
Kantor Daerah (PAD)
g) | Pemeliharaan Barang Milik Daerah 498.183.169
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 124.971.919 | Pendapatan Asli
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Daerah (PAD)
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 53.088.980 | - Pendapatan Asli
Lainnya Daerah (PAD)
- Insentif Fiskal Untuk
Penghargaan
Kinerja Tahun
Sebelumnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 320.122.270 | - Pendapatan Asli
Kantor dan Bangunan Lainnya Daerah (PAD)
- Dana Alokasi Umum
(DAU)
- Insentif Fiskal Untuk
Penghargaan
Kinerja Tahun
Sebelumnya
B | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 10.635.331.000
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
I | PROGRAM PENGENDALIAN 411.147.890
PENDUDUK
a) | Pemaduan dan Sinkronisasi 27.747.890
Kebijakan Pemerintah Daerah
Provinsi dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam rangka
Pengendalian Kuantitas Penduduk
Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks 24.000.000 | Dana Alokasi Umum
Pengetahuan Masyarakat tentang (DAU)
Kependudukan
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi 3.747.890 | Dana Alokasi Umum
Pelaksanaan Pendidikan (DAU)
Kependudukan Jalur Formal di Satuan
Pendidikan Jenjang SD/MI dan
SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan
Informal
b) | Pemetaan Perkiraan Pengendalian 383.400.000

Penduduk Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota




NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB ANGGARAN KETERANGAN
KEGIATAN
5 6 7

Penyediaan dan Pengolahan Data 0 | - Dana Alokasi Umum
Kependudukan (DAU)

- DAK Non Fisik-

BOKKB-BOKB
Pembinaan dan Pengawasan 60.000.000 | DAK Non Fisik-
Penyelenggaraan Sistem Informasi BOKKB-BOKB
Keluarga
Penyediaan Data dan Informasi 0 | DAK Non Fisik-
Keluarga BOKKB-BOKB
Pencatatan dan Pengumpulan Data 155.400.000 | DAK Non Fisik-
Keluarga BOKKB-BOKB
Pengolahan dan Pelaporan Data 168.000.000 | DAK Non Fisik-
Pengendalian Lapangan dan BOKKB-BOKB
Pelayanan KB
Pembentukan dan operasionalisasi 0 | DAK Non Fisik-
Rumah Data Kependudukan di BOKKB-BOKB
Kampung KB Untuk Memperkuat
Integrasi Program Bangga Kencana di
Sektor Lain
Pembinaan dan Pengawasan 0 | DAK Non Fisik-
Pencatatan dan Pelaporan Program BOKKB-BOKB
Bangga Kencana
Penyusunan Profil program 0| - Dana Alokasi
Pembangunan Keluarga, Umum (DAU)
Kependudukan, dan Keluarga - DAK Non Fisik-
Berencana (Bangga Kencana) BOKKB-BOKB
I | PROGRAM PEMBINAAN 6.218.133.470
KELUARGA BERENCANA (KB)
a) | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, 1.161.000.000

Informasi dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk dan KB
Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Pengendalian Program KKBPK 0 | DAK Non Fisik-

BOKKB-BOKB
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE 0 | DAK Non Fisik-
Program Bangga Kencana BOKKB-BOKB
Pengelolaan Operasional dan 686.000.000 | DAK Non Fisik-
Sarana di Balai Penyuluhan Bangga BOKKB-BOKB
Kencana
Pelaksanaan Mekanisme Operasional 100.000.000 | DAK Non Fisik-
Program Bangga Kencana melalui BOKKB-BOKB

Rapat Koordinasi Kecamatan
(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini Lokakarya
(Minilok)




Promosi dan KIE Program Bangga 125.000.000 | DAK Non Fisik-
Kencana Melalui Media Massa Cetak BOKKB-BOKB
dan Elektronik serta Media Luar Ruang
Advokasi Program Bangga kencana 250.000.000 | DAK Non Fisik-
oleh pokja advokasi kepada BOKKB-BOKB
Stakeholders dan Mitra Kerja
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB ANGGARAN KETERANGAN
KEGIATAN
5 6 7
b) | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh 1.802.402.470
KB/Petugas Lapangan KB
(PKB/PLKB)
Penggerakan Kader Institusi 1.756.000.000 | - DAU yang
Masyarakat Pedesaan (IMP) Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan
- DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB
Pembinaan IMP dan Program Bangga 10.000.000 | DAU yang Ditentukan
Kencana di Lini Lapangan oleh Penggunaannya
PKB/PLKB Bidang Kesehatan
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, 36.402.470 | DAU yang Ditentukan
Penggerakan, Pelayanan dan Penggunaannya
Pengembangan Program Bangga Bidang Kesehatan
Kencana untuk Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh Lapangan
Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
c) | Pengendalian dan Pendistribusian 2.972.731.000

Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi serta Pelaksanaan
Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota

Pengendalian Pendistribusian Alat dan 45.900.000 | DAK Non Fisik-

Obat Kontrasepsi dan Sarana BOKKB-BOKB

Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas

Kesehatan Termasuk Jaringan dan

Jejaringnya

Peningkatan Kesertaan Penggunaan 1.018.181.000 | - DAU yang

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Ditentukan

(MKJP) Penggunaannya
Bidang Kesehatan

- DAK Non Fisik-

BOKKB-BOKB

Penyediaan Dukungan Ayoman 50.000.000 | DAU yang Ditentukan

Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaannya

Penggunaan MKJP

Bidang Kesehatan




Penyediaan Sarana Penunjang
Pelayanan KB

1.792.200.000

- DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan

- DAK Fisik-Bidang

Kesehatan-
Keluarga
Berencana
Pembinaan Pelayanan Keluarga 36.450.000 | DAK Non Fisik-
Berencana dan Kesehatan Reproduksi BOKKB-BOKB
di Fasilitas Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
Dukungan Operasional Pelayanan KB 30.000.000 | DAU yang Ditentukan
Bergerak Penggunaannya
Bidang Kesehatan
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB ANGGARAN KETERANGAN
KEGIATAN
5 6 7
d) | Pemberdayaan dan Peningkatan 282.000.000
Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
Penguatan Peran Serta Organisasi 30.000.000 | DAU yang Ditentukan
Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Penggunaannya
Lainnya dalam Pelaksanaan Bidang Kesehatan
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan
Ber-KB
Pembinaan Terpadu Kampung KB 0 | DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB
Pelaksanaan dan Pengelolaan 252.000.000 | DAK Non
Program Bangga Kencana di Kampung Fisik-BOKB-KB
Keluarga Berkualitas
Il | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 3.980.200.000
PENINGKATAN KELUARGA
SEJAHTERA (KS)
a) | Pelaksanaan Pembangunan 264.400.000
Keluarga Melalui Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
Promosi dan Sosialisasi Kelompok 0 | DAK Non Fisik-
Kegiatan Ketahanan dan BOKKB-BOKB

Kesejahteraan Keluarga (Menjadi
Orang Tua Hebat, Generasi
Berencana, Kelanjutusiaan serta
Pengelolaan Keuangan Keluarga)




Pengelolaan Ketahanan Keluarga
Melalui Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera (PPKS)

134.400.000

DAK Non Fisik-
BOKKB BOK

Promosi dan Sosialisasi Kelompok
Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga
Akseptor (UPPKA))

DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB

Pengadaan Sarana Kelompok
Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga
Akseptor (UPPKA)

130.000.000

DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB

Penyediaan Biaya Operasional bagi
Pengelola dan Pelaksana (Kader)
Ketahanan dan Kesejaheraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK
R dan Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akseptor (UPPKA)

DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB

NO

PROGRAM/KEGIATAN/SUB
KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

5

6

7

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran
Serta Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
dalam Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

3.715.800.000

Pemantauan Data dan Informasi
Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk
remaja Calon Pengantin/Calon PUS,
Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,
Baduta/Balita)

1.689.000.000

DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB

Pendampingan Keluarga Berisiko
Stunting (Termasuk remaja Calon
Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,
Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

2.026.800.000

DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB

IFK (URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN)

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

280.000.000




Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Distribusi Alat Kesehatan, Obat,
Bahan Habis Pakai, Bahan Medis

Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan
Minuman ke Fasilitas Kesehatan

DAK Non Fisik-Dana
BOK-BOK
Dinas-BOK
Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

280.000.000

Operasional Pelayanan Fasilitas
Kesehatan Lainnya

200.000.000

DAU yang Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan

UPT LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH (URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN)

1.059.465.000

PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN

1.000.000.000

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

1.000.000.000

Operasional Pelayanan Fasilitas
Kesehatan Lainnya

1.000.000.000

DAU yang Ditentukan
Penggunaannya
Bidang Kesehatan




Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

113.047.340.066

Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

112.751.936.584

Dana Transfer Umum-
Dana Alokasi Umum

Penyediaan Administrasi 201.577.500 | Dana Transfer Umum-
Pelaksanaan Tugas ASN Dana Alokasi Umum
Pelaksanaan Penatausahaan 34.158.901 | Dana Transfer Umum-
dan Pengujian/Verifikasi Dana Alokasi Umum
Keuangan SKPD Insentif Fiskal
Koordinasi dan Penyusunan 59.667.081 | Dana Transfer Umum-
Laporan Keuangan Bulanan/ Dana Alokasi Umum
Triwulanan/ Semesteran SKPD Insentif Fiskal
Administrasi Kepegawaian 13.883.110 | Dana Transfer Umum-
Perangkat daerah Dana Alokasi Umum
Pendataan dan Pengolahan 13.883.110 | Dana Transfer Umum-
Administrasi Kepegawaian Dana Alokasi Umum
Administrasi Umum 302.321.535
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan 124.814.508 | Dana Transfer Umum-
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum
Insentif Fiskal
Penyediaan Barang Cetakan 71.240.100 | Dana Transfer Umum-
dan Penggandaan Dana Alokasi Umum
Penyelenggaraan Rapat 106.266.927 | Dana Transfer Umum-

Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Dana Alokasi Umum
Insentif Fiskal

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

322.491.042

Pengadaan Peralatan dan 322.491.042 | Dana Transfer Umum-

Mesin Lainnya Dana Alokasi Umum

Penyediaan Jasa Penunjang 850.938.882

Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, 398.976.600 | Dana Transfer Umum-

Sumber Daya Air dan Listrik Dana Alokasi Umum
Insentif Fiskal

Penyediaan Jasa Pelayanan 451.962.282 | Dana Transfer Umum-

Umum Kantor Dana Alokasi Umum

Pemeliharaan Barang Milik 498.183.169 | Dana Transfer

Daerah Penunjang Urusan UmumDana Alokasi

Pemerintahan Daerah Umum

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 124.971.919 | Dana Transfer Umum-

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Dana Alokasi Umum

Perizinan Kendaraan Dinas Insentif Fiskal

Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan 53.088.980 | Insentif Fiskal

Mesin Lainnya




Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan

320.122.270 | Insentif Fiskal

Lainnya

Trenggalek, 4 September 2025
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MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

menganugerahkan.

kepada:

2222526000097

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Atas Inovasi

SATSET-RING (SATU MINGGU, SATU INFO SEHAT
TERPADU VIA DARING)

Sebagai

FINALIS TOP INOVASI KIPP TAHUN 2025
KELOMPOK UMUM y
JAKARTA, 15 DESEMBER 2025 4 ﬂ
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